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Membincangkan lembaga kepresidenan adalah membincangkan jantung 

dari tubuh negara. Ia bukan sekadar jabatan administratif, melainkan pusat 

syaraf kepemimpinan moral dan konstitusional. Dua Presiden Amerika 

Serikat yang visioner pernah memberikan refleksi mendalam mengenai 

beban ini. John F. Kennedy mengingatkan kita dengan kalimat bijaknya, “For 

of those to whom much is given, much is required,” bahwa besarnya kekuasaan 

berbanding lurus dengan besarnya tuntutan tanggung jawab. Di sisi lain, 

Franklin D. Roosevelt menajamkan esensi jabatan ini dengan berujar, “The 

Presidency is not merely an administrative office. That is the least of it. It is pre-

eminently a place of moral leadership.” Berangkat dari kesadaran akan 

beratnya amanah jabatan presiden, buku Hukum Presiden ini diperuntukkan 

sebagai kompas akademis untuk membedah anatomi kekuasaan eksekutif di 

Indonesia. 

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari azas dan prinsip dasar 

dalam Bagian I: Dasar Konstitusional Jabatan Presiden, sebagai pembuka, 

Febrian, menguraikan Kewenangan Presiden dalam Memegang 

Pemerintahan, mencoba memetakan cakupan dan batas konstitusional 

kekuasaan eksekutif di tengah dinamika sistem presidensialisme. 

Pembahasan ini dilanjutkan oleh Vegitya Ramadhani Putri yang menyoroti 

dua aspek krusial sekaligus, yakni Pelantikan Presiden oleh MPR dan 

Kewenangan Wakil Presiden, memberikan pemahaman utuh mengenai 

legitimasi awal jabatan serta pembagian peran dalam kepemimpinan 

nasional. 

Melangkah ke ranah operasional dalam Bagian II, dikupas Kewenangan 

Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lusi 

Apriyani mengawali dengan analisis Hak Presiden Mengajukan RUU, yang 

kemudian diperdalam oleh Vegitya Ramadhani Putri melalui tulisan 

tentang Persetujuan Bersama Presiden–DPR atas RUU. Tulisan ini secara tajam 
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membedah mekanisme joint approval sebagai wujud nyata checks and 

balances. Melengkapi siklus legislasi ini, Indah Febriani membahas 

Penetapan Peraturan Pemerintah, menyoroti aspek delegasi kewenangan 

yang vital bagi jalannya roda birokrasi. 

Kompleksitas jabatan presiden tidak berhenti pada fungsi mengatur, 

baik legislasi maupun regulasi. Dalam bagian selanjutnya, kami 

menghadirkan perspektif mengenai struktur dan dinamika internal lembaga 

kepresidenan. Dedeng Zawawi mengurai dualisme peran presiden dalam 

bab Presiden Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sebuah 

distingsi yang seringkali kabur dalam praktik. Di sisi lain, Rizki Amaliah 

menempatkan presiden dalam konstelasi yang lebih luas melalui bahasan 

Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara, memetakan interaksi politik-

hukum yang kerap mewarnai stabilitas pemerintahan. 

Kekuasaan yang besar tentu memerlukan mekanisme kontrol dan 

batasan yang tegas. Muchammad Daing Azimattara membawa kita 

menyelami isu sensitif mengenai Impeachment, sebuah katup pengaman 

konstitusi untuk meminta pertanggungjawaban. Diskursus ini diperkaya oleh 

analisis Windy Rizky Putri dan Zulhidayat yang menelaah aspek-aspek 

pembatasan kekuasaan dan dinamika praktik konstitusional, memastikan 

bahwa presidensialisme kita tidak tergelincir menjadi otoritarianisme. 

Memasuki Bagian V: Kekuasaan Khusus dan Hubungan Antar-

Lembaga, buku ini menyoroti wewenang-wewenang spesifik yang melekat 

pada presiden. Alip Dian Pratama menyajikan dua tulisan penting, yakni 

tentang Pelaksana Tugas Kepresidenan oleh Menteri yang menjamin 

kesinambungan pemerintahan, serta Perang, Perdamaian, dan Perjanjian 

Internasional yang menegaskan peran presiden dalam panggung diplomasi 

global. 

Dalam situasi genting, konstitusi memberikan ruang gerak luar biasa 

bagi presiden. Shafira Arizka Maulidyna mengupas tuntas klaster 

kekuasaan darurat ini melalui tiga bahasan komprehensif: Keadaan Bahaya 

dan Kekuasaan Darurat, kewenangan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, 

serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Analisis ini 

sangat relevan, terutama berkaca pada praktik penanganan krisis dan 

pandemi yang baru saja kita lewati. 

Sebagai penutup yang menatap masa depan, Bagian VI mengangkat Isu 

Hukum Terkini dan Tantangan Hukum Tata Negara. Vegitya Ramadhani 

Putri kembali hadir membahas Pembentukan Undang-undang dalam konteks 

kebijakan hukum terbuka, disusul oleh Ikhsan Setiawan yang menyoroti 

Reformasi Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya bagi Kekuasaan Eksekutif. 

Akhirnya, Neisa Angrum Adisti mengunci rangkaian pemikiran ini dengan 
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tulisan tentang Etika Yudisial dan Pengangkatan Hakim, mengingatkan kita 

bahwa intervensi eksekutif harus berhenti di pintu gerbang kemandirian 

yudisial. 

Pada akhirnya, buku ini adalah ikhtiar kolektif saya untuk merawat nalar 

publik dan menjaga marwah konstitusi. Harapan saya, setiap lembar yang 

Anda baca mampu menyalakan kesadaran bahwa hukum haruslah menjadi 

panglima dalam setiap tarikan napas kekuasaan. Menutup pengantar ini, 

izinkan saya mengutip renungan abadi dari Abraham Lincoln tentang ujian 

sejati seorang pemimpin: "Nearly all men can stand adversity, but if you want 

to test a man's character, give him power." Dan sebagai pengingat akan 

beratnya amanah yang diemban di pundak seorang Presiden, Winston 

Churchill menegaskan: "The price of greatness is responsibility." Selamat 

membaca. 

 

 

Palembang, Desember 2025 

 

 

 

 

Prof. Dr. Febrian, S.H., MS. 
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Pendahuluan 
Pasal-pasal UUD 1945 secara tegas dan sistematis membentuk dasar legal 

formal bagi kewenangan eksekutif di Indonesia, dengan menempatkan 

presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, namun tetap dalam 

kerangka checks and balances bersama lembaga negara lain untuk menjaga 

prinsip demokrasi dan negara hukum. Pasal-pasal UUD 1945 seperti Pasal 4, 

5, 11, 12, 22, dan 23 membentuk dasar legal formal utama bagi kewenangan 

eksekutif (Presiden) di Indonesia, baik sebagai kepala negara maupun kepala 

pemerintahan. 

 

Tabel 1.1 Rincian Kewenangan Eksekutif Berdasarkan Pasal-Pasal 

UUD 1945 

Pasal UUD 
1945 

Substansi Kewenangan 
Eksekutif 

Penjelasan & Implikasi 

Pasal 4 
Presiden memegang 
kekuasaan 
pemerintahan 

Menetapkan Presiden sebagai 
pemegang kekuasaan eksekutif 
tertinggi 

Pasal 5 
Presiden mengajukan 
RUU, menetapkan PP 

Memberi hak inisiatif legislasi 
dan pelaksanaan undang-
undang 

Pasal 11 
Presiden menyatakan 
perang, damai, 
perjanjian 

Kewenangan dalam urusan 
luar negeri dan pertahanan, 
dengan persetujuan DPR 

Pasal 12 
Presiden menyatakan 
keadaan bahaya 

Kewenangan khusus dalam 
situasi darurat 

Pasal 22 
Presiden menetapkan 
Perppu 

Kewenangan membuat 
peraturan pengganti undang-
undang dalam kegentingan 
memaksa 

Pasal 23 
Presiden mengajukan 
APBN 

Kewenangan dalam 
pengelolaan keuangan negara, 
bersama DPR 

Sumber: Sudirman, 2023; Suparman, 2023; Irhammudin et al., 2022; Ismail & 

Setiawan, 2022; Budi, 2022; Yudlha & Manalu, 2024; , 2020) 

 

Sistem presidensial Indonesia menempatkan presiden sebagai 

pemegang kekuasaan eksekutif, namun tetap ada mekanisme checks and 

balances dengan DPR, terutama setelah amandemen UUD 1945 yang 

memperkuat peran legislatif dalam legislasi dan pengawasan (Ismail & 

Setiawan, 2022; Budi, 2022; Herlinanur et al., 2024). Dalam keadaan darurat 

(Pasal 12, 22), presiden memiliki kewenangan ekstra, namun tetap harus 
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mendapat persetujuan atau pengawasan DPR untuk menjaga prinsip negara 

hukum (Yudlha & Manalu, 2024; 2020). Kewenangan eksekutif juga 

mencakup pengelolaan keuangan negara (Pasal 23) dan urusan luar negeri 

(Pasal 11), yang menegaskan peran sentral Presiden dalam tata kelola negara 

(Budi, 2022). 

Amandemen UUD 1945 (1999–2002) secara signifikan membatasi dan 

mengubah ruang tindakan presiden melalui pembatasan kekuasaan, 

penguatan checks and balances, serta pergeseran paradigma sistem 

ketatanegaraan. Amandemen UUD 1945 mengubah interpretasi 

konstitusional dengan membatasi kekuasaan presiden, memperkuat peran 

lembaga pengawas, dan menegaskan sistem presidensial yang demokratis 

serta akuntabel. 

Perubahan Utama dalam Interpretasi Konstitusional, kaitannya dengan 

presiden, setidaknya bisa dipetakan dalam 3 hal: pembatasan kekuasaan 

presiden, penguatan checks and balances, dan pergeseran paradigma sistem 

pemerintahan. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode (Pasal 

7 hasil amandemen), mengakhiri kemungkinan kekuasaan tanpa batas 

seperti era Soekarno dan Soeharto (Mz, 2019; Satrio, 2023). Kewenangan 

legislatif presiden dikurangi. Kewenangan utama membentuk undang-

undang dialihkan ke DPR (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20 hasil amandemen), 

sehingga presiden tidak lagi memonopoli proses legislasi (Zanibar, 2018; 

Pradijonrika, 2022; Satrio, 2023).  

Kewenangan prerogatif presiden dipersempit. Hampir semua tindakan 

penting (pemberian grasi, amnesti, pengangkatan duta besar, dll.) kini 

memerlukan pertimbangan atau persetujuan lembaga lain seperti DPR atau 

MA (Zanibar, 2018; Andryan et al., 2023; Satrio, 2023). MPR tidak lagi 

menjadi lembaga tertinggi negara. Presiden tidak lagi bertanggung jawab 

kepada MPR, melainkan langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum 

langsung (Isra et al., 2020; Satrio, 2023; Humaidi et al., 2023). Dibentuknya 

Mahkamah Konstitusi yang dilengkapi dengan mekanisme judicial review dan 

pengawasan konstitusional yang sebelumnya tidak ada (Satrio, 2023).  

DPR kini memiliki peran sentral dalam legislasi, pengawasan, dan 

anggaran, memperkuat sistem pengawasan terhadap eksekutif (Zanibar, 

2018; Pradijonrika, 2022; Mz, 2019; Ufen, 2018). Dari sistem “quasi-

parlementer” ke presidensial murni. Amandemen menegaskan pemisahan 

kekuasaan dan memperjelas posisi presiden sebagai kepala negara dan 

kepala pemerintahan, bukan lagi mandataris MPR (Isra et al., 2020; Satrio, 

2023; Humaidi et al., 2023). Akuntabilitas publik meningkat, yang mana 

setiap penggunaan kekuasaan presiden kini lebih transparan dan harus 

melibatkan lembaga perwakilan rakyat (Andryan et al., 2023; Satrio, 2023). 
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Tabel 1.2 Ringkasan Perubahan Kunci 

Aspek Sebelum Amandemen Setelah Amandemen 

Masa Jabatan Tidak dibatasi Maksimal 2 periode 

Legislasi Dominasi Presiden Dominasi DPR 

Prerogatif Sangat luas Dibatasi, perlu 

persetujuan 

Akuntabilitas Ke MPR Ke rakyat (pemilu 

langsung) 

Checks & Balances Lemah Kuat (DPR, MK, dll.) 

Sumber: Mz, 2019; Satrio, 2023; Zanibar, 2018; Pradijonrika, 2022; Satrio, 

2023; Andryan et al., 2023; Satrio, 2023; Isra et al., 2020; Humaidi et al., 2023) 

 

 

Cakupan Kekuasaan Eksekutif Menurut Hukum Positif  
Kewenangan presiden untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang) dan Perpres (Peraturan Presiden) diatur secara 

tegas dalam UUD 1945, namun ruang lingkup dan batasannya berbeda dan 

telah diperjelas melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta peraturan 

perundang-undangan. Kewenangan presiden mengeluarkan Perppu sangat 

dibatasi oleh syarat kegentingan memaksa, persetujuan DPR, dan pengujian 

MK. Sementara Perpres hanya dapat mengatur pelaksanaan teknis 

pemerintahan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, 

serta dapat diuji ke MA. Mekanisme ini menjaga agar kewenangan eksekutif 

tetap dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum. 

Presiden dapat mengeluarkan Perppu hanya dalam keadaan 

“kegentingan yang memaksa” (Pasal 22 UUD 1945). Perppu setara dengan 

undang-undang secara hierarki, namun bersifat sementara sampai mendapat 

persetujuan DPR (Wirawan et al., 2023; Mochtar, 2022; Putu et al., 2024; 

Zulwisman & Diegio, 2023; Arelia, 2023). Perppu Harus memenuhi tiga syarat 

menurut Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009: (1) adanya kebutuhan 

mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, (2) tidak ada 

atau tidak memadai undang-undang yang mengatur, (3) tidak dapat diatasi 

dengan prosedur biasa karena memerlukan waktu lama (Putu et al., 2024; 

Zulwisman & Diegio, 2023; Arelia, 2023). DPR wajib segera membahas dan 

memutuskan menerima atau menolak Perppu pada sidang berikutnya. Jika 

ditolak, Perppu harus dicabut (Wirawan et al., 2023; Mochtar, 2022; 

Zulwisman & Diegio, 2023; Arelia, 2023). MK dapat menguji Perppu secara 

formil dan materiil terhadap UUD (Hafid et al., 2020; Putu et al., 2024; 

Zulwisman & Diegio, 2023). 
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Presiden berwenang mengeluarkan Perpres sebagai pelaksanaan 

undang-undang atau untuk mengatur hal-hal yang menjadi kewenangan 

eksekutif, selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya (UU dan 

PP) (Mochtar, 2022; Susilowati, 2024). Materi Perpres tidak boleh 

bertentangan dengan UU atau PP, dan hanya mengatur hal-hal yang menjadi 

kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (Mochtar, 2022; 

Susilowati, 2024). Perpres dapat diuji ke Mahkamah Agung jika dianggap 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

(Mochtar, 2022). 

Instruksi Presiden (Inpres) tidak termasuk dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dan tidak memiliki kekuatan mengikat 

umum. Inpres hanya bersifat mengikat secara internal (inward binding) 

kepada pejabat atau perangkat administratif yang berada di bawah 

kewenangan presiden dalam satu institusi atau sektor pemerintahan. 

Instruksi presiden hanya mengikat perangkat administratif di bawah 

presiden dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat umum. Secara 

konstitusional, Inpres bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak 

dapat dijadikan dasar hukum publik atau diuji di pengadilan, meski tetap 

efektif dalam tata kelola internal pemerintahan. 

Inpres ditujukan kepada pejabat atau aparatur negara di bawah 

presiden, seperti menteri, kepala lembaga, atau pejabat administratif lain, 

dan tidak berlaku untuk masyarakat umum (Sugianto et al., 2020; Syaid, 

2023). Berbeda dengan undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau 

Peraturan Presiden, Inpres tidak dapat diberlakukan kepada publik dan tidak 

dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat secara luas (Sugianto et al., 

2020; Syaid, 2023). Inpres biasanya berisi perintah atau arahan spesifik 

untuk pelaksanaan tugas tertentu dalam lingkup administrasi pemerintahan 

(Sugianto et al., 2020). 

Inpres tidak diakui dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

menurut UU No. 12 Tahun 2011, sehingga tidak dapat dijadikan dasar 

pengujian di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi (Syaid, 2023; 

Sugianto et al., 2020). Inpres memiliki potensi masalah legitimasi karena 

tidak memiliki kekuatan mengikat umum dan tidak diatur dalam sistem 

perundang-undangan; penggunaan Inpres sebagai dasar kebijakan publik 

dapat menimbulkan masalah keabsahan dan kepastian hukum (Syaid, 2023). 

Meskipun tidak mengikat umum, Inpres tetap efektif secara administratif 

karena pejabat yang menerima instruksi wajib melaksanakannya dalam 

kerangka hubungan atasan-bawahan. 
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Pendahuluan 
Dasar Konstitusional Jabatan Presiden Republik Indonesia adalah UUD 1945, 

yang menegaskan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, 

dengan masa jabatan terbatas dua periode, masing-masing lima tahun. 

Jabatan Presiden diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 4 ayat (1) menyatakan 

bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, 

berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Baharudin 

et al., 2021; Mene, 2020; Rindawan, 2018; Suparman, 2023). Sistem 

pemerintahan yang dianut adalah presidensial, di mana presiden dipilih 

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Darusman, 2018; Rindawan, 

2018; Suparman, 2023). 

Pembatasan masa jabatan presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, 

yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan 

selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa 

jabatan (A.P et al., 2023; Roza, 2022; Makmun & Al-Fatih, 2023; Prawira & 

Rasji, 2023; Helfianti et al., 2022). Pembatasan ini merupakan hasil 

amandemen UUD 1945, yang sebelumnya tidak mengatur secara tegas 

batasan periode, sehingga pernah terjadi penyimpangan seperti masa jabatan 

presiden seumur hidup (Roza, 2022; Makmun & Al-Fatih, 2023; Helfianti et 

al., 2022). 

 

Tabel 2.1 Dasar Konstitusional dan Batasan Jabatan Presiden 

Aspek Ketentuan UUD 1945 
Perubahan/ 
amandemen 

Sistem 
pemerintahan 

Presidensial Presiden dipilih 
langsung 

Masa jabatan 5 tahun, maksimal 2 
periode 

Dibatasi setelah 
amandemen 

Fungsi presiden Kepala negara & kepala 
pemerintahan 

Tetap 

Sumber: Baharudin et al., 2021; Mene, 2020; Rindawan, 2018; A.P et al., 2023; 

Roza, 2022; Helfianti et al., 2022; Mene, 2020; Rindawan, 2018; Suparman, 

2023) 

Presiden memiliki kewenangan eksekutif, legislatif (bersama DPR), 

serta hak-hak konstitusional seperti mengangkat menteri, memberikan grasi, 

amnesti, dan abolisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10-15 UUD 1945 

(Mene, 2020; Rindawan, 2018; Suparman, 2023). Dengan mendasarkan pada 

konstitusi berarti jabatan Presiden RI secara konstitusional diatur dalam 

UUD 1945, dengan sistem presidensial, masa jabatan lima tahun, dan 
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maksimal dua periode. Pembatasan ini bertujuan menjaga demokrasi dan 

mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

Pelantikan presiden di Indonesia merupakan peristiwa hukum dan 

kenegaraan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menegaskan bahwa 

Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilihan umum wajib 

dilantik sebelum memangku jabatan, sebagai bentuk legitimasi 

konstitusional (Adji et al., 2024). Pelantikan ini biasanya dilakukan di 

hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menandai dimulainya 

masa jabatan secara sah dan formal (Adji et al., 2024). 

Pelantikan memiliki makna konstitusional dan simbolis yang sangat 

penting. Pertama, legitimasi konstitusional. Pelantikan menandai 

pengesahan dan pengakuan resmi dari negara terhadap presiden terpilih, 

sehingga segala kewenangan dan tanggung jawab dapat dijalankan secara 

sah. Kedua, pengucapan sumpah/janji Dalam pelantikan, presiden 

mengucapkan sumpah atau janji jabatan sesuai Pasal 9 UUD 1945, yang 

menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai konstitusi dan 

menjaga integritas negara. Ketiga, simbol transisi kekuasaan: Pelantikan 

menjadi simbol transisi kekuasaan yang damai dan demokratis, serta 

penegasan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat (Adji et al., 2024). 

Pelantikan presiden adalah proses konstitusional yang menandai dimulainya 

masa jabatan secara sah, memberikan legitimasi, dan menjadi simbol transisi 

kekuasaan yang demokratis serta penegakan supremasi hukum di Indonesia. 

 

Konteks Konstitusional Pelantikan Presiden (Pasal 3 ayat 2 

UUD 1945) 
Amandemen UUD 1945 (1999–2002) membawa perubahan mendasar pada 

sistem pemilihan dan pelantikan presiden. Sebelum amandemen, presiden 

dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan 

dilantik di hadapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Setelah 

amandemen, khususnya melalui perubahan ketiga (2001), sistem berubah 

menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A 

ayat (1) UUD 1945. Pelantikan tetap dilakukan di hadapan MPR, namun 

maknanya berubah menjadi pengesahan hasil pemilihan langsung, bukan lagi 

penetapan mandat MPR (Darusman, 2018; Mene, 2020; Roza, 2022; Hakim & 

Arif, 2024; Humaidi et al., 2023). 

Amandemen UUD 1945 memperkuat legitimasi presiden sebagai 

pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, bukan sekadar mandataris MPR. 

Presiden kini bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada 
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MPR. Pelantikan menjadi simbol transisi kekuasaan yang demokratis dan 

penegasan supremasi hukum, serta menandai dimulainya masa jabatan 

secara sah setelah pengucapan sumpah/janji sesuai Pasal 9 UUD 1945 

(Darusman, 2018; Mene, 2020; Roza, 2022). Amandemen UUD 1945 

mengubah pelantikan presiden dari sekadar pengesahan mandat MPR 

menjadi pengesahan hasil pemilihan langsung oleh rakyat, memperkuat 

legitimasi demokratis, dan menegaskan transisi kekuasaan yang sah serta 

akuntabel. 

Tabel 2.2 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Amandemen 

Aspek Sebelum Amandemen 
Sesudah Amandemen 

(1999–2002) 
Pemilihan 
Presiden 

Oleh MPR Langsung oleh rakyat 

Pelantikan Di hadapan MPR, mandat MPR Di hadapan MPR, hasil 
pemilu rakyat 

Tanggung 
Jawab 

Kepada MPR Kepada rakyat 

Sumber: Darusman, 2018; Mene, 2020; Roza, 2022 

 

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi 

negara yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. MPR berwenang 

memilih, melantik, dan memberhentikan presiden serta menetapkan Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, setelah amandemen, MPR tidak 

lagi menjadi lembaga tertinggi, melainkan setara dengan lembaga negara lain 

seperti DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung (Rusnan, 2017; Haryanto 

et al., 2022; Shagieva & Nur, 2022; Santika & Sujana, 2021; Situmeang, 2024). 

MPR kini berperan sebagai lembaga pelantik presiden dengan fungsi utama 

seremonial dan konstitusional, bukan lagi sebagai pemberi mandat atau 

lembaga tertinggi negara. Perubahan ini memperkuat sistem presidensial 

dan kedaulatan rakyat dalam tata negara Indonesia. 

Setelah amandemen, kewenangan MPR dalam pelantikan presiden 

bersifat seremonial dan konstitusional. MPR tidak lagi memilih presiden, 

melainkan hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih hasil 

pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR. Fungsi ini diatur dalam Pasal 

3 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan pelantikan sebagai bentuk 

pengesahan dan legitimasi konstitusional, bukan pemberian mandat 

(Rusnan, 2017; Yunus, 2020; Haryanto et al., 2022; Yusdiyanto, 2018; Santika 

& Sujana, 2021).  

Pelantikan oleh MPR menegaskan transisi kekuasaan yang sah dan 

demokratis, namun presiden kini bertanggung jawab langsung kepada 
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hukum tertinggi berinteraksi dengan legitimasi demokratis yang bersumber 

dari rakyat. Fenomena ini menegaskan pentingnya konvergensi antara 

legalitas, moralitas, dan simbolisme politik dalam menjaga stabilitas sistem 

ketatanegaraan. Di tengah dinamika demokrasi kontemporer dan 

kompleksitas relasi antar lembaga negara, pelantikan presiden menjadi 

ruang aktualisasi nilai-nilai konstitusional seperti supremasi hukum, 

akuntabilitas publik, dan kehormatan jabatan. Karena itu, penguatan aspek 

hukum, etika, dan simbolik dari pelantikan bukan hanya penting bagi 

keberlangsungan pemerintahan yang sah, tetapi juga bagi pembentukan 

budaya konstitusional yang matang dan berkeadaban. 

Secara konstitusional, jabatan Presiden Republik Indonesia berakar 

pada UUD 1945 yang menegaskan kedudukan Presiden sebagai kepala 

negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. 

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan fundamental terhadap 

mekanisme pemilihan dan pelantikan presiden, mengalihkan legitimasi 

politik dari mandat MPR kepada kedaulatan rakyat melalui pemilihan 

langsung. Dengan demikian, pelantikan di hadapan MPR kini bukan lagi 

bentuk pemberian mandat lembaga, melainkan pengesahan hasil pemilu 

yang mencerminkan legitimasi demokratis dan supremasi konstitusi. 

Pelantikan presiden merupakan peristiwa hukum dan kenegaraan yang 

memiliki makna konstitusional, moral, dan simbolis. Melalui pengucapan 

sumpah/janji jabatan, presiden mengikatkan diri secara hukum dan etika 

untuk menjalankan amanat konstitusi serta menjamin integritas dan 

supremasi hukum. Pelantikan juga menandai transisi kekuasaan yang sah, 

demokratis, dan damai, meneguhkan komitmen negara terhadap prinsip 

kedaulatan rakyat dan stabilitas sistem pemerintahan. Dalam konteks 

perbandingan, praktik pelantikan di negara lain seperti Amerika Serikat, 

Prancis, dan Jerman menegaskan bahwa sumpah jabatan merupakan simbol 

legitimasi publik dan perwujudan akuntabilitas konstitusional. 

Dengan demikian, pelantikan Presiden oleh MPR berdasarkan Pasal 3 

ayat (2) UUD 1945 tidak hanya merupakan formalitas seremonial, tetapi juga 

cerminan dari keseimbangan antara legalitas konstitusional dan legitimasi 

politik. Mekanisme ini memastikan kesinambungan kekuasaan eksekutif 

secara sah, memperkuat supremasi konstitusi, serta menegaskan prinsip 

kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia. Ke depan, pelantikan 

presiden harus terus dijaga dalam koridor konstitusi dan etika kenegaraan 

sebagai fondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis, 

akuntabel, dan berkeadilan. 
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Pendahuluan 
Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

merupakan salah satu isu hukum tata negara yang masih menyisakan 

ambiguitas konstitusional. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan 

bahwa “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”, namun tidak 

merinci batasan, ruang lingkup, ataupun bentuk bantuan tersebut. Secara 

normatif, ketentuan ini menegaskan posisi Wakil Presiden sebagai bagian 

dari satu eksekutif tunggal (single executive), tetapi secara praktis 

menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana kewenangan Wakil 

Presiden dapat dijalankan tanpa pelimpahan eksplisit dari Presiden. 

Kekosongan pengaturan tersebut telah menimbulkan perdebatan akademik 

dan yurisprudensial terkait dengan legalitas tindakan Wakil Presiden, 

potensi tumpang tindih kewenangan, serta ketidakjelasan akuntabilitas 

publik terhadap jabatan tersebut. 

Isu hukum utama (legal issue) yang muncul adalah ketidakjelasan 

kewenangan Wakil Presiden: apakah bersifat atributif langsung bersumber 

dari konstitusi atau semata-mata delegatif yang bergantung pada penugasan 

Presiden. Dalam praktik, hubungan kerja Presiden–Wakil Presiden sering 

kali diwarnai dinamika politik, mulai dari kemitraan kolegial hingga relasi 

subordinatif. Ketika tidak ada pengaturan rinci mengenai mekanisme 

pembagian tugas, pelimpahan wewenang, dan koordinasi kelembagaan, 

maka efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada relasi personal antar 

pejabat. Akibatnya, peran Wakil Presiden dalam sistem presidensial 

Indonesia kerap berubah-ubah dari sangat aktif (seperti pada masa SBY–

Jusuf Kalla) menjadi pasif atau seremonial (seperti pada masa Orde Baru dan 

Jokowi–Ma’ruf Amin). Kondisi ini menunjukkan lemahnya desain 

kelembagaan yang dapat menjamin keseimbangan kekuasaan eksekutif dan 

stabilitas politik. 

Urgensi kajian mengenai kewenangan Wakil Presiden semakin 

meningkat dalam konteks reformasi kelembagaan dan efektivitas tata kelola 

pemerintahan. Ketidakjelasan norma konstitusional berpotensi 

menimbulkan konflik kewenangan, disharmoni politik, dan kesulitan dalam 

pertanggungjawaban publik. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang 

melalui pembentukan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan atau 

penambahan norma dalam amandemen UUD 1945 yang dapat memperjelas 

tugas, kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas Wakil Presiden. 

Reformasi ini bukan hanya penting untuk memperkuat sistem presidensial 

Indonesia, tetapi juga untuk menjamin prinsip checks and balances serta 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. 
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Landasan Konstitusional Dan Tafsir Pasal 4 Ayat (2) 
Frasa “Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” dalam konteks 

amandemen UUD 1945 (1999–2002) menegaskan posisi Wakil Presiden 

sebagai pendamping Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial 

Indonesia, namun dengan kewenangan yang tidak setara dan sangat 

bergantung pada Presiden. Amandemen UUD 1945 memperjelas bahwa 

Wakil Presiden berperan sebagai asisten Presiden, bukan mitra setara. 

Kewenangan Wakil Presiden tidak berdiri sendiri, melainkan sangat 

tergantung pada pelimpahan tugas dari Presiden. Hal ini menegaskan sistem 

eksekutif tunggal (single executive), di mana Presiden adalah pemegang 

utama kekuasaan pemerintahan (Ansori, 2017; Suparto, 2021; Kusnadi & 

Furqon, 2021; Nomleni, 2017).  

Wakil Presiden hanya menjalankan tugas yang didelegasikan oleh 

Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam praktiknya, peran 

Wakil Presiden seringkali bersifat seremonial atau sebagai “ban serep”, 

kecuali dalam situasi tertentu seperti ketika Presiden berhalangan tetap atau 

sementara (Roziqin, 2020; Ansori, 2017; Kusnadi & Furqon, 2021; Suparto, 

2021; Nomleni, 2017). Frasa “dibantu” dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 

masih menimbulkan ambiguitas, apakah bantuan itu bersifat luas (mencakup 

seluruh tugas Presiden) atau sempit (hanya tugas tertentu). Banyak ahli 

menilai perlu ada aturan khusus yang memperjelas pembagian tugas dan 

pola hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden agar tercipta kepastian 

hukum dan hubungan kerja yang harmonis (Kusnadi & Furqon, 2021; 

Nomleni, 2017; Koynja, 2017; Kosmas, 2020). Frasa “Presiden dibantu oleh 

satu orang Wakil Presiden” dalam amandemen UUD 1945 menegaskan Wakil 

Presiden sebagai asisten Presiden dengan kewenangan terbatas dan 

bergantung pada Presiden. Namun, masih terdapat ambiguitas yang 

menuntut regulasi lebih lanjut agar peran Wakil Presiden lebih jelas dan 

efektif dalam sistem pemerintahan Indonesia. 

Teks UUD 1945 hasil amandemen tidak secara eksplisit mensyaratkan 

atau merinci kewenangan Wakil Presiden, kecuali sebagai “pembantu 

Presiden” (Pasal 4 ayat 2) dan pengganti Presiden jika berhalangan (Pasal 8). 

Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ambiguitas dan polemik dalam 

praktik ketatanegaraan. UUD 1945 hanya menyebut Wakil Presiden sebagai 

asisten Presiden tanpa penjelasan tugas dan kewenangan spesifik. Tidak ada 

pasal yang mengatur secara eksplisit apa saja kewenangan Wakil Presiden 

dalam pemerintahan sehari-hari (Prayitno et al., 2024; Widayati et al., 2022; 

Kosmas, 2020; Nomleni, 2017; Kusnadi & Furqon, 2021; Koynja, 2017). 

Kewenangan Wakil Presiden sangat bergantung pada pelimpahan tugas dari 
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Presiden, sehingga peran dan otoritasnya berubah-ubah sesuai kebijakan 

Presiden yang sedang menjabat (Prayitno et al., 2024; Widayati et al., 2022; 

Kosmas, 2020; Kusnadi & Furqon, 2021; Koynja, 2017). 

Teks UUD 1945 tidak mensyaratkan kewenangan eksplisit bagi Wakil 

Presiden, sehingga peran dan otoritasnya sangat bergantung pada Presiden 

dan pelimpahan tugas. Hakim konstitusi dan yurisprudensi menilai 

kekosongan ini perlu diisi dengan regulasi tambahan agar tercipta kepastian 

hukum dan hubungan kerja yang jelas dalam sistem presidensial Indonesia. 

Hakim melalui putusan Mahkamah Konstitusi menilai kekosongan ini 

menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kewenangan. 

Banyak yang merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus 

tentang lembaga kepresidenan untuk memperjelas pembagian tugas dan 

kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden (Widayati et al., 2022; 

Kosmas, 2020; Nomleni, 2017; Kusnadi & Furqon, 2021; Koynja, 2017). 

Dalam praktik yurisprudensi, Wakil Presiden baru menjalankan kewenangan 

penuh jika Presiden berhalangan tetap atau sementara. Di luar itu, peran 

Wakil Presiden cenderung seremonial atau administratif, kecuali ada 

pelimpahan tugas khusus (Widayati et al., 2022; Kosmas, 2020; Nomleni, 

2017; Kusnadi & Furqon, 2021; Koynja, 2017). 

 

Tabel 3.1 Kewenangan Wakil Presiden Menurut  

Konstitusi dan Penafsiran 

Aspek Teks Konstitusi 
Penafsiran 
Hakim/Yurisprudensi 

Kewenangan 
eksplisit 

Tidak diatur rinci Perlu regulasi tambahan 

Pelaksanaan 
tugas 

Atas pelimpahan 
Presiden 

Aktif jika Presiden 
berhalangan 

Tanggung jawab Kepada Presiden Tidak setara, bersifat 
subordinat 

Sumber : Prayitno et al., 2024; Widayati et al., 2022; Kosmas, 2020; Kusnadi 

& Furqon, 2021; Nomleni, 2017; Koynja, 2017) 

 

Kekosongan normatif terkait kewenangan Wakil Presiden dalam UUD 

1945 lebih banyak dipandang sebagai kelemahan desain konstitusional 

daripada hasil perancangan untuk fleksibilitas politik. Banyak kajian menilai 

bahwa ketidakjelasan pembagian tugas dan kewenangan Wakil Presiden 

adalah kelemahan desain, bukan strategi sadar untuk fleksibilitas. 

Kekosongan ini menyebabkan ketidakpastian, potensi tumpang tindih, dan 

kesulitan akuntabilitas publik terhadap Wakil Presiden (Prayitno et al., 2024; 
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berbasis pembagian tugas yang jelas, seperti pada era SBY–Jusuf Kalla, 

efektivitas pemerintahan meningkat. Sebaliknya, ketika relasi bersifat 

subordinatif atau simbolik, peran Wakil Presiden menjadi tidak substantif 

dan akuntabilitas publik sulit diwujudkan. 

Oleh karena itu, pembaruan hukum dan kelembagaan menjadi 

kebutuhan mendesak untuk memperjelas peran Wakil Presiden dalam sistem 

presidensial Indonesia. Diperlukan peraturan organik—baik berupa Undang-

Undang tentang Lembaga Kepresidenan maupun amandemen konstitusi—

yang mengatur secara tegas pembagian tugas, mekanisme delegasi, dan 

akuntabilitas jabatan Wakil Presiden. Reformasi ini diharapkan tidak hanya 

menutup kekosongan hukum, tetapi juga memperkuat efektivitas tata kelola 

pemerintahan dan mencegah potensi konflik eksekutif di masa depan. 

Dengan demikian, keberadaan Wakil Presiden tidak lagi sekadar simbol 

pendamping, melainkan aktor konstitusional yang memiliki fungsi strategis 

dalam menjaga kesinambungan, stabilitas, dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan negara. 
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Pendahuluan 
Konsep trias politica diperkenalkan oleh John Locke dan Montesquieu. 

Konsep ini menghendaki terdapat tiga cabang kekuasaan berupa legislatif 

(pembentuk undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan 

yudikatif (penegak aturan yang terdapat dalam undang-undang). Konsep ini 

dimaksudkan agar terjadi pemisahan kekuasaan (separation of power). Pada 

masa awal kemerdekaan dan sebelum amandemen konstitusi, kekuasaan di 

Indonesia belum didasarkan pada konsep Trias Politica. Tiga cabang 

kekuasaan tersebut masih menyatu dalam praktik penyelenggaraan negara, 

sehingga tidak terdapat pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif, 

legislatif, dan yudikatif. ” Presiden memegang peranan yang sangat dominan 

karena selain menjalankan fungsi eksekutif, ia juga memiliki kekuasaan 

dalam pembentukan undang-undang yang secara yuridis diberikan oleh UUD 

1945. 

Kewenangan legislasi sebelum amandemen bersentral pada presiden. 

Pasal 5 ayat (1) yang memberikan Presiden kekuasaan membentuk Undang-

undang dengan persetujuan DPR. Sementara kewenangan DPR memberikan 

persetujuan atas RUU yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 20 ayat (1). Jika RUU yang diajukan Presiden tidak disetujui DPR, 

maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan DPR 

pada masa itu. Meski anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan RUU 

(Pasal 21 ayat (1)), namun jika RUU yang disetujui DPR tidak disahkan 

Presiden, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam 

persidangan DPR pada masa itu (Pasal 21 ayat (2)).  

Selain undang-undang, kewenangan legislasi presiden sebelum 

amandemen adalah menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang (Perppu) seperti yang diatur di dalam Pasal 22 ayat (1). Adapun 

materi muatan Perppu sama seperti materi muatan undang-undang. Namun, 

penciptaannya didasarkan pada kegentingan memaksa. Penjabaran tersebut 

menunjukkan seberapa besar eksekutif memiliki kekuatan untuk membuat 

peraturan perundang-undangan. Ini kemudian menjadi masalah.  

Reformasi akhirnya mendorong terjadinya amandemen UUD 1945. 

Dengan semangat konstitusionalisme dan didasari dengan konsep Trias 

Politica, perumus amandemen UUD 1945 akhirnya berhasil memisahkan tiga 

cabang kekuasaan di Indonesia. Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan (eksekutif). Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang 

berisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

sebagai parlemen/legislatif dan kekuasaan kehakiman dijalankan oleh 

Mahkamah Agung yang diawasi oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah 
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Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Namun, pemisahan 

tersebut memiliki corak berbeda dari konsep sebenarnya. dikarenakan tiga 

cabang kekuasaan tersebut meski dipisahkan namun memiliki mekanisme 

checks and balances. Sehingga walaupun kekuasaan dipisah, tetap memiliki 

kontrol dan pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya.  

Pasca amandemen, kewenangan presiden dalam membentuk undang-

undang dicabut. Adapun perubahan tersebut mencakup: 

1. Presiden tidak lagi memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. 

Namun, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 

5 ayat 1). 

2. Presiden ikut dalam pembahasan RUU dan memberikan persetujuan 

secara bersama DPR (Pasal 20 ayat (2)). 

3. mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

DPR untuk kemudian menjadi undang-undang (Pasal 20 ayat (4)) 

Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 

undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2) dan menetapkan 

peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Perppu) dalam 

kasus kegentingan yang memaksa. 

Perubahan kekuasaan membentuk undang-undang dari DPR ke 

presiden adalah bentuk upaya negara merespons tuntutan reformasi. 

Penataan dan pemaknaan atas pemisahan kekuasaan (separation of power) 

adalah keniscayaan reformasi agar tidak terpusatkan dalam satu kekuasaan 

saja, sebab apa yang disampaikan Lord Acton: "Power tends to corrupt, but 

absolute power corrupts absolutely" amat relevan dengan praktik 

ketatanegaraan pada rezim sebelum reformasi. (M, Suhariyanto, and H 2025)  

Salah satu cita-cita reformasi adalah supremasi hukum. Proses legislasi 

dapat dikatakan sebagai sentral daripadanya, sebab setiap peristiwa konkret 

(output) akan memengaruhi bagaimana substansi hukum yang kemudian 

disintesakan melalui Undang-undang (input) (Friedman 2017). Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi utama, yakni legislasi, pengawasan, 

dan penganggaran. Jimly Asshidiqie dalam Furcony Putri Syakura 

mendefinisikan beberapa unsur fungsi legislasi: pertama, prakarsa 

pembuatan undang-undang (legislatif initiation); kedua, proses pembahasan 

undang-undang (law making process); dan terakhir, persetujuan pengikatan 

atas ratifikasi perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen hukum 

yang mengiringi. (Syakura 2022). 

Pasal 5 ayat (1), yang, sebelum amandemen presiden, merupakan 

bagian penting dari pembentukan Undang-undang, berubah menjadi sebatas 

"hak inisiatif" mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan 
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Perwakilan Rakyat. Namun, proses pembentukannya tetap dilakukan 

bersama-sama antara DPR dan pemerintah, dan DPD terlibat dalam 

rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan 

daerah, pembentukan dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

 

Kewenangan Konstitusional Presiden Dalam Pengajuan dan 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang 
Presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam UUD 1945 sebelum 

amandemen, dan dia juga membentuk peraturan perundang-undangan. Hal 

ini diatur dalam Pasal 5 UUD 1945, ayat (1), yang berbunyi: "Presiden 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat," dan ayat (2), yang berbunyi: "Presiden 

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya." Namun, dalam Perubahan Tahap Pertama UUD 

1945, yang diputuskan dalam Sidang Umum (SU) MPR-RI pada bulan Oktober 

1999, ayat tersebut telah diubah. 

Perubahan Pasal 5 ayat (1) diikuti dengan mengamandemen Pasal 20 

UUD 1945 menjadi: 

(1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang; 

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 

mendapat persetujuan bersama;  

(3) Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam 

persidangan DPR masa itu;  

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang:  

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak 

rancangan undang-undang itu disetujui, rancangan undang-undang 

tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 

Presiden tidak lagi memiliki otoritas untuk membuat undang-undang, 

tetapi dia tetap terlibat dalam prosesnya. Keterlibatan ini terlihat pada setiap 

tahap proses pembentukan undang-undang oleh DPR. Pertama, presiden 

memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR 

(Pasal 5 ayat 1). Selanjutnya, Presiden ikut serta dalam proses membahas 

rancangan undang-undang dengan DPR untuk mencapai kesepakatan (Pasal 

20 ayat (2)). Ketiga, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama 

memerlukan pengesahan Presiden (Pasal 20 ayat 4).  
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dalam pembentukan undang-undang. Melalui Prolegnas, Presiden dapat 

menentukan jalan pembangunan hukum, menyelaraskan agenda legislasi 

dengan tujuan pemerintah, dan memastikan produk hukum yang dibuat 

sesuai dengan kebutuhan negara. Oleh karena itu, peran Presiden dalam 

Prolegnas tidak dapat dianggap sebagai kewenangan teknologi. 

 

Penutup 
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang berlandaskan prinsip demokrasi, 

konstitusionalisme, trias politica, serta checks and balances pada dasarnya 

ditujukan untuk mewujudkan pelaksanaan tiap cabang kekuasaan negara 

yang berjalan secara independen tanpa intervensi dari cabang kekuasaan 

lainnya. Namun konstitusi justru menciptakan keambiguan sistem 

pemerintahan. Secara yuridis, Indonesia menganut sistem presidensialisme. 

Tetapi pergeseran fungsi legislasi pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 

justru memperkuat kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang 

terdapat “keharusan” keterlibatan presiden baik secara formal maupun 

material. Keikutsertaan presiden dalam proses legislasi ini merupakan salah 

satu ciri sistem pemerintahan parlementer. Dengan corak seperti itu, 

pemerintahan berpotensi menimbulkan rezim keotoriteran. Oleh karena itu, 

perlu adanya pemisahan kekuasaan yang jelas pada cabang-cabang 

kekuasaan di Indonesia. Sehingga dapat terwujud pemerintahan yang 

mencerminkan prinsip demokratis, menjamin akuntabilitas, serta mencegah 

terpusatnya kewenangan pada satu lembaga atau aktor politik. 
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Pendahuluan  
Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak Presiden untuk mengajukan 

rancangan undang-undang, yang dalam praktiknya diwujudkan melalui 

mekanisme joint approval bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara 

cabang eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial Indonesia. Namun, 

dalam praktik ketatanegaraan, relasi antara Presiden dan DPR sering kali 

tidak berjalan dalam kerangka checks and balances yang ideal, melainkan 

mencerminkan pola kolaborasi politik yang berpotensi menimbulkan 

ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali 

basis normatif, teori kekuasaan legislasi, serta implikasi konstitusional dari 

joint approval dalam konteks pelaksanaan pemerintahan pasca-reformasi. 

Periode pemerintahan 2014–2024 menjadi fase krusial dalam membaca 

dinamika executive–legislatif relations di Indonesia. Konfigurasi politik 

dengan koalisi besar di parlemen telah menciptakan hubungan harmonis 

antara presiden dan DPR, tetapi pada saat yang sama melemahkan daya 

kontrol parlemen terhadap kebijakan eksekutif. Pembentukan sejumlah 

undang-undang strategis seperti UU Cipta Kerja, KUHP Baru, dan UU Ibu Kota 

Negara menunjukkan kecenderungan meningkatnya dominasi eksekutif 

dalam proses legislasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar 

mengenai efektivitas prinsip joint approval dan sejauh mana mekanisme 

tersebut benar-benar menjamin deliberasi substantif dan akuntabilitas 

publik dalam pembentukan hukum nasional. 

Melalui analisis normatif dan studi kasus empirik, bab ini berupaya 

menguraikan bagaimana mekanisme persetujuan bersama beroperasi dalam 

praktik legislasi Indonesia, menilai sejauh mana prinsip checks and balances 

diimplementasikan, serta mengidentifikasi problem transparansi dan 

partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dengan merujuk 

pada berbagai studi konstitusional terindeks Scopus, penelitian ini 

menawarkan refleksi konseptual tentang arah reformasi legislasi di masa 

depan. Rekonstruksi terhadap mekanisme joint approval diharapkan dapat 

memperkuat akuntabilitas konstitusional, memperjelas batas peran 

eksekutif-legislatif, dan membangun sistem legislasi yang lebih deliberatif 

serta responsif terhadap kepentingan publik. 

 

Konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) UUD 1945: Basis 

Normatif dan Teori Kekuasaan Legislasi 
Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, setelah amandemen, secara normatif menegaskan 

bahwa Presiden hanya berwenang mengajukan RUU kepada DPR, bukan lagi 



Persetujuan Bersama Presiden–DPR Atas RUU 

 

139 Vegitya Ramadhani Putri 

memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Perubahan ini 

merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem checks and balances dan 

membatasi dominasi eksekutif dalam proses legislasi. 

Sebelum amandemen, Pasal 5 ayat (1) menyatakan Presiden memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, sehingga 

kekuasaan legislasi cenderung terpusat pada Presiden (Pradijonrika, 2022; 

Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024). Setelah amandemen, rumusan 

berubah menjadi presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, sedangkan 

kekuasaan membentuk undang-undang sepenuhnya di tangan DPR (Pasal 20 

ayat (1)) (Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024). 

Perubahan ini bertujuan menggeser kekuasaan legislasi dari eksekutif ke 

legislatif, memperkuat posisi DPR, dan menegaskan prinsip negara hukum 

serta supremasi konstitusi (Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Hulain et al., 

2023; Hendrik et al., 2024; Indrastuti et al., 2024). 

Secara teori, perubahan ini mencerminkan penerapan trias politica dan 

pembatasan kekuasaan (separation of powers), di mana fungsi legislasi tidak 

lagi didominasi eksekutif (Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Hulain et al., 

2023; Hendrik et al., 2024). Namun, dalam praktik, presiden tetap terlibat 

dalam pembahasan dan persetujuan RUU bersama DPR (Pasal 20 ayat (2) dan 

(3)), sehingga terjadi model legislasi kolaboratif, bukan pemisahan mutlak 

(Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024). Beberapa ahli menilai, meski terjadi 

pergeseran kekuasaan, pemisahan fungsi legislasi belum sepenuhnya utuh 

karena masih ada ketergantungan antara eksekutif dan legislatif (Azzahra, 

2021; Saepullah et al., 2024). 

 

Tabel 5.1 Evolusi Kekuasaan Legislasi Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 

Periode Substansi Pasal 5 ayat (1) 
Implikasi Kekuasaan 
Legislasi 

Pra-
Amandemen 

Presiden memegang 
kekuasaan membentuk UU 
dengan persetujuan DPR 

Dominasi eksekutif 

Pasca-
Amandemen 

Presiden berhak mengajukan 
RUU ke DPR; DPR memegang 
kekuasaan membentuk UU 

Penguatan legislatif, 
model kolaboratif 

Sumber: Pradijonrika, 2022; Azzahra, 2021; Saepullah et al., 2024; Hendrik et 

al., 2024 

 

Dengan demikian, secara normatif, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pasca-

amandemen memperkuat posisi DPR dalam legislasi dan membatasi 

kekuasaan Presiden, sejalan dengan teori pembatasan kekuasaan dan checks 

and balances. Namun, praktik legislasi tetap bersifat kolaboratif antara 
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eksekutif dan legislatif, sehingga pemisahan kekuasaan tidak sepenuhnya 

mutlak. 

Makna hak untuk menginisiasi Presiden (hak mengajukan RUU) dalam 

sistem UUD 1945 pasca-amandemen adalah hak formal Presiden untuk 

mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, namun 

pengesahan RUU menjadi undang-undang harus melalui persetujuan 

bersama (joint approval) antara Presiden dan DPR. Tafsir konstitusional 

menempatkan presiden sebagai co-legislator, bukan pemegang kekuasaan 

legislasi tunggal. 

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberi presiden hak mengajukan RUU, 

tetapi tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang secara penuh 

(Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023). Setiap RUU, baik dari Presiden maupun 

DPR, wajib dibahas bersama untuk memperoleh persetujuan bersama (Pasal 

20 ayat (2) UUD 1945) (Fatoni & Rahman, 2025; Azzahra, 2021; Ketut et al., 

2023). Tanpa persetujuan bersama, RUU tidak dapat disahkan dan tidak 

dapat diajukan kembali dalam masa sidang yang sama (Fatoni & Rahman, 

2025; Manalu et al., 2023; Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023). 

Tafsir konstitusional menegaskan bahwa fungsi legislasi di Indonesia 

bersifat joint function: DPR dan Presiden setara dalam proses pembentukan 

undang-undang, mulai dari pengajuan, pembahasan, hingga persetujuan 

(Fatoni & Rahman, 2025; Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023). Joint approval 

dimaksudkan untuk mencegah dominasi salah satu pihak dan memastikan 

adanya checks and balances antara eksekutif dan legislatif (Fatoni & Rahman, 

2025; Azzahra, 2021). Dalam praktik, jika tidak tercapai persetujuan 

bersama, terjadi deadlock dan RUU tidak dapat dilanjutkan (Fatoni & 

Rahman, 2025; Manalu et al., 2023). Presiden juga memiliki peran dalam 

pengesahan (ratifikasi) RUU yang telah disetujui bersama, namun jika 

Presiden tidak menandatangani dalam 30 hari, RUU tetap sah menjadi 

undang-undang (Manalu et al., 2023; Susilowati, 2024). 

 

Tabel 5.2 Proses Legislasi dan Peran Presiden-DPR 

Tahap 
Proses 

Peran Presiden Peran DPR 

Pengajuan Mengajukan RUU Mengajukan RUU 

Pembahasan Membahas bersama DPR 
Membahas bersama 
Presiden 

Persetujuan Memberi persetujuan Memberi persetujuan 

Pengesahan 
Menandatangani (atau 
otomatis sah setelah 30 hari) 

- 

Sumber: Azzahra, 2021; Ketut et al., 2023; Fatoni & Rahman, 2025; Manalu et 
al., 2023; Susilowati, 2024 
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Alternatif desain legislasi ke depan menekankan penguatan checks and 

balances, reformasi bicameralisme, serta peningkatan transparansi dan 

partisipasi publik agar relasi Presiden–DPR lebih seimbang dan sesuai 

prinsip konstitusional. Saat ini, DPD memiliki kewenangan terbatas sehingga 

checks and balances lemah. Penguatan DPD misalnya dengan memberi hak 

veto, persetujuan, atau penolakan terhadap RUU akan menciptakan sistem 

bicameral yang lebih seimbang dan efektif (Sibuea et al., 2025; Dirkareshza 

et al., 2025; Handoyo, 2024; Kosasih et al., 2024). DPD dapat memperkuat 

bargaining position melalui konvensi politik, misalnya menolak memberi 

pendapat pada RUU yang tidak melibatkan DPD, sehingga DPR dan Presiden 

tidak bisa mengabaikan DPD (Kosasih et al., 2024). Kewenangan presiden 

dalam legislasi perlu dibatasi hanya pada pengusulan, peninjauan, dan 

pengesahan RUU, bukan dalam seluruh proses pembahasan, agar tidak 

terjadi dominasi eksekutif seperti dalam sistem parlementer (Azzahra, 2021; 

Susilowati, 2024; Mukhlis et al., 2024). Regulasi formal tentang peran oposisi 

dan koalisi di DPR diperlukan agar pengawasan terhadap eksekutif lebih 

efektif dan tidak hanya formalitas (Kadir et al., 2025; Mukhlis et al., 2024). 

Transformasi sistem legislasi harus menekankan transparansi, 

partisipasi publik bermakna, serta evaluasi ex ante dan ex post untuk 

meningkatkan legitimasi dan kualitas produk hukum (Martitah et al., 2023; 

Hermanto et al., 2024). Metode fast-track dapat digunakan untuk efisiensi, 

namun harus tetap menjamin keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas 

(Susilowati, 2024). Desain legislasi ke depan perlu memperkuat peran DPD, 

membatasi dominasi presiden, mereformasi proses legislasi agar lebih 

transparan dan partisipatif, serta mengatur peran oposisi, demi 

keseimbangan kekuasaan yang lebih konstitusional dan efektif. 

 

Penutup 
Mekanisme joint approval antara Presiden dan DPR yang diatur dalam Pasal 

5 ayat (1) UUD 1945 merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga 

keseimbangan kekuasaan (checks and balances) dalam sistem presidensial 

Indonesia. Namun, temuan dalam analisis ini menunjukkan bahwa praktik 

legislasi pada periode 2014–2024 justru memperlihatkan kecenderungan 

dominasi eksekutif dan kooptasi parlemen akibat konfigurasi politik koalisi 

besar. Meskipun secara normatif relasi Presiden dan DPR bersifat co-equal, 

kenyataannya persetujuan bersama lebih sering menjadi formalitas politik 

dibanding forum deliberatif yang substantif. Minimnya partisipasi publik, 

lemahnya peran DPD, dan pengawasan legislatif yang tidak efektif 

memperburuk kualitas demokrasi dan akuntabilitas pembentukan undang-
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undang. Dengan demikian, prinsip checks and balances dalam konteks 

legislasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme pengendali 

kekuasaan, melainkan sebagai ruang negosiasi politik yang sering kali 

menegaskan kepentingan eksekutif dan elite partai. 

Untuk memperkuat kembali keseimbangan kekuasaan dalam proses 

legislasi, diperlukan langkah rekonstruktif baik secara normatif maupun 

institusional. Pertama, revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan untuk memastikan adanya 

mekanisme Legislatif Impact Assessment dan meaningful participation 

masyarakat dalam setiap tahapan legislasi. Kedua, perlu dirancang 

penguatan kelembagaan DPD agar memiliki fungsi kontrol dan second 

chamber review yang nyata dalam legislasi nasional. Ketiga, penguatan peran 

Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of the constitution harus disertai 

peningkatan implementasi putusan agar efektivitas koreksi konstitusional 

terjamin. Dengan demikian, joint approval ke depan tidak hanya menjadi 

bentuk kolaborasi administratif antara Presiden dan DPR, tetapi juga 

mekanisme deliberatif yang merepresentasikan aspirasi publik, menjamin 

transparansi, serta menegakkan prinsip konstitusionalisme demokratis 

dalam praktik legislasi Indonesia. 
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Pendahuluan  
Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum bagi Presiden 

untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk pendelegasian 

kewenangan legislatif. Kewenangan ini merupakan bagian dari sistem checks 

and balances antara eksekutif dan legislatif dalam sistem presidensial 

Indonesia, dengan tujuan agar pelaksanaan undang-undang berjalan efektif 

dan sesuai kebutuhan negara. Dasar Hukum dan Konsep Pendelegasian 

didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan: "Presiden 

menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya." Ini menegaskan bahwa presiden memiliki 

kewenangan regulatif (pouvoir reglement) untuk mengatur pelaksanaan 

undang-undang melalui Peraturan Pemerintah (Sjarif, 2023; Wulandari & 

Zainuddin, 2021). Kewenangan ini bersifat delegatif, artinya presiden hanya 

dapat mengatur hal-hal yang telah didelegasikan oleh undang-undang, bukan 

membentuk norma hukum baru yang seharusnya diatur dalam undang-

undang (Sjarif, 2023; Al-Fatih et al., 2023). Pendelegasian ini bertujuan agar 

implementasi undang-undang dapat berjalan fleksibel dan responsif 

terhadap kebutuhan teknis yang tidak diatur secara rinci dalam undang-

undang (Sjarif, 2023; Al-Fatih et al., 2023). 

Pendelegasian kewenangan legislatif kepada Presiden melalui Pasal 5 

ayat (2) UUD NRI 1945 adalah mekanisme konstitusional untuk memastikan 

pelaksanaan undang-undang berjalan efektif, dengan tetap menjaga prinsip 

checks and balances antara lembaga negara. Kewenangan ini bersifat terbatas 

dan harus selalu berada dalam koridor undang-undang yang berlaku. Setelah 

amandemen UUD 1945, kekuasaan legislatif utama beralih ke DPR, namun 

Presiden tetap berperan sebagai co-legislator dan pelaksana undang-undang 

melalui Peraturan Pemerintah (Abustan, 2017; Pradijonrika, 2022; 

Susilowati, 2004). Model pendelegasian di Indonesia berkembang menjadi 

beberapa bentuk, namun tetap harus mengacu pada prinsip hierarki 

peraturan perundang-undangan (Sjarif, 2023; Al-Fatih et al., 2023). 

 

Doktrin Delegasi Kewenangan Legislatif di Bawah Pasal 5 

ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Prinsip Legality, Rule of Law, 

dan Batasan Konstitusional 
Doktrin delegasi kewenangan legislatif (legislatif delegation) melalui Pasal 5 

ayat (2) UUD 1945 memungkinkan Presiden menetapkan Peraturan 

Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan undang-undang. Prinsip legality  dan 

Rule of Law dipenuhi jika delegasi ini dilakukan secara tegas, terbatas, dan 

tetap dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan. Pemenuhan 
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prinsip legality  didasarkan pada prinsip bahwa delegasi hanya sah jika ada 

dasar hukum yang jelas dalam undang-undang (asas atribusi dan delegasi). 

PP sebagai produk delegasi harus bersumber dari perintah atau pelimpahan 

kewenangan yang tegas dari undang-undang, sehingga tidak boleh 

menciptakan norma baru di luar ruang lingkup undang-undang (Al-Fatih et 

al., 2023; Sjarif, 2023; Sulistyawan & Cakra, 2020). Adapun pemenuhan 

prinsip Rule of Law, setiap tindakan pemerintah, termasuk pembuatan PP, 

harus tunduk pada hukum dan dapat diuji secara yudisial. Hierarki peraturan 

(stufenbau theorie) memastikan PP tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang maupun konstitusi (Sulistyawan & Cakra, 2020; Pakpahan et al., 

2024). Pengujian materiil oleh Mahkamah Agung menjadi mekanisme 

kontrol agar prinsip negara hukum tetap terjaga (Al-Fatih et al., 2023; 

Sulistyawan & Cakra, 2020). 

Delegasi kewenangan legislatif di bawah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 

memenuhi prinsip legality  dan Rule of Law jika dilakukan secara terbatas, 

jelas, dan hierarkis. Namun, batasan konstitusional antara delegasi legislatif 

(PP) dan administratif (peraturan pelaksana) masih belum tegas, sehingga 

diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan agar tidak terjadi 

penyalahgunaan kewenangan. Batasan tegas antara PP (delegasi legislatif) 

dan peraturan pelaksana (delegasi administratif) belum sepenuhnya diatur 

secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia, sehingga sering terjadi 

tumpang tindih dan potensi uji materiil (Al-Fatih et al., 2023; Esfandiari, 

2019; Risky et al., 2025). 

 

Tabel 6.1 Batasan Konstitusional: Delegasi Legislatif dan Delegasi 

Administratif 

Jenis Delegasi 
Dasar Hukum & Ciri 

Utama 
Batasan Konstitusional 

Delegasi 
Legislatif 

PP (Peraturan Pemerintah) 
oleh Presiden, pelaksanaan 
undang-undang (Pasal 5 
ayat 2 UUD) 

Hanya menjalankan UU, 
tidak menambah norma 
baru 

Delegasi 
Administratif 

Peraturan pelaksana 
(Permen, Perpres, dsb) oleh 
pejabat administratif 

Hanya mengatur teknis 
administratif, tidak 
boleh bertentangan 
dengan PP/UU 

Sumber: Al-Fatih et al., 2023; Sjarif, 2023; Risky et al., 2025 

 

Prinsip supremasi undang-undang (UU) menuntut agar setiap 

pendelegasian kewenangan kepada Presiden (misal, pembuatan PP) harus 

didasarkan pada ketentuan yang cukup rinci (specific delegation) untuk 
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mencegah tindakan ultra vires (melebihi kewenangan). Namun, praktik open-

ended delegation (delegasi terbuka) menimbulkan tantangan serius terhadap 

akuntabilitas kekuasaan eksekutif. 

Delegasi yang rinci dalam UU (specific delegation) membatasi ruang 

diskresi eksekutif, memastikan Presiden hanya bertindak dalam kerangka 

yang ditetapkan legislatif, dan memudahkan pengujian ultra vires (Huang, 

2016; Pünder, 2009; Chng, 2023; Huang, 2010). Pengalaman Jerman pasca-

Perang Dunia II menegaskan pentingnya UU memuat “content, purpose, and 

extent” (Inhalt, Zweck und Ausmaß) delegasi, untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan eksekutif seperti pada era Weimar (Huang, 2016; 

Huang, 2010; Pünder, 2009). Studi di AS dan negara bagian menunjukkan 

bahwa semakin independen birokrasi atau eksekutif, semakin rinci instruksi 

legislatif diperlukan untuk menghindari “bureaucratic drift” (penyimpangan 

kebijakan) (Vannoni et al., 2020; Rose-Ackerman, 2022). 

Open-Ended Delegation memiliki dampak signifikan terhadap 

akuntabilitas. Open-ended delegation (delegasi terbuka/tidak rinci) memberi 

ruang diskresi luas bagi eksekutif, sehingga berisiko mengurangi 

akuntabilitas dan kontrol legislatif (Pünder, 2009; Lock et al., 2023; Chng, 

2023). Dalam situasi krisis, open-ended delegation sering digunakan untuk 

respons cepat, namun dapat melemahkan mekanisme pengawasan dan 

memperbesar potensi ultra vires (Gallinella & Christiansen, 2024; Lock et al., 

2023). Akuntabilitas dapat diperkuat melalui mekanisme parliamentary 

scrutiny, judicial review, atau partisipasi publik, namun efektivitasnya sangat 

tergantung pada desain institusional dan budaya politik (Chng, 2023; Pünder, 

2009; Brandsma, 2016). 

 

Tabel 6.2 Perbandingan Internasional: Prinsip  Supremasi UU dan 

Akuntabilitas 

Negara/ 
Model 

Syarat Delegasi 
Rinci 

Mekanisme 
Akuntabilitas 

Risiko 
Ultra Vires 

Jerman Wajib rinci 
(Inhalt, Zweck, 
Ausmaß) 

Parliamentary scrutiny, 
judicial review 

Rendah 

AS/UK Cenderung lebih 
terbuka, tapi ada 
judicial review 

Notice & comment, 
legislatif veto (AS) 

Sedang-
Tinggi 

Indonesia Belum tegas, 
sering open-
ended 

Judicial review, 
pengawasan politik 

Tinggi 

Sumber: Huang, 2016; Huang, 2010; Pünder, 2009; Chng, 2023; Rose-
Ackerman, 2022; Pünder, 2009; Siboy & Al-Fatih, 2025; Chng, 2023; Pünder, 
2009. 
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Tabel 6.7 Praktik Internasional Reformasi RIA 

Negara/ 
Institusi 

Lembaga 
Pengawas RIA 

Standarisasi 
Prosedur 

Konsultasi 
Publik 

Evaluasi 
Ex-Post 

OECD/EU 
Ada 
(independen) 

Ketat Intensif Wajib 

Brasil Dalam proses Meningkat Bertahap 
Mulai 
diterapkan 

Indonesia Belum optimal 
Belum 
seragam 

Terbatas Jarang 

Sumber: Fernandes, 2024; Srivithaya, 2024; Wiener, 2006; Deighton-Smith et 

al., 2016 
 

Reformasi kelembagaan (sentralisasi, pengawasan independen) dan 

prosedur (standarisasi, konsultasi publik, evaluasi ex-post) sangat penting 

agar PP selalu berbasis RIA berkualitas dan data empiris, sebagaimana 

praktik “better regulation” di negara maju. Reformasi Prosedur Legal Drafting 

dapat ditempuh dengan standarisasi, transparansi, dan partisipasi. 

Standarisasi Proses RIA dengan mewajibkan RIA pada setiap tahap 

penyusunan PP, dengan format, kriteria, dan metodologi yang jelas serta 

berbasis data empiris (Srivithaya, 2024; Wiener, 2006; Deighton-Smith et al., 

2016). Konsultasi Publik dan Stakeholder  melalui pelibatan publik dan 

pemangku kepentingan sejak awal, bukan hanya formalitas di akhir proses, 

untuk memperkaya data dan memperkuat legitimasi (Ellig & Fike, 2016; 

Wiener, 2006; Deighton-Smith et al., 2016). Adapun Evaluasi Ex-Post dengan 

menerapkan evaluasi dampak regulasi secara berkala setelah PP berlaku 

untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (Wiener, 2006; Bennear & 

Wiener, 2021). 

 

Penutup 
Kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 

berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah mekanisme 

konstitusional yang bersifat delegatif untuk menjalankan undang-undang 

(UU). PP harus menjamin kepastian hukum, menjaga spirit UU, dan tidak 

boleh bertentangan dengan UU maupun konstitusi (prinsip Rule of Law dan 

stufenbau theorie). Meskipun demikian, terdapat tantangan serius, terutama 

karena praktik open-ended delegation dari UU yang berisiko menciptakan PP 

ultra vires (melampaui kewenangan) dan menurunkan akuntabilitas. Selain 

itu, implementasi kewajiban harmonisasi vertikal dan horizontal dalam 

penyusunan PP masih belum optimal. Kurangnya partisipasi publik yang 

bermakna dalam proses penyusunan PP juga menjadi celah hukum yang 
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berpotensi memicu pembatalan melalui judicial review di Mahkamah Agung 

(MA). Pengaruh Omnibus Law memperbesar risiko ini dengan pendelegasian 

yang luas dan potensi pengawasan yang lemah. 

Untuk memperkuat kualitas dan akuntabilitas PP, diperlukan reformasi 

kelembagaan dan prosedural yang tegas. Pertama, legislatif (DPR) harus 

mengakhiri praktik open-ended delegation dengan mewajibkan delegasi yang 

rinci dan spesifik (specific delegation) dalam UU, memuat content, purpose, 

and extent kewenangan yang didelegasikan, sejalan dengan praktik di 

Jerman. Kedua, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan eksekutif, 

baik melalui parliamentary scrutiny maupun judicial review, serta menjamin 

implementasi putusan MA yang bersifat erga omnes secara efektif. Ketiga, 

Pemerintah wajib menstandarisasi proses Regulatory Impact Assessment 

(RIA) yang berbasis data empiris, melibatkan lembaga pengawas RIA yang 

independen, dan menjamin partisipasi publik yang bermakna pada setiap 

tahapan penyusunan PP, sebagaimana diamanatkan oleh Putusan MK No. 

91/PUU-XVIII/2020 dan praktik better regulation internasional. 
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Pengantar 
Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung merupakan salah 

satu transformasi yang besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia 

pasca reformasi (Ari et al., 2025). Ketentuan mengenai hal tersebut diatur 

dalam ketentuan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang merupakan salah satu hasil 

amandemen ke-3 terhadap UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden 

dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” 

Amandemen mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden 

ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan kedaulatan 

rakyat dalam proses memilih pemimpin nasional secara langsung tanpa 

melalui perantara badan legislatif sebagaimana pada praktik sebelumnya 

(Ari et al., 2025), sekaligus merupakan perwujudan bagi kebebasan hak 

memilih dan dipilih bagi seluruh rakyat yang dijamin oleh konstitusi.  

Namun demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden secara 

langsung ini tidak secara otomatis memberikan jaminan kebebasan bagi 

setiap orang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil 

presiden, karena dalam praktiknya terdapat ketentuan pembatasan untuk 

dapat dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden yang dikenal dengan 

istilah ambang batas (threshold), yaitu aturan mengenai ambang batas 

dukungan dari badan legislatif yang harus diperoleh oleh partai politik 

peserta Pemilihan Umum (Pemilu) baik dalam bentuk jumlah perolehan 

suara (ballot) atau jumlah perolehan kursi (seat) agar suatu partai atau 

gabungan partai dapat mencalonkan presiden (Ansori, 2017). 

Pengaturan tentang Presidential Threshold mendapatkan reaksi yang 

beragam dari berbagai kalangan, baik pro maupun kontra (Diniyanto, 2019). 

Pihak yang pro menganggap bahwa ketentuan mengenai Presidential 

Threshold akan memperkuat sistem presidensial dan partai politik, sehingga 

Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan memiliki kekuatan politik 

terutama di parlemen; hal ini antara lain disampaikan oleh mantan Menteri 

Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Ghoffar, 2018). 

Sebaliknya, pihak yang kontra menyatakan bahwa ketentuan tentang 

Presidential Threshold justru merupakan praktik anomali dalam skema 

sistem presidensial (Ghafur, Jamaluddin, 2019). Lebih lanjut, presidential 

threshold dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara 

(Kannan, 2017) (Alexy, 2003) (Achmad, 2021) maupun partai politik, 

terutama jika dihubungkan dengan pelaksanaan Pemilu serentak, di mana 

hak untuk memilih dan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden 

merupakan hak konstitusional yang bersifat mengikat (Mahardika, 2019). 
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Pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut dianggap telah 

mencederai nilai demokrasi (Suacana, 2015) dan keadilan, terutama terkait 

dengan hak pilih warga negara sebagaimana yang telah disinggung 

sebelumnya (Wijaya & Erwinta, 2020); oleh karena itu, ada sebagian 

pendapat yang menyatakan bahwa sebaiknya ketentuan mengenai 

Presidential Threshold dihapus sebagai upaya memulihkan hak konstitusional 

warga negara (Armia, Muhammad Siddiq, 2016).  

Penolakan ketentuan mengenai Presidential Threshold, baik yang diatur 

dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 maupun yang diatur 

dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ditandai dengan 

banyaknya pengujian yang dilakukan terhadap ketentuan tentang 

Presidential Threshold ini ke Mahkamah Konstitusi (Sumodiningrat & Mada, 

2022). Khusus untuk Undang-Undang Pemilu, sejak disahkan nya Undang-

Undang ini sampai tahun 2022 setidaknya telah dilaksanakan 17 kali 

pengujian terhadap ketentuan tentang Presidential Threshold. Dari 17 kali 

pengujian tersebut, 6 gugatan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Kontitusi 

dan 11 gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan yang dinyatakan 

ditolak tercantum dalam putusan-putusan sebagai berikut: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XV/2017 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021 

 

Sedangkan gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dinyatakan 

dalam putusan-putusan sebagai berikut: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017 

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XV/2017 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018 

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018 

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018 

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XX/2022 
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Demikian juga terhadap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2008 juga telah dilakukan beberapa kali pengujian yang juga ditolak 

oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan tersebut dinyatakan dalam putusan-

putusan sebagai berikut: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-IV/2008 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013  

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013  

Alasan penolakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan pasal 

tentang Presidential Threshold didasarkan pada beberapa pertimbangan. 

Salah satu dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh Mahkamah 

Konstitusi adalah bahwa ketentuan tentang Presidential Threshold tidak 

melanggar konstitusi karena merupakan suatu kebijakan hukum terbuka 

(open legal policy) (Mas’udah, 2020), sehingga kewenangan untuk 

menentukan jumlah dan mekanisme Presidential Threshold mutlak 

merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Bersama Presiden, sehingga 

Mahkamah tidak berwenang untuk membatalkan baik seluruhnya maupun 

sebagian dari Undang-Undang yang diuji karena Undang-Undang yang 

dimaksud telah mendapatkan delegasi kewenangan secara terbuka dari 

Undang-Undang Dasar. 

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan 

pemohon terhadap ketentuan Presidential Threshold dengan alasan bahwa 

ketentuan mengenai Presidential Threshold merupakan suatu kebijakan 

hukum terbuka (open legal policy) adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 51-52-59/PUU-IV/2008, di mana Mahkamah berpendapat bahwa 

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi 

tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, 

jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat 

ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun 

seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan 

Presidential Threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, 

Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak 

selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-

jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.” 

Sedangkan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 

Mahkamah Konstitusi antara lain mengeluarkan Putusan Nomor 53/PUU-

XV/2017 yang juga menyatakan bahwa ketentuan Presidential Threshold 

adalah suatu kebijakan hukum terbuka (open legal policy). 
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pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah prosedur 

pembentukan, perubahan, maupun pencabutannya (Redi, 2021). Dengan 

perkataan lain, dengan didelegasikannya pengaturan oleh UUD ke undang-

undang, maka norma yang didelegasikan tersebut akan menjadi lebih 

operasional atau dapat dilaksanakan. 

Dukungan terhadap pengaturan Presidential Threshold sebagai suatu 

open legal policy, di sisi lain, mendapat sanggahan dari pihak-pihak yang tidak 

sepakat. Pihak ini menganggap bahwa pengaturan Presidential Threshold 

sebagai suatu open legal policy memiliki implikasi yang tidak sederhana. 

Mereka beranggapan bahwa politik hukum, lahirnya konsep open legal policy, 

pada dasarnya adalah bentuk dari sikap menahan diri (judicial restraint) dari 

Mahkamah Konstitusi (Fauzani, 2019). Selain itu, ada juga yang beranggapan 

bahwa Mahkamah Konstitusi sering terjebak dalam memaknai konsep 

negative legislature maupun positive legislature dalam putusan yang 

mengandung konsep open legal policy (Satriawan & Lailam, 2019). 

Pengaturan Presidential Threshold sebagai open legal policy juga 

memunculkan banyak kekhawatiran, salah satunya adalah adanya 

kekhawatiran bahwa adanya unsur kepentingan sepihak atau tertentu yang 

dapat saja diselipkan pada ketentuan pengaturan yang bersifat sebagai open 

legal policy, karena jika suatu pengaturan dinyatakan sebagai open legal 

policy, maka kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada 

pembentuk undang-undang menjadi sangat luas. Dalam proses 

pendelegasian ini Undang-Undang Dasar kadang-kadang tidak memberikan 

batasan yang jelas dan eksplisit tentang dasar konstitusional bagi pilihan 

open legal policy tersebut (Ajie, 2016), sehingga kewenangan pembentuk 

undang-undang menjadi sangat besar dan hanya dibatasi pada norma bahwa 

isi dari Undang-Undang yang didelegasikan tidak boleh bertentangan dengan 

norma di dalam Undang-Undang Dasar (Hariyanto, 2019). Indikator 

konstitusional dimaksud merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai 

pembenar dengan melihat tujuan bernegara dalam pembukaan UUD 1945 

yang memuat pandangan hidup bangsa, Pancasila, dan norma konstitusi yang 

bersifat HAM dan bukan HAM dalam batang tubuh UUD 1945 (Ajie, 2016). 

 

Penutup 
Pengaturan mengenai Presidential Threshold yang diatur dalam ketentuan 

pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai open legal policy 

dalam praktiknya banyak menuai pro dan kontra yang dilematis. Kendati 

ketentuan mengenai Presidential Threshold ini sudah dinyatakan tidak 

mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-
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XXII/2024, namun pro dan kontra mengenai hal ini telah cukup banyak 

mengemuka. Pro dan kontra tersebut terjadi karena semua pihak memiliki 

anggapan dan argumentasi masing-masing yang sama-sama kuat. Dalam 

menyikapi hal tersebut, tentu diperlukan langkah-langkah yang harus 

diambil terutama oleh pembuat kebijakan, terutama terkait dengan 

pengaturan yang bersifat kebijakan hukum terbuka. Jika suatu pengaturan 

bersifat open legal policy, maka harus dipastikan kesesuaiannya dengan 

konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan yang berada pada 

hierarki tertinggi. Selain itu, harus dipastikan bahwa materi pengaturan yang 

bersifat open legal policy agar jangan sampai menimbulkan potensi 

pencederaan keadilan dan demokrasi. Disamping itu, yang tidak kalah 

penting adalah pada tahapan pelaksanaannya juga harus dipastikan tidak ada 

potensi keberpihakan pada kepentingan pihak-pihak tertentu dengan 

mengorbankan kepentingan pihak-pihak lainnya. 

Hal penting lain yang juga harus diperhatikan, jika ternyata pengaturan 

yang bersifat open legal policy memang terbukti berpotensi menimbulkan 

pencederaan terhadap keadilan dan demokrasi, maka bukan tidak mungkin 

untuk dilakukan perubahan terhadap muatan norma dasarnya dalam hal ini 

UUD 1945 agar mengatur secara konstitusional tentang suatu objek tanpa 

adanya pelimpahan kewenangan kepada pembentuk undang-undang, 

pengaturan tersebut menjadi lebih pasti dan bersifat tertutup. 
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Pendahuluan 
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem 

pemerintahan presidensial (Octovina, 2018), di mana presiden selain sebagai 

kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan presiden 

sebagai kepala pemerintahan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), di mana 

dinyatakan secara eksplisit bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang 

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,” dan dalam 

melaksanakan kekuasaannya tersebut presiden dibantu oleh seorang Wakil 

Presiden (Pasal 4 ayat 2 UUD 1945). Pasangan calon presiden dan wakil 

presiden dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilihan umum 

(Pemilu) berdasarkan ketentuan Pasal 6 A UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 

langsung oleh rakyat.” Pemilu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan 

faham kedaulatan rakyat (Mustajib, 2025).  

Produk dari Pemilu ini diharapkan menghasilkan penguasa maupun 

wakil-wakil rakyat yang, di samping memiliki keabsahan secara yuridis, juga 

memiliki keabsahan secara demokratis yang menegaskan bahwa setiap orang 

yang merasa berhak memegang kekuasaan negara, baik kekuasaan legislatif 

maupun eksekutif, haruslah dapat dibenarkan secara yuridis serta memiliki 

legitimasi secara demokratis. Keabsahan secara demokratis bermakna 

bahwa wakil rakyat itu haruslah orang yang mendapat mandat atau 

penugasan dari rakyat yang dilaksanakan melalui Pemilu yang jujur dan adil 

(Suseno, 2016), yang wujudnya berupa perolehan suara dalam pemilu 

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). 

Dukungan rakyat ini dipandang memiliki bobot yang tinggi dan merupakan 

unsur dominan bagi keabsahan penguasa yang terpilih. 

Pemilihan Presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan mekanisme 

Pemilu pada mulanya diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 42 

tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun 

pada tahun 2017, dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum jo Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu yang mencabut UU No. 42 Tahun 2008 tersebut bersama dua 

undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyatuan 

pengaturan ketiga hal di atas ke dalam satu undang-undang merupakan 
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upaya untuk menyederhanakan peraturan mengenai pemilu sekaligus 

sebagai landasan bagi pelaksanaan pemilu secara serentak di Indonesia 

(Hakim, 2024). 

Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih dengan suara 

terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai 

penyelenggara Pemilu selanjutnya dilantik oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUD 1945. Presiden 

dan wakil presiden yang terpilih dan sudah dilantik tersebut secara yuridis 

telah sah dan memiliki dasar keabsahan (legitimasi) untuk melaksanakan 

kekuasaannya. Legitimasi yang dimaksud adalah legitimasi secara 

demokratis, artinya pasangan presiden dan wakil presiden memiliki 

keabsahan untuk melaksanakan kekuasaannya karena telah dipilih oleh 

suara terbanyak. Namun demikian, legitimasi secara demokratis yang telah 

diperoleh oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih senyatanya 

masih banyak menemui berbagai persoalan. Di antara persoalan tersebut 

adalah adanya indikasi pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih, 

kendati berdasarkan keputusan KPU merupakan pasangan yang mendapat 

suara terbanyak, namun masih banyak pihak yang meragukan keabsahan 

perolehan suara tersebut. Salah satunya terjadi pada pemilu presiden dan 

wakil presiden tahun 2024 yang hasil perhitungan suara finalnya telah 

diumumkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret tahun 2024 beberapa waktu 

yang lalu. 

Keraguan terhadap hasil perhitungan perolehan suara pemilu presiden 

dan wakil presiden oleh KPU tersebut bukanlah tanpa alasan. Menurut Valina 

Singka pada Seminar Kebijakan FISIP UI yang bertajuk Masa Depan 

Demokrasi Indonesia Pasca 2024, opini publik berupa ketidakpercayaan 

terhadap pemilu terbentuk akibat berbagai manuver tidak etis dari elite 

politik yang terjadi bahkan sebelum pemilu, seperti isu perpanjangan masa 

jabatan presiden, isu penundaan pemilu, cawe-cawe presiden dalam 

pencalonan capres, dan isu pilpres satu putaran, sehingga publik menjadi 

yakin bahwa pemilu tidak akan jujur dan adil (F. I. S. I. P. U. Indonesia, 2024). 

Masih menurut Valina, pada tahap setelah pemungutan suara, persoalan 

lain muncul, yakni terjadi keriuhan dalam tahapan penghitungan 

suara.  Perbedaan versi quick count, versi manual, dan Sirekap KPU semakin 

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang fairness dan accuracy 

dalam penghitungan suara, sehingga menimbulkan ketidakakuratan data dan 

informasi yang semakin memperlihatkan tata kelola pemilu yang kurang 

profesional (F. I. S. I. P. U. Indonesia, 2024). 

Pendapat yang senada datang dari aktivis demokrasi Usman Hamid yang 

menyatakan bahwa kemenangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 



Legitimasi Demokratis Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 

 

225 Indah Febriani 

2024, yakni pasangan Prabowo dan Gibran, dianggap cacat karena dalam 

prosesnya dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan 

masif. Menurutnya, kecurangan itu bahkan telah dimulai dari keputusan 

Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait batas usia calon presiden 

dan wakil presiden, penyalahgunaan peran aparatur negara, dan 

penyelewengan bantuan sosial (B. N. Indonesia, 2024). Lebih jauh Usman 

bahkan mengatakan bahwa kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam 

hitungan cepat Pemilu bahkan dapat mengakibatkan merosotnya demokrasi 

Indonesia dalam kondisi yang lebih buruk lagi (B. N. Indonesia, 2024).  

Ketidakpercayaan terhadap hasil Pemilu presiden dan wakil presiden 

juga tampak dari berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat 

untuk menolah hasil pemilu. Aksi-aksi tersebut bahka terjadi pada saat 

perhitungan suara masih dilaksanakan oleh KPU. Selain itu, langkah hukum 

berupa gugatan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden ke Mahkamah 

Konstitusi oleh pasangan calon yang lain yakni pasangan Anis-Muhaimin, dan 

pasangan Ganjar-Mahfud juga menunjukan ketidak percayaan terhadap hasil 

perhitungan suara oleh KPU tersebut, yang mengakibatkan keraguan 

masyarakat terhadap hasil pemilu Presiden dan Wakil presiden tidak dapat 

dielakkan(Wiryono, 2024)(Muliawati, 2024).  

Keraguan terhadap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 

sebagaimana dijabarkan di atas, berakibat terhadap lemahnya dukungan 

sosiologis terhadap presiden dan wakil presiden terpilih, dan dapat berakibat 

terhadap kurangnya legitimasi, terutama legitimasi demokratis pasangan 

yang terpilih. Persoalan legitimasi kekuasaan merupakan hal yang menarik 

untuk dikaji; oleh karena itu, berdasarkan fenomena dinamika hasil 

pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana yang telah 

dikemukakan di atas dan juga urgensi pengkajian mengenai legitimasi 

kekuasaan, maka tulisan dengan judul Legitimasi Demokratis Kekuasaan 

Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ini dibuat.  

 

Demokrasi: Pengertian, Model, dan Perkembangannya 
1. Demokrasi 

Demokrasi merupakan sebuah sistem yang telah menjadi arus utama 

bagi negara-negara modern yang ditegakkan atas dasar prinsip 

persamaan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan 

yang sama dalam pemerintahan (Gaffar, 2013). Pemerintahan 

(kedaulatan) ada di tangan rakyat, yang merupakan akar dari konsep 

demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari asal kata demokrasi secara 

etimologi, yaitu dari kata "demos," yang berarti rakyat atau penduduk, 
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mayoritas, proses perolehan suara tersebut terindikasi diliputi oleh sejumlah 

persoalan, sehingga secara material dukungan sosiologis masyarakat 

menjadi lemah. 

Dukungan sosiologis yang lemah dari masyarakat terhadap kekuasaan 

presiden dan wakil presiden tentu akan berimplikasi terhadap banyak hal. 

Sejatinya, dalam suatu negara demokrasi, rakyat mempercayakan 

perlindungan terhadap hak-haknya kepada pemimpin yang telah terpilih, 

sehingga pemimpin tersebut berhak mengatur, memerintah, dan 

mendapatkan kepatuhan. Namun jika dukungan sosiologis masyarakat 

terhadap pemimpin dalam hal ini presiden dan wakil presiden rendah, maka 

tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap kekuasaan presiden dan 

wakil presiden juga akan rendah, dan berakibat terhadap rendahnya 

legitimasi bagi kekuasaan presiden dan wakil presiden di Indonesia. 

Secara umum, implikasi dari rendahnya dukungan sosiologis yang 

berpotensi terjadi terhadap kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden 

Indonesia adalah sebagai berikut: 

1. Dukungan terhadap program pemerintah dapat menemui hambatan 

karena tidak didukung oleh sebagian masyarakat. Progran pemerintah 

pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan visi dan misi dari dari 

penguasa yang terpilih, dan agar program tersebut berhasil harus 

mendapat dukungan semua pihak termasuk masyarakat. Jika masyarakat 

tidak mendukung program pemerintah, maka dapat dipastikan 

keberhasilan program tersebut akan terhambat. 

2. Rentan terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik menjadi salah 

satu tolok ukur keberhasilan pemerintah. Rakyat yang memiliki tingkat 

kepercayaan publik yang tinggi cenderung mendukung setiap langkah 

yang diambil pemerintah. Namun jika tingkat kepercayaan publik 

terhadap pemerintah rendah, maka otomatis dukungan terhadap 

langkah-langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah juga akan 

rendah. Publik akan terkesan apatis dan menganggap pemerintah tidak 

serius dalam mengurus kepentingan masyarakat. 

3. Perpecahan di masyarakat karena perbedaan pandangan dan tingkat 

kepercayaan terhadap penguasa. Perpecahan semacam ini sudah mulai 

terlihat di Indonesia, terutama di berbagai platform media sosial, di mana 

diksi “anak abah,” yang menggambarkan pendukung Anies Baswedan 

dan Muhaimin Iskandar pada saat pemilihan umum yang lalu, dan diksi 

“ternak Mulyono,” yang menggambarkan pendukung Prabowo Subianto 

dan Gibran Rakabuming Raka, sangat sering dijumpai dalam setiap 

komentar yang terkait dengan pemerintah. Perpecahan seperti ini jika 

tidak segera ditanggulangi dikhawatirkan akan terus berlanjut, yang 
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pada gilirannya dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan yang 

lebih besar lagi.  

4. Ancaman impeachment atas desakan rakyat. Impeachment merupakan 

salah satu momok yang ditakuti oleh setiap penguasa. Namun jika rakyat 

terus melakukan perlawanan dan pemerintah tidak menunjukkan 

komitmen yang kuat bagi kepentingan rakyat, ancaman impeachment ini 

dapat saja terjadi. 

 

Penutup  
Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden RI yang terpilih pada Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 memiliki legitimasi demokratis 

yang ditandai dengan dukungan mayoritas, yakni 58.59% suara atau dipilih 

oleh 40,971,906 pemilih. Namun demikian, legitimasi demokratis yang 

dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih pada pemilu 2024 tidak 

otomatis menjamin adanya dukungan sosiologis dari masyarakat karena ada 

beberapa persoalan yang muncul baik pada saat sebelum maupun setelah 

hari pemilihan. Rendahnya dukungan sosiologis dapat berimplikasi terhadap 

legitimasi kekuasaan presiden dan wakil presiden, di mana implikasi yang 

paling berat adalah adanya ancaman impeachment atas desakan rakyat yang 

tidak percaya terhadap presiden dan wakil presiden terpilih tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat urgensi yang mendasar untuk 

memastikan dukungan mayoritas pemilih pada pemilihan umum di masa 

yang akan datang hendaknya dibarengi dengan perbaikan proses pemilihan 

umum yang meliputi semua tahapannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

maka mutlak diperlukan pendidikan politik terhadap masyarakat agar cerdas 

dalam memilih sehingga legitimasi demokratis dapat serta merta mendapat 

dukungan secara sosiologis. Selain itu, presiden dan wakil presiden terpilih 

hendaknya konsisten dengan janji yang dikemukakan pada saat kampanye 

guna membangun tingkat kepercayaan publik sehingga dukungan sosiologis 

terhadap kekuasaan nya dapat semakin meningkat. 

Selain itu, diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan untuk 

memperkuat legitimasi demokratis melalui pemilu presiden dan wakil 

presiden secara langsung, baik berdasarkan analisis teoretis maupun dari 

berbagai bukti empiris yang terjadi di Indonesia. Beberapa rekomendasi 

untuk memperkokoh legitimasi demokratis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan Integritas Badan Penyelenggara Pemilu. Penguatan yang 

dimaksud dilakukan dengan meningkatkan independensi, transparansi 

proses seleksi komisioner penyelenggara, kapasitas teknis, dan 

mekanisme akuntabilitas internal. Upaya-upaya tersebut diharapkan 
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dapat mengurangi kerentanan terhadap manipulasi dalam setiap 

tahapan pemilu dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan 

publik baik terhadap proses maupun terhadap hasil pemilu (Wibowo, 

2024). 

2. Reformasi Mengenai Pengaturan Dana Kampanye dan Penanganan 

Politik Uang. Reformasi dapat dilakukan dengan memperketat 

pengaturan pemasukan dan pengeluaran dana untuk kampanye, 

pelaksanaan audit independen, serta pemberian sanksi berat bagi 

praktik politik uang. Hal-hal semacam itu sangat diperlukan untuk 

menjaga keadilan dalam berkompetisi dalam pemilu antar para calon. 

Selain itu, diperlukan juga penguatan peran penegak hukum dan 

pendidikan politik bagi masyarakat, agar memberikan pilihan 

berdasarkan visi dan misi serta program kerja para calon, bukan semata-

mata berdasarkan keuntungan finansial yang bersifat sementara 

(Kaharu et al., 2025). Terkait dengan pendidikan politik ini, diperlukan 

perluasan partisipasi dan literasi politik berupa program pendidikan 

pemilih dan akses informasi yang lebih baik yang dapat membantu 

masyarakat dalam membuat pilihan yang rasional dan memperkuat 

fungsi akuntabilitas elektoral. Selain itu, pendidikan politik ini juga 

bertujuan untuk mereduksi kerentanan terhadap hoaks dan kampanye 

identitas yang sangat mungkin terjadi (Ananta & et al., 2024). 

3. Pengaturan kualifikasi calon yang proporsional dan inklusif, untuk 

menghindari ketidakadilan bagi semua pihak (Angela, 2025). Putusan 

Mahkamah Kontistusi yang menyatakan tidak mengikatnya pasal 

mengenai presidential threshold merupakan salah satu langkah awal 

untuk merubah peraturan lama dan membentuk pengaturan baru yang 

lebih baik dan proporsional terkait dengan syarat-syarat pencalonan 

presiden dan wakil presiden di Indonesia pada masa yang akan datang.  
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Pendahuluan 
Secara normatif, Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa pasangan calon 

presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan 

partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Ketentuan ini 

memberi ruang bagi partai untuk memainkan fungsi konstitusionalnya 

sebagai penghubung antara masyarakat dan negara, terutama melalui 

mekanisme rekrutmen politik. Namun, dalam praktiknya, seleksi kandidat 

sering kali didominasi oleh elit partai dan proses internal yang tidak 

sepenuhnya transparan. Hal ini sejalan dengan pendapat Crutzen dan 

Sahuguet, yang menyatakan bahwa proses seleksi internal partai di banyak 

negara cenderung bersifat elitis dan menyisakan ruang negosiasi tertutup 

yang menentukan siapa yang akhirnya diusulkan sebagai calon. Dalam 

pandangannya, struktur kandidat tidak hanya merefleksikan preferensi 

publik, tetapi juga hasil kompromi dan kepentingan internal partai (Ahmad, 

2024).  

Pemilu serentak semakin mempertegas dinamika tersebut. Simultanitas 

pileg–pilpres mempertemukan dua logika politik yang sebelumnya berjalan 

sendiri-sendiri. Logika elektoral legislatif yang berbasis pada kekuatan 

jaringan, figur lokal, dan mobilisasi konstituen berjalan bersama logika 

elektoral eksekutif yang menekankan popularitas figur tingkat nasional, 

kemampuan membangun koalisi, dan kompatibilitas visi politik antarpartai. 

Ketika kedua logika ini dipadukan, partai menghadapi tekanan baru dalam 

menentukan pasangan calon. Mereka harus mempertimbangkan bukan saja 

peluang elektoral pasangan calon dalam pilpres, tetapi juga bagaimana 

pencalonan tersebut memengaruhi capaian suara legislatif dan pembentukan 

fraksi di DPR.  

Dampak pemilu serentak terhadap strategi pencalonan juga tercermin 

dalam cara partai membentuk koalisi. Koalisi tidak lagi hanya dibangun 

untuk memenuhi ambang batas pencalonan (presidential threshold), 

melainkan juga untuk meminimalkan risiko kehilangan suara legislatif akibat 

fragmentasi basis pemilih. Dalam pemilu serentak, efek “gerbong” (coattail 

effect) menjadi faktor yang semakin penting. Partai yang mencalonkan figur 

populer dapat memperoleh keuntungan elektoral legislatif, sedangkan partai 

yang salah menghitung potensi calon dapat mengalami penurunan suara 

secara signifikan. Hal ini menuntut partai untuk lebih berhati-hati, tetapi 

pada saat yang sama juga lebih pragmatis.  

Selain itu, desain pemilu serentak mendorong partai membentuk koalisi 

jauh sebelum masa kampanye formal. Dalam beberapa siklus pemilu terakhir, 

pembentukan koalisi bahkan dimulai segera setelah pemilu legislatif 
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sebelumnya selesai, menunjukkan bagaimana institusionalisasi partai sering 

kali berjalan mengikuti ritme elektoral, bukan ritme organisasi internal. 

Kondisi ini menciptakan ketegangan antara peran partai sebagai lembaga 

demokrasi internal dengan tuntutan kompetisi elektoral yang membutuhkan 

kecepatan dan strategi jangka pendek.  

Proses pengusulan pasangan calon juga berimplikasi terhadap kualitas 

demokrasi. Ketika proses seleksi kandidat lebih ditentukan oleh elit partai 

daripada mekanisme partisipatif, representasi politik rentan menyusut dan 

mengarah pada personalisasi kekuasaan. Sebagaimana dicatat oleh Prihatini, 

penetapan calon oleh partai sering kali merefleksikan norma dan preferensi 

elit partai, bukan kebutuhan kelompok masyarakat yang lebih luas, yang di 

dalamnya termasuk perempuan dan kelompok minoritas (Andryan et al., 

2023). Dengan demikian, adalah sebuah keniscayaan bahwa desain 

konstitusional yang memberi kewenangan besar kepada partai politik harus 

diimbangi oleh praktik internal yang lebih demokratis agar pencalonan 

pasangan calon tidak sekadar menjadi arena kompetisi kekuasaan intra-elit.  

 

Kerangka Hukum dan Histori Institusional Pencalonan 

Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 
Pengaturan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba. Ia 

merupakan hasil dari proses historis, pergulatan politik, serta 

penyempurnaan norma konstitusional dan undang-undang sejak reformasi 

1998. Untuk memahami mekanisme pencalonan yang berlaku saat ini, 

terutama dalam konteks pemilu serentak, kita perlu menelusuri bagaimana 

desain hukum berkembang, bagaimana lembaga negara menafsirkan norma 

tersebut, serta bagaimana praktik politik memengaruhi dan dipengaruhi oleh 

aturan formal. Tujuannya adalah memberikan dasar analitis yang kuat untuk 

memahami mengapa mekanisme pencalonan di Indonesia berbentuk seperti 

saat ini, dan mengapa perdebatan mengenai presidential threshold, koalisi 

partai, dan syarat pencalonan terus muncul setiap siklus pemilu.  

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon presiden dan 

wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 

peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Ketentuan 

ini memuat dua prinsip mendasar bahwa partai politik memegang otoritas 

utama sebagai pengusul pasangan calon, bukan individu atau lembaga lain. 

Usulan harus dilakukan sebelum pemilu, artinya proses seleksi dan koalisi 

adalah bagian dari dinamika politik pra-pemilu yang terbuka bagi publik. 

Prinsip ini menjadi basis bagi pembentukan undang-undang pemilu dan 
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aturan teknis di KPU, termasuk mengenai syarat ambang batas pencalonan 

serta waktu pendaftaran. Namun norma konstitusional tersebut tidak 

menetapkan secara rinci syarat kuantitatif maupun teknis pencalonan, dan 

celah inilah yang kemudian diisi oleh undang-undang. 

1. Evolusi Regulasi Pencalonan Presiden dalam Undang-Undang 

Pemilu 

a. Peralihan Paradigma (Periode Pasca-Reformasi 1999–2004) 

Pada masa awal reformasi, Indonesia masih menggunakan sistem 

pemilihan presiden tidak langsung yang dilakukan oleh MPR. 

Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya 

merupakan domain politik antar partai di MPR. Perubahan besar 

terjadi pada Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001 yang 

memperkenalkan pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Inilah 

titik awal transformasi besar dalam mekanisme pencalonan. UU No. 

23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi 

undang-undang pertama yang menjabarkan Pasal 6A. Aturan ini 

mensyaratkan bahwa hanya partai atau gabungan partai yang 

memperoleh minimal 15% kursi DPR atau 20% suara nasional dalam 

pemilu legislatif yang dapat mencalonkan pasangan presiden–wakil 

presiden. Ketentuan tersebut merupakan cikal bakal dari 

presidential threshold yang ditujukan untuk: 

1) mencegah terlalu banyak pasangan calon (fragmentasi 

ekstrem), 

2) memastikan hanya partai dengan dukungan signifikan yang 

dapat mencalonkan, dan 

3) mendorong stabilitas politik. 

Secara politis, ketentuan ini dapat dilihat sebagai penegasan 

adanya dominasi partai besar. 

b. Masa Konsolidasi (berlakunya UU No. 42/2008) 

Berlakunya UU ini memperkuat posisi presidential threshold dengan 

syarat pencalonan tetap 20% suara sah nasional atau 25% kursi 

DPR. Ada dua poin penting yang muncul sebagai akibat dari 

berlakunya UU ini. Pertama, semakin menutup peluang partai kecil 

untuk mengusulkan calon tanpa berkoalisi, dan kedua, semakin 

mengukuhkan posisi partai politik sebagai aktor sentral sehingga 

ruang bagi kandidat non partai hampir tidak ada. Ketentuan tersebut 

tentu saja memunculkan polemik secara akademis. Banyak pakar 

menilai bahwa aturan ini akan semakin melemahkan demokrasi 

internal partai sekaligus juga menciptakan oligarki pada pencalonan 

presiden/wakil presiden. 
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menegaskan bahwa pemusatan sumber daya kampanye pada segelintir elite 

dapat melemahkan kesetaraan politik dan memperbesar risiko penangkapan 

negara (state capture) (Busroh, 2023). Dalam sistem serentak, risiko tersebut 

semakin besar karena satu sumber dana dapat memengaruhi dua arena 

elektoral sekaligus.  

Elklit & Reynolds menekankan bahwa sistem pemilu yang kompleks 

cenderung meningkatkan potensi sengketa hukum, sehingga diperlukan 

mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan konsisten untuk menjaga 

integritas pemilu (Chaisty, Cheeseman, & Power, 2014). Dalam pemilu 

serentak, ketidakefisienan mekanisme sengketa dapat menyebabkan 

ketidakpastian hukum yang merugikan kandidat dan partai.  

Dari sudut pandang kelembagaan, pemilu serentak menyebabkan 

perubahan relasi antara partai politik dan parlemen yang memengaruhi 

stabilitas koalisi pra-pemilu. Ketika koalisi dibangun sebelum hasil legislatif 

diketahui, partai kehilangan kepastian mengenai posisi tawarnya di 

parlemen pasca pemilu. Hal ini dapat menciptakan situasi di mana partai 

yang awalnya pendukung pasangan calon tertentu justru berpindah koalisi 

setelah melihat hasil pemilu legislatif. Fenomena ini menciptakan potensi 

ketidakstabilan sistem pemerintahan, sebagaimana dicatat oleh Mainwaring 

& Shugart bahwa presidensialisme multipartai sangat rentan mengalami 

“koalisi cair” jika institusi tidak memastikan konsistensi dukungan antara 

eksekutif dan legislatif (Putra, 2015). Pemilu serentak memperbesar risiko 

ini karena struktur koalisi lebih ditentukan oleh kalkulasi elektoral 

ketimbang basis kekuatan legislatif yang jelas.  

Tantangan lainnya menyangkut kesenjangan antara regulasi formal 

pencalonan dengan realitas sosial-politik yang semakin personalistik. Pemilu 

serentak memperkuat politik berbasis figur dan menurunkan peran ideologi 

partai. Dalam kondisi seperti ini, proses pencalonan dapat terjebak pada 

kalkulasi popularitas semata, bukan kapasitas kepemimpinan jangka 

panjang. Ketika proses pencalonan bersifat elitis dan negosiasi politik 

berlangsung tertutup, masyarakat kehilangan kesempatan untuk berperan 

dalam memberikan pengaruh terhadap pemilihan kandidat. Dalton 

menunjukkan bahwa partisipasi politik yang rendah sering kali terjadi ketika 

pemilih merasa proses politik tidak transparan atau tidak memberikan ruang 

partisipasi yang bermakna (Mietzner, 2010).  

 

Kesimpulan  
Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa pengusulan pasangan calon 

presiden dan wakil presiden dalam kerangka Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 



Pengusulan Pasangan Calon oleh Partai Politik (Pasal 6a Ayat 2) 

 

279 Zulhidayat 

merupakan proses politik dan hukum yang kompleks, melibatkan interaksi 

antara ketentuan konstitusional, dinamika internal partai politik, dan 

perubahan sistem pemilu yang signifikan. Penerapan pemilu serentak 

legislatif–presiden telah membawa dampak struktural yang tidak hanya 

mengubah strategi pencalonan, tetapi juga memengaruhi desain 

kelembagaan dan praktik demokrasi secara keseluruhan. Dari sisi normatif, 

ketentuan konstitusi memberikan kewenangan eksklusif kepada partai 

politik untuk mengusulkan pasangan calon sebagai wujud peran sentral 

partai dalam sistem presidensial Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih 

menyisakan perdebatan mengenai ambang batas pencalonan, konsistensi 

demokrasi internal partai, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara 

kepastian hukum dan keterbukaan politik.  
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Pendahuluan 
Pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan manifestasi utama 

dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945). Melalui pemilihan ini, rakyat secara langsung menentukan 

kepemimpinan nasional yang akan menjalankan mandat konstitusi. Sejak 

amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, Indonesia beralih dari sistem 

pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 

sistem pemilihan langsung oleh rakyat (direct popular election), yang 

pertama kali diterapkan pada tahun 2004. Pergeseran ini bukan sekadar 

perubahan prosedural, melainkan juga transformasi paradigmatik dalam 

hubungan antara rakyat, konstitusi, dan kekuasaan eksekutif (Jimly 

Asshiddiqie, 2009). 

Keabsahan hasil pemilihan presiden menjadi salah satu isu fundamental 

dalam demokrasi konstitusional modern. Ia tidak hanya berhubungan 

dengan legitimasi politik, tetapi juga dengan keabsahan hukum yang 

menentukan apakah seorang presiden dan wakil presiden dapat dianggap 

sah menurut hukum tata negara. Dalam konteks Indonesia, Pasal 6A ayat (3) 

UUD 1945 menjadi norma sentral yang menentukan parameter keabsahan 

hasil pemilihan presiden, yaitu bahwa “Pasangan calon presiden dan wakil 

presiden yang memperoleh suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah 

suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di 

setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di 

Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.” Norma ini 

menimbulkan berbagai persoalan interpretatif dan konseptual. Di satu sisi, 

ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa presiden terpilih 

memiliki legitimasi nasional yang luas, bukan hanya dukungan terpusat di 

daerah tertentu. Namun di sisi lain, rumusan dua puluh persen suara di setiap 

provinsi menimbulkan perdebatan terkait prinsip kesetaraan suara (one 

person, one vote, one value) dan representasi wilayah dalam sistem 

presidensial. Secara teoritis, Pasal 6A ayat (3) mengandung hybrid principle 

antara popular legitimacy dan territorial legitimacy, yang sering kali menjadi 

sumber ketegangan antara prinsip demokrasi universal dan struktur 

teritorial negara kesatuan (Reynolds, 2011; Elklit & Reynolds, 2002).  

Lebih jauh, problem keabsahan hasil pemilihan presiden tidak dapat 

dilepaskan dari mekanisme hukum yang mengaturnya, khususnya peran 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara dan 

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi dalam 

menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Dalam praktiknya, tafsir atas 

keabsahan hasil pemilihan sering kali bersinggungan dengan pertanyaan 
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fundamental: apakah keabsahan hasil pemilihan merupakan persoalan 

administratif yang menjadi domain KPU atau persoalan konstitusional yang 

menjadi domain MK? (Harijanti & Lindsey, 2018). Persoalan ini mengarah 

pada perdebatan konseptual mengenai batas antara electoral administration 

dan constitutional adjudication.  

Selain itu, pengalaman empiris dalam beberapa pemilu presiden di 

Indonesia menunjukkan bahwa aspek “dua puluh persen suara di setiap 

provinsi” kerap menjadi bahan perdebatan, terutama ketika hasil suara 

menunjukkan konsentrasi dukungan yang kuat di wilayah tertentu namun 

tidak merata secara geografis. Kasus-kasus seperti pemilihan presiden tahun 

2014 dan 2019 menyoroti potensi bias struktural dalam distribusi suara dan 

kesulitan teknis dalam menentukan “suara sah nasional.” Dalam konteks ini, 

perdebatan mengenai keabsahan hasil pemilu tidak hanya bersifat teknis, 

melainkan juga menyentuh substansi nilai demokrasi dan keadilan elektoral 

(Norris, 2014).  

Secara teoretis, studi tentang keabsahan hasil pemilihan presiden 

menuntut pendekatan multidimensi, mencakup analisis normatif konstitusi, 

perspektif sosiologis legitimasi politik, serta kerangka hukum tata negara 

yang menempatkan keabsahan hasil pemilu sebagai bagian dari 

constitutional democracy. Landau (2019) menekankan bahwa electoral 

legitimacy merupakan produk dari tiga pilar utama: (1) kejelasan norma 

hukum pemilu; (2) integritas penyelenggaraan pemilu; dan (3) mekanisme 

penyelesaian sengketa yang adil dan konstitusional. Dengan demikian, 

memahami Pasal 6A ayat (3) tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi 

harus dilihat dalam konteks keseluruhan sistem ketatanegaraan Indonesia.  

Bab ini akan menguraikan secara sistematis problematika keabsahan 

hasil pemilihan presiden melalui enam subbahasan utama. Pertama, 

pembahasan konseptual tentang legitimasi hasil pemilihan presiden dalam 

perspektif hukum tata negara. Kedua, analisis terhadap tafsir Pasal 6A ayat 

(3) UUD 1945 dan implikasi sistemiknya. Ketiga, pembahasan tentang 

mekanisme penentuan suara sah nasional dan otoritas lembaga yang 

berwenang. Keempat, eksplorasi isu representasi wilayah melalui ketentuan 

dua puluh persen suara per provinsi. Kelima, analisis terhadap peran 

Mahkamah Konstitusi dalam menguji keabsahan hasil pemilu presiden. Dan 

Keenam, refleksi terhadap arah reformasi hukum dalam menata ulang 

ketentuan konstitusional ke depan.  

Dengan pendekatan tersebut, bab ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi ilmiah dalam memperkaya diskursus hukum konstitusi, 

khususnya terkait hubungan antara legitimasi demokratis, validitas 

konstitusional, dan integritas hasil pemilihan presiden di Indonesia. 
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Dengan pembaruan di tiga dimensi ini, sistem keabsahan hasil 

pemilihan presiden Indonesia akan lebih responsif terhadap tuntutan 

demokrasi elektoral modern, tanpa kehilangan semangat 

konstitusionalnya. 

 

4. Refleksi Konstitusional: Menuju Keadilan Elektoral Substantif 

Dalam perspektif konstitusional, pengaturan keabsahan hasil pemilihan 

presiden harus ditempatkan dalam kerangka constitutional justice, bukan 

sekadar electoral arithmetic. Makna keabsahan konstitusional tidak 

hanya ditentukan oleh terpenuhinya angka atau ambang tertentu, tetapi 

oleh legitimasi moral yang bersumber dari prinsip keadilan, kesetaraan, 

dan integritas. Refleksi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral 

Indonesia harus bertransformasi dari procedural democracy menuju 

substantive constitutional democracy (Harijanti & Lindsey, 2018). 

Artinya, keabsahan presiden tidak hanya ditentukan oleh perhitungan 

suara sah nasional, tetapi juga oleh kualitas proses yang menjamin setiap 

warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan 

pilihan politiknya tanpa manipulasi, intimidasi, atau distorsi struktural.  

Demokrasi yang berlandaskan konstitusi harus memadukan dua 

dimensi legitimasi. output legitimacy (hasil pemilu yang sah) dan input 

legitimacy (proses pemilu yang adil). Dalam konteks Indonesia, 

keseimbangan antara kedua dimensi ini menjadi fondasi untuk 

menegakkan keadilan elektoral substantif (Landau, 2019). 

 

5. Kesimpulan Reflektif 

Diskursus keabsahan hasil pemilihan presiden dalam Pasal 6A ayat (3) 

menunjukkan dinamika antara legitimasi hukum dan legitimasi politik. 

Dalam kerangka konstitusional Indonesia, norma tersebut 

mencerminkan upaya menyeimbangkan representasi wilayah dan suara 

rakyat. Namun, perkembangan demokrasi elektoral menuntut 

penyesuaian agar keabsahan hasil pemilu tetap relevan dan adil. Oleh 

karena itu, arah reformasi ke depan perlu menekankan: 

a. Rekalibrasi norma konstitusional dengan memperhatikan 

kesetaraan suara dan pluralitas wilayah; 

b. Penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga integritas 

hasil pemilu; dan 

c. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik 

dalam proses penetapan hasil pemilihan presiden. 
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Hanya melalui reformasi yang berbasis konstitusi dan integritas, 

sistem keabsahan hasil pemilihan presiden Indonesia dapat terus 

menjadi model demokrasi yang berkeadilan, stabil, dan adaptif terhadap 

tantangan masa depan. 

 

Penutup 
Keabsahan hasil pemilihan presiden bukan sekadar isu teknis perhitungan 

suara, tetapi merupakan jantung dari legitimasi demokrasi konstitusional di 

Indonesia. Melalui analisis terhadap Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, bab ini telah 

menunjukkan bahwa norma konstitusional tersebut mengandung 

ketegangan mendasar antara prinsip popular legitimacy dan territorial 

legitimacy, antara kesetaraan suara dengan representasi wilayah, serta 

antara keadilan prosedural dengan keadilan substantif. Ketegangan ini 

menjadi karakter unik demokrasi Indonesia, yang berusaha 

menyeimbangkan pluralitas sosial-budaya dengan kesatuan politik nasional. 

Dari perspektif hukum tata negara, Pasal 6A ayat (3) dirancang untuk 

menjamin bahwa presiden terpilih memiliki legitimasi yang luas dan inklusif, 

tidak hanya didukung oleh mayoritas populasi, tetapi juga oleh distribusi 

dukungan lintas provinsi. Konsep ini menegaskan bahwa kepemimpinan 

nasional dalam sistem presidensial Indonesia bukanlah hasil agregasi suara 

semata, melainkan hasil konsensus politik yang merepresentasikan 

keberagaman wilayah dan etnis. Namun, seiring dengan perkembangan 

demokrasi elektoral, norma tersebut juga menimbulkan persoalan keadilan 

representatif, khususnya karena perbedaan jumlah pemilih antarprovinsi 

yang sangat besar.  

Analisis dalam bab ini memperlihatkan bahwa pengaturan keabsahan 

hasil pemilihan presiden kini memerlukan reinterpretasi konstitusional. 

Norma dua puluh persen provinsi tidak lagi cukup dipahami sebagai formula 

aritmetika, melainkan sebagai simbol keadilan elektoral yang harus 

disesuaikan dengan prinsip kesetaraan dan integritas pemilu. Oleh karena 

itu, tafsir terhadap Pasal 6A ayat (3) sebaiknya diarahkan pada pendekatan 

yang lebih fleksibel dan substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Landau, 

yakni melalui constitutional recalibration yang memungkinkan konstitusi 

menyesuaikan diri tanpa kehilangan orientasi dasarnya (Landau, 2020).  

Dalam konteks kelembagaan, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 

Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti menjadi pilar utama dalam menjaga 

validitas hukum hasil pemilihan. KPU menjamin aspek administratif dan 

teknis keabsahan, sementara MK berfungsi sebagai guardian of electoral 

legitimacy yang menilai apakah hasil pemilihan telah sesuai dengan prinsip 



Keabsahan Hasil Pemilihan Presiden 

 

308 Zulhidayat 

keadilan dan konstitusionalitas. Kewenangan MK untuk menilai pelanggaran 

terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) telah memperluas makna “keabsahan 

hasil pemilu” menjadi konsep yang mencakup dimensi moral dan substantif.  

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan fundamental yang perlu 

direspons melalui reformasi hukum dan kelembagaan ke depan. Pertama, 

masih terjadi ketidaksinkronan antara norma konstitusi dan undang-undang 

pelaksana, terutama terkait ambang batas provinsi dan penghitungan suara 

sah nasional. Kedua, pengawasan terhadap proses pemilu sering kali bersifat 

reaktif, bukan preventif, sehingga pelanggaran baru dipersoalkan setelah 

hasil diumumkan. Ketiga, transparansi data pemilih dan rekapitulasi suara 

masih menghadapi keterbatasan akses publik, yang dapat memunculkan 

persepsi delegitimasi hasil pemilu.  

Untuk menjawab tantangan tersebut, reformasi sistem keabsahan hasil 

pemilihan presiden harus mengedepankan tiga prinsip utama: (1) 

transparency, yaitu keterbukaan seluruh data dan proses verifikasi hasil 

pemilu; (2) accountability, yaitu pertanggungjawaban hukum dari setiap 

tahapan penyelenggaraan pemilu; dan (3) inclusivity, yaitu jaminan bahwa 

seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan setara dalam 

menentukan hasil akhir. Ketiga prinsip ini merupakan pilar dari electoral 

integrity framework yang telah diadopsi di berbagai negara demokrasi mapan 

(Mozaffar, S., & Schedler, A., 2002).  

Lebih jauh, demokrasi elektoral Indonesia membutuhkan pendekatan 

baru yang disebut keadilan elektoral substantif (substantive electoral justice). 

Konsep ini menuntut agar keabsahan hasil pemilihan presiden tidak hanya 

diukur berdasarkan terpenuhinya ketentuan formal (angka 50 persen dan 20 

persen provinsi), tetapi juga sejauh mana proses pemilu tersebut 

mencerminkan partisipasi bebas, kesetaraan politik, dan integritas moral 

publik. Dengan demikian, keabsahan hasil pemilihan presiden tidak berhenti 

pada legitimasi hukum, tetapi juga mencakup legitimasi sosial dan etis.  

Sebagai refleksi akhir, perdebatan mengenai Pasal 6A ayat (3) 

menunjukkan bahwa konstitusi adalah dokumen hidup (living constitution) 

yang harus ditafsirkan secara dinamis sesuai dengan konteks masyarakatnya. 

Reformasi terhadap ketentuan keabsahan hasil pemilihan presiden tidak 

semestinya dimaknai sebagai ancaman terhadap stabilitas politik, melainkan 

sebagai bentuk constitutional maturation, yaitu kematangan dalam 

bernegara dan berdemokrasi. Reformasi konstitusional harus berangkat dari 

prinsip minimal interference, yaitu memperkuat keadilan substantif tanpa 

merusak fondasi sistem yang telah teruji.  
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Dengan demikian, masa depan keabsahan hasil pemilihan presiden di 

Indonesia bergantung pada kemampuan negara untuk menegakkan 

integritas, menyeimbangkan legitimasi hukum dan politik, serta membangun 

sistem pemilu yang tidak hanya sah secara prosedural, namun juga adil 

secara konstitusional. Hanya dengan cara inilah demokrasi Indonesia dapat 

terus tumbuh sebagai demokrasi yang substantive, integrative, dan resilient 

yang dapat merawat keseimbangan antara hukum, legitimasi, dan keadilan. 
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Pendahuluan  
Pemilihan presiden merupakan instrumen konstitusional yang paling 

penting dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. 

Transformasi menuju pemilihan langsung yang diatur secara tegas dalam 

perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menandai era baru demokrasi 

Indonesia pasca reformasi. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 6A ayat (5) 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan 

presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang, 

memberikan pesan konstitusional yang mendalam. Penyerahan pengaturan 

teknis kepada pembentuk undang-undang bukan sekadar bentuk delegasi 

normatif, melainkan juga pengakuan terhadap kebutuhan fleksibilitas dalam 

penyelenggaraan demokrasi. Pengaturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 

mengandung prinsip direct popular election, yakni sistem pemilihan langsung 

di mana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui hak pilih universal. Prosesnya 

melibatkan lembaga penyelenggara independen, yaitu Komisi Pemilihan 

Umum (KPU), sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab untuk 

menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. 

Pengaturan ini juga dilandasi asas-asas pemilu yang dikenal sebagai luber dan 

jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), sebagaimana termuat 

dalam Pasal 22E UUD 1945. (Damanhuri, 2021) Di sinilah muncul diskursus 

kebijakan hukum terbuka yang menempatkan pembentuk undang-undang 

sebagai aktor sentral dalam menentukan model dan mekanisme pelaksanaan 

pemilu presiden. (Budiatri, 2018). 

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 

ayat (2), menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan ini menemukan 

bentuk konkret dalam Pasal 6A ayat (1) hingga ayat (5) yang mengatur 

mekanisme pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat (5) 

secara eksplisit memerintahkan agar tata cara pelaksanaan pemilihan 

presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Perintah konstitusional 

tersebut kemudian diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengintegrasikan pemilihan 

presiden dengan pemilihan legislatif dalam satu sistem pemilu serentak 

nasional. Tujuan utamanya ialah menciptakan keserentakan politik dan 

efisiensi administratif dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral, sekaligus 

memperkuat sistem presidensial yang stabil dan efektif dalam tata 

pemerintahan Indonesia. (Arifin, 2021) 

Pengaturan teknis mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden 

dalam UU No. 7 Tahun 2017 mencakup lima tahapan utama: 
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1. Penetapan pasangan calon 

2. Masa kampanye 

3. Masa tenang dan pemungutan suara 

4. Penghitungan dan rekapitulasi hasil 

5. Penetapan hasil pemilu dan penyelesaian sengketa.  

Tahapan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam 

sistem hukum pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan berkelanjutan. Dalam 

Pasal 221-229 UU No. 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pasangan calon 

presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau 

gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas tertentu (presidential 

threshold). Ambang batas ini menjadi perdebatan yuridis karena dianggap 

menimbulkan eksklusivitas politik dan mengekang hak partai kecil untuk 

mengajukan calon. Namun, dari perspektif kebijakan hukum, ketentuan 

tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan 

memastikan efektivitas pemerintahan presidensial melalui dukungan politik 

yang solid di parlemen. 

Penyelenggaraan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 267–285 

UU No. 7 Tahun 2017 dimaksudkan sebagai sarana pendidikan politik bagi 

rakyat dan wadah untuk memperkenalkan visi, misi, serta program pasangan 

calon. KPU bertugas memastikan pelaksanaan kampanye berjalan secara 

jujur, damai, dan tertib dengan melibatkan pengawasan oleh Bawaslu serta 

partisipasi aktif masyarakat. Dalam tataran implementatif, KPU juga 

mengatur bentuk kampanye yang sesuai dengan perkembangan teknologi 

informasi, seperti media sosial dan platform digital, untuk memperluas akses 

pemilih terhadap informasi politik yang akurat. (Suharyanto, 2022). Pemilu 

tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga proses edukatif 

yang menumbuhkan kesadaran hukum dan demokrasi warga negara. 

Tahapan berikutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara yang 

diatur dalam Pasal 384–391. Pemungutan suara dilaksanakan secara 

serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan prinsip luber-jurdil. Setiap 

pemilih memberikan satu suara sah untuk satu pasangan calon. 

Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS, dan hasilnya 

disampaikan secara berjenjang hingga KPU Pusat. Transparansi ini 

merupakan bentuk akuntabilitas publik dan wujud pengawasan sosial dalam 

penyelenggaraan demokrasi. Untuk menjamin keabsahan hasil pemilu, UU 

No. 7 Tahun 2017 juga memberikan mekanisme hukum melalui penyelesaian 

sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa hasil pemilu 

menjadi bagian dari kontrol yudisial terhadap penyelenggaraan pemilu, 

memastikan tidak ada kecurangan atau pelanggaran asas keadilan dalam 

proses demokrasi electoral. (Prasetyo, 2021). 
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tersebut, undang-undang mengatur kemungkinan putaran kedua 

(meskipun detail putaran kedua bisa berbeda-beda tergantung PKPU dan 

regulasi teknis). 

7. Penyelesaian Sengketa 

Sengketa hasil pemilihan presiden menjadi bagian yang tak terpisahkan 

dari sistem pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan 

kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani sengketa hasil 

Pilpres. Jika ada pihak yang merasa hasil pemilu tidak adil (misalnya 

karena dugaan kecurangan, perhitungan suara yang tidak transparan, 

atau pelanggaran prosedur), mereka dapat mengajukan permohonan ke 

MK untuk ditinjau. Studi yuridis menunjukkan bahwa mekanisme 

penyelesaian sengketa di MK mencerminkan prinsip keadilan, kepastian 

hukum, dan legitimasi demokratis, karena putusan MK bersifat final dan 

mengikat. 

8. Pemungutan Suara Ulang (Jika Diperlukan) 

Ada kalanya, dalam pemilu, terjadi pemungutan suara ulang (PSU) di 

beberapa TPS atau wilayah tertentu, misalnya karena kecurangan, 

gangguan teknis, atau pelanggaran serius yang memengaruhi hasil. UU 

No. 7/2017 mengatur mekanisme PSU, tetapi literatur menunjukkan 

bahwa regulasi terkait pemungutan suara ulang masih memiliki celah, 

terutama terkait sanksi atas pelanggaran di tahap ini dan kepastian 

hukum. Dalam sebuah penelitian tentang PSU, ditemukan bahwa 

penanganan pelanggaran pada tahap ulang belum diatur secara 

maksimal, terutama dari sisi hukuman dan mekanisme pengawasan.  

 

Penutup 
Pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden 

berdasarkan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945, diskursus mengenai kebijakan 

hukum terbuka (open legal policy), serta peran strategis Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) memperlihatkan bahwa arsitektur pemilu Indonesia bukan 

sekadar susunan prosedural, tetapi merupakan konstruksi sistemik yang 

menempatkan demokrasi sebagai proses yang terus berkembang. Dalam 

konteks ini, pemilu tidak hanya menjadi mekanisme sirkulasi kekuasaan, 

melainkan juga wadah konsolidasi legitimasi politik melalui aturan yang 

adaptif, institusi yang akuntabel, serta kebijakan yang membuka ruang 

penguatan demokrasi substansial. Sejalan dengan itu, prinsip kebijakan 

hukum terbuka memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk 

menyesuaikan desain pemilu dengan tantangan zaman, baik dalam konteks 

teknologi, dinamika sosial-politik, maupun kebutuhan penguatan sistem 
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presidensial. Fleksibilitas ini memungkinkan negara mengatur detail teknis 

pemilu tanpa terhambat rigiditas konstitusional. Meskipun demikian, 

kebijakan hukum terbuka tetap harus berjalan dalam koridor prinsip 

konstitusional, menjamin kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan 

hak politik warga negara. Harmonisasi antara fleksibilitas kebijakan dan 

batasan konstitusional inilah yang menentukan kualitas demokrasi ke depan. 

Peran KPU sebagai penyelenggara pemilu kemudian menjadi simpul 

utama dari keseluruhan bangunan hukum elektoral. KPU bukan hanya 

pelaksana teknis, melainkan institusi konstitusional yang bertanggung jawab 

menjaga profesionalitas, netralitas, dan integritas pemilu. Kewenangan KPU 

dalam menyusun peraturan teknis (PKPU) harus dijalankan berdasarkan 

prinsip checks and balances, akuntabilitas publik, serta konsistensi dengan 

norma undang-undang. Dalam konteks kebijakan hukum terbuka, KPU 

menempati posisi strategis sebagai penafsir teknis yang memastikan bahwa 

kebijakan legislator terimplementasi secara operasional dan tetap menjaga 

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa tata cara pemilihan 

presiden bukan hanya perkara administratif, tetapi merupakan refleksi 

kualitas demokrasi Indonesia. Desain aturan yang responsif, institusi yang 

kuat, dan implementasi yang transparan adalah syarat mutlak untuk 

memastikan pemilu tidak hanya berjalan, tetapi bermakna. Di tengah 

tantangan politik elektoral yang semakin kompleks, mulai dari disinformasi, 

polarisasi, hingga digitalisasi pemilu, negara dituntut untuk memperkuat 

proses regulatif, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta menjamin 

bahwa setiap warga negara dapat menyalurkan hak politiknya secara setara. 

Masa depan pemilihan presiden sebagai mekanisme utama legitimasi 

demokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk menjaga 

integritas sistem pemilu, konsistensi kebijakan hukum terbuka, serta 

keberlanjutan peran KPU sebagai pilar independen. Harapannya, seluruh 

kerangka hukum yang telah dibahas dapat memberikan arah pembaharuan 

yang kuat demi terwujudnya pemilu yang semakin berkualitas, inklusif, dan 

mencerminkan cita-cita demokrasi konstitusional Indonesia. 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144. 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan 

Wakil Presiden, yang berlaku pada pemilu terakhir. 

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) tentang Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemilu. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Tentang 

parliamentary threshold dan kedudukan penyelenggara pemilu. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Menegaskan KPU 

sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan 

mandiri. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009. Mengenai sifat 

pemilu langsung dan prinsip kedaulatan rakyat. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011. Menjelaskan batas 

diskresi KPU dalam pembentukan peraturan politik. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XII/2014. Mengenai prinsip 

kepastian hukum dan asas proporsionalitas dalam peraturan KPU. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVII/2019. Mengenai sistem 

pemilu proporsional terbuka dan kewenangan regulator pemilu. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XVI/2018. Menguatkan 

prinsip integritas dan keadilan pemilu. 
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Latar Belakang 
Sejak perubahan UUD 1945, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau 

wakil presiden melalui proses impeachment dirancang untuk menjadi 

instrumen konstitusional yang menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah 

penyalahgunaan wewenang, serta melindungi negara dari tindakan yang 

dapat merusak integritas pemerintahan. Pasal 7A UUD 1945 menegaskan 

bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat 

dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, yaitu 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, atau perbuatan tercela, serta apabila tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rumusan ini menunjukkan 

bahwa pemakzulan bukan sekadar persoalan politik, tetapi memiliki dasar 

legal yang kuat dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan 

konstitusional yang ketat. Namun demikian, di balik rumusan normatif 

tersebut, terdapat berbagai persoalan yang relevan untuk dikaji, seperti 

bagaimana batasan dan definisi dari setiap kategori pelanggaran, sejauh 

mana unsur “perbuatan tercela” dapat diinterpretasikan, serta bagaimana 

Mahkamah Konstitusi dan DPR memposisikan kewenangan masing-masing 

dalam proses impeachment. Selain itu, dinamika politik juga kerap 

memengaruhi proses pemakzulan, sehingga diperlukan pemahaman yang 

jelas mengenai pemisahan antara pertanggungjawaban hukum dan 

kepentingan politik. 

Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk memberikan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan yuridis impeachment 

di Indonesia, memperjelas interpretasi terhadap jenis pelanggaran hukum 

dalam Pasal 7A, serta menegaskan bagaimana mekanisme tersebut berfungsi 

sebagai alat untuk menjaga integritas konstitusi dan stabilitas pemerintahan. 

Pasal 24C ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa 

Mahkamah Konstitusi berkewajiban memutus pendapat Dewan Perwakilan 

Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar. 

Rumusan tersebut berbeda dari kewenangan yang tercantum dalam Pasal 

24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Ketentuan pada Pasal 24C ayat (2) 

UUD Negara RI Tahun 1945 juga berhubungan dengan mekanisme 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7A dan Pasal 7B konstitusi sebagai hukum dasar (grondwet) dalam 

suatu negara. Menurut K. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem 

ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang 

membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara 

(Budiyanto, 2004, hlm. 152). 
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Adanya pengaturan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil 

presiden dalam masa jabatannya dalam UUD Negara RI Tahun 1945 setelah 

perubahan konstitusi melahirkan istilah baru dalam hukum tata negara, 

yakni impeachment dan pemakzulan. Pemakzulan dipahami sebagai proses 

pemberhentian seorang pejabat publik sebelum masa jabatannya berakhir, 

atau yang dikenal sebagai removal from office. Dalam proses pemakzulan 

tersebut terdapat mekanisme impeachment, yaitu bentuk pendakwaan atas 

perbuatan tertentu yang dapat dijadikan dasar pemberhentian dari jabatan 

konstitusional. Menurut Prof. Mahfud MD, MPR bukan lagi pelaksana 

kedaulatan rakyat karena pasal 1 ayat (2) sudah diamandemen dengan 

ketentuan baru yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (Moh. Mahfud MD, 

Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Raja Grafindo, 

Cet. II, 2011, hlm. 32). Pada sisi yang lain pasca amandemen konstitusi UUD 

1945 kewenangan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia semakin 

terbatas dan hanya menjadi lembaga negara yang bersifat pasif. Sehingga 

membuat bingung mengenai bentuk pertanggungjawaban Presiden Republik 

Indonesia. 

Presiden berdasarkan UUD 1945 bertindak sebagai kepala 

pemerintahan dan kepala negara, yang mempunyai tugas maupun kekuasaan 

yang sangat luas, terutama ketika sebelum amandemen UUD 1945, di mana 

presiden memiliki kekuasaan yang dominan dan absolut walaupun memiliki 

garis pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh 

karena itu, jabatan presiden di Indonesia menempati posisi yang sangat 

sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melihat kedudukannya 

tersebut, Harun Alrasyid mengatakan bahwa presiden adalah pejabat yang 

terpenting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Alrasyid, 1999, hlm. 14). 

Namun demikian, di dalam melakukan tugas dan kekuasaannya, Presiden 

tetap berada di dalam pengawasan, yaitu berada di bawah pengawasan DPR, 

sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pengawasan ini perlu dilakukan agar 

dalam melaksanakan tugas dan kekuasaannya, Presiden tetap berada dalam 

jalur atau lingkup yang telah ditentukan, baik dalam UUD 1945 maupun garis-

garis besar daripada haluan negara. Sebagai konsekuensi dari adanya 

pengawasan ini, presiden akan dituntut atau diminta untuk 

mempertanggungjawabkan segala tugas dan kekuasaan yang telah 

dilakukannya. Berkenaan dengan ini, maka pertanggungjawaban presiden 

menjadi sesuatu hal yang sangat penting (Zulbaidah & Zulkarnane, 2019, hlm. 

73). Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau 

pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. Oleh karena 

jabatan Presiden Republik Indonesia adalah suatu jabatan dalam tatanan 
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negara berdasarkan paham kerakyatan, maka harus ada 

pertanggungjawaban dan pengawasan (Manan, 1999, hlm. 107). 

Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan pada UUD 1945 

adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Secara konseptual, 

UUD 1945 setelah amandemen dapat dikatakan menganut sistem 

pemerintahan presidensial secara murni. (Jimly Ashidiqie dalam Firdaus, 

2007:2). Pendapat tersebut didasari oleh terjadinya perubahan terhadap 

pola pemilihan presiden/wakil presiden, pembatasan masa jabatan presiden, 

pengaturan hubungan kekuasaan antara presiden dan DPR, dan pengaturan 

pada kekuasaan presiden. Tetapi, walaupun demikian, UUD 1945 pasca 

amandemen tidak secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban 

politik presiden. 

Menelaah hasil-hasil amandemen UUD 1945 secara konsepsional dapat 

dikatakan telah secara murni menganut sistem pemerintahan presidensial 

dengan beberapa indikator, antara lain (Dapu, 2014, hlm. 96): 

1. Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggara 

kekuasaan eksekutif; 

2. Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui 

pemilihan umum secara langsung oleh rakyat (direct democracy); 

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR kecuali jika ada tuntutan 

dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tentang adanya 

pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden. 

Apabila tuntutan tersebut dikuatkan oleh MK dalam suatu keputusan, 

maka DPR dapat melanjutkan tuntutan pemberhentian presiden kepada 

MPR. 

Hasil Amandemen UUD 1945, tidak secara eksplisit menyinggung 

tentang "pertanggungjawaban Presiden" kecuali mekanisme pemberhentian 

Presiden seperti terurai dalam Pasal 7A dan Pasal 7B. Sebagaimana Pasal 7A 

mengatakan, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam 

masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah 

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela 

maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden" 

(Dapu, 2014, hlm. 97). 

 

Teori Konstitusi dan Teori Sistem Pemerintahan 
Istilah konstitusi berasal dari Constituer (Bahasa Perancis) yang berarti 

membentuk (Mawardi, 2013, hlm. 76). Pemakaian istilah "konstitusi" yang 

dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan 

suatu negara (Mawardi, 2013, hlm. 77). 
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Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti 

yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain 

dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus 

diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran 

terhadap keilmuan dalam memahami UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan 

demikian, frasa "dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menurut Undang-Undang Dasar" harus dipahami dalam kerangka norma 

yang ditetapkan melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara RI Tahun 1945. 

Sri Soemantri (Soemantri, 2001, hlm. 3), dengan mengutip Mr. JG. 

Steenbeek mengemukakan tiga macam materi muatan yang bersifat pokok 

yang terdapat dalam konstitusi, yaitu: 

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi (dan kewajiban-kewajiban asasi) 

manusia dan warga negara; 

2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar; 

3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat 

mendasar. 

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata “sistem” 

dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa 

bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian 

maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan 

itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya 

jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi 

keseluruhannya (Kusnardi & Ibrahim, 1983, hlm. 171). Pemerintahan dalam 

arti luas adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam 

menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri; 

jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas 

eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk 

legislatif dan yudikatif, sehingga sistem pemerintahan adalah pembagian 

kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang 

menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka kepentingan 

rakyat. 

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan 

presidensial sebagai berikut (Asshiddiqie, 2007, hlm. 316): 

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan 

eksekutif dan legislatif. 

2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden 

tidak terbagi, dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja. 

3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara, atau sebaliknya, 

kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan. 
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kepada MPR hanyalah serangkaian procedural saja dan tidak mengubah 

konsep kedaulatan rakyat. MPR hanya sebagai lembaga negara yang bersifat 

pasif. 

Walaupun demikian, sekalipun ketentuan yang termuat dalam Pasal 7A 

dan 7B UUD 1945 itu tidak dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab 

Presiden kepada rakyat, secara maknanya bahwa di sana tersirat adanya sifat 

pertanggungjawaban Presiden. Sebab, meskipun tidak secara tegas UUD 

1945 menyebutkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban presiden, 

ketentuan tersebut merupakan implementasi dari adanya sebuah 

pengawasan DPR yang juga merupakan lembaga politik perwakilan rakyat 

dan merupakan bagian dari MPR. 

 

Kesimpulan 
Perubahan UUD 1945 telah membawa pembaruan mendasar terhadap cara 

Indonesia mengatur pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. Sejak amandemen, sistem pemerintahan Indonesia semakin 

menegaskan jati dirinya sebagai sistem presidensial yang lebih murni, di 

mana presiden memegang masa jabatan tetap dan tidak lagi bertanggung 

jawab kepada MPR sebagaimana sebelum perubahan konstitusi. 

Pertanggungjawaban presiden bergeser secara langsung kepada rakyat 

melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga legitimasi jabatan presiden 

lebih kuat dan stabil. Namun demikian, stabilitas tersebut tetap diimbangi 

dengan mekanisme konstitusional berupa impeachment atau pemakzulan 

yang berfungsi sebagai instrumen checks and balances agar kekuasaan 

presiden tidak menjadi absolut. 

Impeachment dalam UUD 1945 merupakan mekanisme luar biasa yang 

hanya dapat dilakukan ketika Presiden atau Wakil Presiden melakukan 

pelanggaran hukum tertentu yang telah dirumuskan secara limitatif, seperti 

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya, perbuatan tercela, atau ketika tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden atau Wakil Presiden. Mekanisme ini tidak bersifat politis semata, 

tetapi merupakan perpaduan antara proses politik dan proses hukum. DPR 

menjadi pihak yang mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, 

sementara Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga yang 

memeriksa, mengadili, dan memutus apakah pendapat tersebut terbukti 

secara hukum. MPR kemudian menjadi lembaga yang menentukan keputusan 

akhir mengenai pemberhentian, sehingga mekanisme ini memiliki tahapan 

yang ketat dan berlapis untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan 

dalam proses pemakzulan. 
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Pengaturan impeachment memperlihatkan bahwa sistem 

ketatanegaraan Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara stabilitas 

pemerintahan dan akuntabilitas presiden. Di satu sisi, presiden tidak dapat 

diberhentikan hanya karena alasan politik atau ketidaksukaan parlemen, 

sehingga masa jabatannya tetap terjamin. Di sisi lain, ketika presiden 

melakukan pelanggaran hukum yang serius, mekanisme pemakzulan 

memberikan ruang bagi negara untuk menegakkan konstitusi dan 

melindungi integritas penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, 

masih terdapat beberapa kelemahan normatif, seperti belum adanya batas 

waktu yang jelas untuk tahapan tertentu dan belum terdefinisikannya unsur 

“perbuatan tercela” secara yuridis. Namun secara umum, mekanisme ini 

mencerminkan upaya menjaga supremasi konstitusi melalui prosedur yang 

adil, objektif, dan tidak tergantung pada dinamika politik sesaat. 

Dengan demikian, keseluruhan pembahasan menunjukkan bahwa 

mekanisme pemakzulan dalam UUD 1945 adalah bentuk 

pertanggungjawaban yang bersifat konstitusional, bukan politis. Dalam 

kerangka negara hukum dan sistem presidensial, mekanisme ini menjadi alat 

penting untuk memastikan bahwa presiden tetap berada dalam koridor 

hukum, sementara rakyat tetap menjadi pihak yang memegang kekuasaan 

tertinggi melalui pemilu. Keseluruhan desain ini menempatkan 

keseimbangan antara kekuasaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban 

sebagai pilar penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan yang 

demokratis dan berlandaskan konstitusi. 
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Latar Belakang 
Sejak diberlakukannya perubahan ketiga dan keempat Undang-Undang 

Dasar 1945, mekanisme impeachment memperoleh landasan konstitusional 

yang jauh lebih sistematis. Pasal 20 ayat (1) menetapkan bahwa DPR 

memegang fungsi pengawasan, sementara ayat (2) memberikan kewenangan 

berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden 

kemudian diatur secara eksplisit, rinci, dan komprehensif dalam Pasal 7A dan 

Pasal 7B UUD 1945. Secara garis besar, proses pemberhentian dimulai ketika 

DPR menilai adanya dugaan tindak pidana berat, termasuk kejahatan 

tertentu atau tindakan yang dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap 

negara. Setelah melalui tahap penyelidikan dan pembahasan di DPR, usulan 

tersebut wajib diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan 

diputuskan. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden atau 

Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud, 

DPR selanjutnya menyampaikan permintaan kepada MPR untuk 

menyelenggarakan sidang sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku. 

Dalam rangka memperkuat analisis mengenai prinsip 

pertanggungjawaban konstitusional presiden, relevan untuk mengacu pada 

pandangan pakar hukum tata negara yang telah dituangkan lebih dari empat 

dekade lalu (1983:132–133). Pakar tersebut menegaskan bahwa “Dipandang 

dari sudut kedudukan Presiden, tentu saja Presiden selama masih memangku 

jabatan Presiden (dan selama beliau adalah Presiden, beliau memangku 

jabatan itu) tidak dapat ditarik kedalam perkara oleh pengadilan manapun 

yang akan mengurangkan kekebalan pribadinya sedikitpun juga, tidak peduli 

kesalahan apapun yang telah dilakukannya. Beliau harus dibebaskan dari 

kedudukan resminya sebelum beliau dapat mempertanggungjawabkan 

secara pribadi mengenai sesuatu hal di depan suatu pengadilan, karena 

beliau adalah tak dapat diganggu gugat.” Pandangan ini menunjukkan bahwa 

sebelum perubahan UUD 1945 memperkenalkan mekanisme impeachment 

yang lebih terstruktur, doktrin kekebalan presiden dipahami secara amat 

luas. Oleh karena itu, pelepasan jabatan menjadi prasyarat fundamental 

sebelum seorang presiden dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

individual di hadapan peradilan. 

Proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui 

mekanisme impeachment merupakan bentuk pendakwaan konstitusional 

yang diajukan oleh DPR. Meski pada praktiknya proses ini dapat dipengaruhi 

oleh pertimbangan politik, setiap tuduhan tetap harus dibuktikan melalui 

prosedur hukum yang berlaku, yakni dari DPR menuju Mahkamah Konstitusi. 
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Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan memiliki 

kewenangan untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran yang 

dilakukan Presiden atau Wakil Presiden, setelah menerima pengajuan resmi 

DPR terkait pelanggaran terhadap Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945. Dalam 

melaksanakan tugas ini, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus 

perkara berdasarkan kewenangannya. Apabila presiden atau wakil presiden 

mengundurkan diri selama proses pemeriksaan berlangsung, Mahkamah 

Konstitusi menghentikan proses tersebut dan menyatakan permohonan 

gugur. Ketentuan mengenai pengunduran diri ini diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara 

dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden 

dan/atau Wakil Presiden (Lacoba Marzuki, 2010:18). 

Pasal 7A menjadi salah satu objek dari seri sengketa di Mahkamah 

Konstitusi (Maruarar, 2005:178). Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) 

berangkat dari kebutuhan untuk memahami standar normatif yang 

menentukan kelayakan seorang pemimpin negara. Dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, presiden dan wakil presiden diwajibkan 

memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan 

peraturan perundang-undangan terkait. Syarat tersebut tidak hanya 

mencakup aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas etika, 

moral, dan kapasitas kepemimpinan yang menjadi dasar legitimasi jabatan. 

Meskipun frasa “tidak lagi memenuhi syarat” telah ditetapkan secara 

konstitusional sebagai salah satu dasar impeachment, substansi maknanya 

tidak dijabarkan secara rinci dalam UUD 1945. Hal ini menimbulkan ruang 

interpretasi yang luas: apakah yang dimaksud mencakup kondisi kesehatan 

fisik atau mental yang menghambat pelaksanaan tugas, hilangnya 

kewarganegaraan, pelanggaran integritas, atau terjadinya perubahan kondisi 

tertentu yang menyebabkan ketidaksesuaian terhadap syarat jabatan yang 

ditentukan pada awal pengangkatan? Ketidakjelasan ini berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian dalam praktik, terutama ketika muncul situasi 

yang belum pernah diuji dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, 

mekanisme pembuktian mengenai ketidakmampuan memenuhi syarat 

jabatan memiliki implikasi politik dan hukum yang signifikan. DPR, 

Mahkamah Konstitusi, serta lembaga-lembaga negara lainnya memegang 

peran penting dalam menentukan apakah alasan tersebut dapat dijadikan 

dasar pemakzulan. Oleh karena itu, penafsiran yang tepat, objektif, dan 

konsisten diperlukan agar frasa “tidak lagi memenuhi syarat” tidak 

disalahgunakan sebagai instrumen politik, melainkan tetap menjadi 

mekanisme konstitusional yang bertujuan menjaga kualitas kepemimpinan 
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pembahasan secara keseluruhan memberikan fondasi teoretis yang kuat 

untuk merumuskan kesimpulan menyeluruh mengenai bagaimana konsep 

perbuatan tercela dan ketidakmampuan memenuhi syarat ditempatkan 

dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. Pembahasan tersebut 

membentuk jembatan logis yang utuh menuju simpulan umum yang 

menjelaskan mekanisme pemakzulan sebagai bagian dari penjagaan 

konstitusional terhadap kualitas kepemimpinan nasional. 

 

Kesimpulan 
Pembahasan mengenai Pasal 7A UUD 1945, khususnya terkait frasa “tidak 

lagi memenuhi syarat” dan konsep “perbuatan tercela”, menunjukkan bahwa 

mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan 

bagian penting dari sistem akuntabilitas konstitusional. Mekanisme ini tidak 

semata-mata berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggaran berat, 

tetapi lebih jauh menjadi instrumen untuk menjaga legitimasi, integritas, dan 

kualitas kepemimpinan nasional. Secara umum, pemakzulan didasarkan 

pada empat kategori pelanggaran: pengkhianatan terhadap negara, tindak 

pidana berat, korupsi/penyuapan, dan perbuatan tercela. Di antara kategori 

tersebut, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat memiliki ruang 

penafsiran paling luas, sehingga membutuhkan kajian mendalam. “Perbuatan 

tercela” tidak hanya mencakup pelanggaran pidana sebagaimana dipahami 

dalam KUHP, tetapi juga pelanggaran etis dan moral yang melanggar sumpah 

jabatan serta merugikan kepercayaan publik. Dengan demikian, ia 

merupakan kombinasi unsur objektif (tindakan melanggar hukum atau 

norma publik) dan subjektif (kesalahan atau kesadaran pelaku). 

Adapun frasa “tidak lagi memenuhi syarat” merupakan konsep dinamis 

yang menegaskan bahwa syarat jabatan presiden bukanlah ketentuan statis 

yang hanya diuji saat pencalonan, tetapi harus dipenuhi secara berkelanjutan 

selama seseorang menjabat. Kondisi seperti hilangnya kewarganegaraan, 

gangguan kesehatan jasmani/rohani, degradasi kualitas kepemimpinan, 

hilangnya integritas, atau ketidakmampuan menjalankan kewajiban 

konstitusional dapat menjadi dasar penilaian. Karena tidak adanya indikator 

rinci dalam UUD 1945, penafsiran harus dilakukan melalui pendekatan 

kontekstual, sistematis, dan berbasis prinsip-prinsip konstitusional, 

termasuk objektivitas, proporsionalitas, public trust, dan constitutional 

morality. Secara normatif, UUD 1945 menuntut agar Presiden dan Wakil 

Presiden tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga menjalankan 

kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai negara, integritas moral, dan 

etika publik. Ketika seorang pemimpin gagal menjaga nilai-nilai tersebut 
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hingga mengancam stabilitas pemerintahan dan menggerus kepercayaan 

rakyat, ia dapat dianggap tidak lagi memenuhi syarat. Karena itu, frasa ini 

memiliki karakter evaluatif: bukan hanya mendeskripsikan pelanggaran yang 

sudah terjadi, tetapi juga menilai layak tidaknya seseorang terus memegang 

mandat rakyat. 

Dalam perspektif tata negara modern, mekanisme pemakzulan tidak 

boleh menjadi alat politik untuk menjatuhkan pemerintahan secara 

sewenang-wenang. Penilaian harus dilakukan melalui procedural fairness, 

pemeriksaan objektif oleh Mahkamah Konstitusi, dan pertimbangan 

implikasi institusional terhadap keberlangsungan negara. Dengan demikian, 

Pasal 7A bukan sekadar norma represif, melainkan mekanisme preventif 

untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, memastikan keberlanjutan 

kepemimpinan yang kompeten, serta menjaga sistem demokrasi tetap sehat 

dan akuntabel. 

Secara keseluruhan, substansi pembahasan ini menegaskan bahwa: 

1. Pemakzulan adalah mekanisme konstitusional penting untuk menjaga 

integritas dan akuntabilitas pejabat eksekutif tertinggi. 

2. “Perbuatan tercela” dan “tidak lagi memenuhi syarat” mencakup dimensi 

hukum, moral, etika, dan kepemimpinan, tidak terbatas pada tindakan 

pidana. 

3. Penafsiran terhadap kedua konsep tersebut harus dilakukan secara hati-

hati, objektif, proporsional, dan tidak bersifat politis, karena menyangkut 

stabilitas negara. 

4. Konstitusi menuntut kepemimpinan yang berintegritas dan kompeten, 

sehingga standar kelayakan jabatan bersifat dinamis dan harus dipenuhi 

sepanjang masa jabatan. 

5. Pasal 7A berfungsi sebagai instrumen perlindungan publik dan negara, 

memastikan bahwa Presiden/Wakil Presiden tetap layak dalam 

menjalankan amanat rakyat. 

Dengan demikian, keseluruhan kajian menunjukkan bahwa pemakzulan 

bukan hanya soal pelanggaran, melainkan bagian dari sistem konstitusional 

untuk menjaga kualitas pemerintahan, kepercayaan rakyat, dan 

keberlangsungan demokrasi Indonesia. 

 

 

 

 

 

 



Ketidakmampuan Memenuhi Syarat Jabatan (Pasal 7a) 

 

373 Dedeng Zawawi 

Daftar Pustaka 
Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, Mahkamah Konstitusi Memahami 

Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Ismail Suni, 1983, Pregeseran kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan 

Dalam Hukum Tata Negara, Penerbit Aksara Baru, Jakarta. 

Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Uud 1945,” 

Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 2 Februari 2010, hlm. 18. 

Maramis, F. (2016). Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia. Edisi ke-1. 

Cetakan Ke-3. Depok: Raja Grafindo Persada. 

Maruarar Siahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press. 

Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan ke-tujuh. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketidakmampuan Memenuhi Syarat Jabatan (Pasal 7a) 

 

374 Dedeng Zawawi 

PROFIL PENULIS  

Dedeng Zawawi, S.H., M.H.  

merupakan dosen bagian Hukum Tata Negara di 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Strata satu dan 

dua ditempuh di Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, dan sekarang sedang menempuh program 

Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya. Bidang 

keilmuan yang ditekuni yakni Hukum Tata Negara, 

Hukum Pemilihan Umum, Sistem Hukum Nasional, 

dan Hukum Parlemen. Saat ini beliau menjabat 

sebagai Penanggung Jawab Mata Kuliah Pancasila pada Pusat Penyelenggara 

Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (PP-MPK) Universitas Sriwjaya. Buku 

yang diterbitkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini yaitu Asas-Asas 

Hukum Tata Negara, Administrasi Publik, Mengenal Legislatif Indonesia, 

Hukum Kemaritiman Indonesia, Pancasila Dimata Mahasiswa, dan Hukum 

Perjanjian Internasional. Selain menulis buku, beliau juga aktif pada 

pengabdian masyarakat dan berbagai penelitian serta pengajaran di 

beberapa fakultas hukum. Kegiatan ini mencerminkan komitmen beliau 

untuk mengintegrasikan teori hukum dengan praktik nyata, sekaligus 

memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pengembangan 

pendidikan hukum di Indonesia. 

 

 

 

 

 



Prosedur Pemberhentian Presiden serta Proses 
Pemakzulan dalam Praktik Konstitusional Indonesia 

 

375 Zulhidayat 

 

 

 

 

 
 

BAB 14 
PROSEDUR PEMBERHENTIAN 

PRESIDEN SERTA PROSES 
PEMAKZULAN DALAM 

PRAKTIK KONSTITUSIONAL 
INDONESIA 

 
 
 
 

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. 

Universitas Sriwijaya 

 

 

 

 

 

 

 



Prosedur Pemberhentian Presiden serta Proses 
Pemakzulan dalam Praktik Konstitusional Indonesia 

 

376 Zulhidayat 

Pendahuluan 
Perubahan UUD 1945 pasca-reformasi bukan hanya memperluas ruang 

demokrasi, tetapi juga mendesain ulang mekanisme pertanggungjawaban 

konstitusional Presiden dan/atau Wakil Presiden. Salah satu wujud 

terpenting dari rekonstruksi kelembagaan tersebut adalah diaturnya 

prosedur pemberhentian (pemakzulan) melalui Pasal 7B UUD 1945, yang 

menegaskan bahwa proses pemakzulan tidak lagi bersifat politis semata, 

melainkan harus melalui pemeriksaan hukum oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK) sebelum memasuki arena keputusan politik di MPR. Pasal 7B UUD 1945 

mengatur sebagai berikut: 

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan 

oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan 

permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, 

dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 

tercela; atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

(2) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan 

fungsi pengawasan DPR. 

(3) Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat 

dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari 

jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 

oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR. 

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus 

dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 

hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 

(5) Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil 

Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR 

menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul 

pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. 

(6) MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR 

tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut. 

(7) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 

Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota dan disetujui 

oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir. 
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Secara filosofis dan normatif, desain Pasal 7B menegaskan bahwa 

pemakzulan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh lembaga 

politik. Ada tiga prinsip utama yang dikehendaki oleh para perumus 

amandemen: 

1. Presidensialisme yang stabil 

Mekanisme pemakzulan harus menjaga stabilitas pemerintahan, 

sehingga harus diletakkan pada standar bukti hukum yang ketat dan 

tidak mudah dimanipulasi oleh konflik politik jangka pendek. 

2. Pemisahan yang tegas antara “proses hukum” dan “keputusan politik” 

3. MK bertugas memeriksa dan membuktikan dugaan pelanggaran, 

sedangkan MPR bertugas memutus secara politik apakah Presiden harus 

diberhentikan. Dua ranah ini seharusnya bersifat komplementer dan 

bukan saling menggantikan. 

4. Peningkatan akuntabilitas konstitusional 

DPR diberi ruang untuk menyampaikan pendapat bahwa Presiden 

melanggar hukum, tetapi pendapat tersebut harus “disaring” melalui MK 

agar tidak menjadi alat delegitimasi politik tanpa dasar hukum yang kuat. 

 

Cakupan Pelanggaran: Limitatif dan Berbasis Pembuktian 
Di dalam sistem presidensial, presiden tetap dapat diberhentikan meskipun 

Pasal 7B ayat (1) menunjukkan bahwa pelanggaran yang dapat dijadikan 

dasar pemakzulan bersifat limitatif. Artinya, DPR tidak dapat menciptakan 

kategori pelanggaran di luar daftar tersebut, sebab pemakzulan adalah 

extraordinary constitutional remedy, bukan instrumen politik biasa. 

Pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden. Dalam kerangka hukum 

tata negara, batasan ini mengarahkan DPR pada beban argumentasi dan 

pembuktian awal (prima facie case) sebelum permintaan dikirim ke MK 

(Andryan et al., 2023). Sementara itu, MK memeriksa apakah pendapat DPR 

memenuhi unsur hukum secara substantif. Prosedur ini sejalan dengan 

prinsip due process of law, yaitu bahwa seorang Presiden tidak dapat 

diberhentikan tanpa proses hukum yang jelas (Adhihernawan & Affandi, 

2022). 

Ayat (2) Pasal 7B menegaskan bahwa pendapat DPR hanya sah jika ia 

merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Ketentuan ini penting untuk 

menghindarkan DPR dari motif politis yang menyimpang dari fungsi 

konstitusionalnya. Pada saat yang sama, MK diberikan kewenangan absolut 

(exclusive jurisdiction) untuk menilai apakah pendapat DPR mempunyai 
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2. Usulan Pemakzulan Presiden Joko Widodo (2015–2022): Dinamika 

Politik Tanpa Eskalasi Prosedural 

Beberapa kali muncul wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko 

Widodo, terutama pada: 

a. kontroversi Perppu Ormas (2017), 

b. isu penanganan pandemi, 

c. perdebatan Omnibus Law, 

d. maupun polemik politik lainnya. 

Namun, seluruh wacana tersebut berhenti pada level opini politik 

dan tidak pernah mencapai tahapan formal menurut Pasal 7B. 

 

Analisis terhadap alasan mengapa proses tidak bergerak ke DPR 

menunjukkan: 

a. Tidak adanya materi pelanggaran yang memenuhi kualifikasi 

limitatif Pasal 7B. Dugaan yang muncul lebih bersifat politik 

ketimbang pelanggaran hukum substantif. 

b. Realitas politik DPR 

Koalisi besar pemerintah membuat syarat dukungan dua pertiga 

anggota untuk membawa kasus ke MK hampir mustahil terpenuhi. 

c. Efektivitas desain Pasal 7B sebagai filter 

Norma-norma yuridis Pasal 7B terbukti mampu mencegah politisasi 

pemakzulan secara berlebihan. 

Studi kasus ini memperlihatkan bahwa Pasal 7B bukan hanya 

mekanisme pemakzulan, tetapi juga berfungsi sebagai penahan 

instabilitas politik. 

 

Dari dua studi kasus di atas, terdapat beberapa pelajaran penting: 

a. Politik tetap tidak dapat dipisahkan dari pemakzulan 

Meskipun MK diberi peran penting, keputusan awal (DPR) dan 

keputusan akhir (MPR) tetap politis. Maka, konstitusi berusaha 

menempatkan politik dalam koridor hukum. 

b. Peran MK sangat menentukan legitimasi proses 

Putusan MK bertindak sebagai penjaga objektivitas dan memberikan 

legitimasi hukum terhadap langkah DPR dan MPR. Tanpa MK, 

pemakzulan akan mudah dipolitisasi. 

c. Koalisi politik di DPR adalah faktor penentu 

Syarat dukungan dua pertiga anggota DPR bukan hanya mekanisme 

prosedural, tetapi “pengaman politik” agar pemakzulan tidak 

digunakan sebagai alat jatuh-menjatuhkan. 
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d. Mekanisme yang ketat menjaga stabilitas sistem presidensial 

Studi kasus menunjukkan bahwa Pasal 7B mencegah presiden jatuh 

hanya karena perubahan politik jangka pendek—sebuah ciri negara-

negara dengan presidensialisme matang (Annisa & Situmorang, 

2025). 

 

Rekomendasi Reformis untuk Memperkuat Prosedur Pasal 

7B 
Untuk memastikan mekanisme pemakzulan tetap relevan, akuntabel, dan 

tidak mudah dipolitisasi, diperlukan beberapa langkah penguatan: 

1. Regulasi Turunan yang Lebih Terperinci 

Hingga saat ini, belum ada regulasi pelaksana yang mendetail tentang: 

a. tata cara DPR melakukan penyelidikan pendahuluan, 

b. standar pembuktian awal, 

c. format “pendapat DPR,” 

d. jenis bukti yang harus diajukan ke MK, 

e. mekanisme perlindungan terhadap proses agar tidak bias politik. 

Ketiadaan aturan rinci membuat DPR memiliki ruang interpretasi 

yang sangat luas. 

 

2. Standardisasi Pembuktian oleh DPR dan MK 

Agar tidak terjadi tumpang-tindih, perlu dibedakan: 

a. beban bukti DPR → prima facie case, 

b. beban bukti MK → pembuktian substantif berdasarkan standar 

konstitusional. 

Pembakuan ini penting agar proses memiliki koherensi hukum. 

 

3. Kewajiban Publikasi Dokumen Proses Pemakzulan 

Transparansi dapat menjadi alat untuk mencegah informasi yang salah 

serta opini publik yang menyesatkan. Publikasi yang dimaksud meliputi: 

a. risalah sidang, 

b. argumentasi DPR, 

c. ringkasan putusan MK, 

d. dasar pertimbangan MPR. 

 

4. Penguatan posisi putusan MK 

Dalam praktik ketatanegaraan, muncul perdebatan apakah MPR dapat 

mengabaikan putusan MK. Perlu ada clarification rule atau interpretasi 

lebih tegas bahwa: 
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a. Bila MK menyatakan tidak terbukti, proses harus berhenti; 

b. Bila MK menyatakan terbukti, MPR tetap memiliki diskresi, tetapi 

harus memberikan alasan konstitusional yang kuat, bukan alasan 

politis semata. 

 

5. Edukasi publik dan pejabat mengenai batasan pemakzulan 

Seringkali wacana pemakzulan muncul karena ketidaktahuan publik 

bahwa syarat Pasal 7B sangat ketat. Pendidikan publik menjadi penting 

agar isu pemakzulan tidak digunakan sebagai alat polarisasi. 

 

Penutup 
Pada akhirnya, pemakzulan bukanlah sekadar mekanisme pemberhentian, 

tetapi merupakan instrumen penegakan etika konstitusional yang menjaga 

martabat sistem presidensial Indonesia. Studi kasus menunjukkan bahwa 

mekanisme Pasal 7B, meskipun tidak sempurna, telah berhasil 

menyeimbangkan hukum dan politik dalam kerangka yang lebih stabil, 

rasional, dan demokratis. 

Rekomendasi reformis di atas diharapkan dapat memperkuat 

mekanisme pemakzulan sehingga tetap: 

1. melindungi Presiden dari pemakzulan yang tidak berdasar, 

2. tetapi juga menyediakan jalur konstitusional untuk menindak presiden 

yang benar-benar melanggar hukum atau etika konstitusional. 

Dengan demikian, Pasal 7B terus menjadi bagian penting dari evolusi 

ketatanegaraan Indonesia yang sehat dan akuntabel. 
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Pengaturan mengenai kewenangan Presiden dan DPR dalam 

menyatakan perang, membuat perdamaian, serta mengesahkan perjanjian 

internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 

menempatkan hubungan luar negeri Indonesia dalam konstruksi 

konstitusional yang kompleks. Sebagai norma dasar, ketentuan tersebut 

tidak sekadar memuat prosedur formal, tetapi sekaligus memperlihatkan 

bagaimana negara mengatur distribusi kekuasaan antara cabang eksekutif 

dan legislatif dalam lingkungan global yang semakin cepat dan sarat risiko 

geopolitik. Meskipun konstitusi menegaskan bahwa tindakan luar negeri 

tertentu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR, praktik 

ketatanegaraan selama dua dekade terakhir memperlihatkan adanya 

ketegangan antara desain normatif dengan realitas praktik politik. 

Pertanyaan fundamental pun muncul: sejauh mana mekanisme checks and 

balances dalam Pasal 11 benar-benar bekerja dalam memastikan bahwa 

tindakan luar negeri presiden memperoleh legitimasi demokratis tanpa 

menghambat efektivitas kebijakan luar negeri negara? 

Isu ini menjadi semakin mendesak ketika ditinjau dari perspektif 

konstitusionalisme yang menuntut adanya pembatasan kekuasaan, 

akuntabilitas, serta keterbukaan dalam setiap tindakan negara yang 

berimplikasi strategis dan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, berbagai 

kasus mulai dari keterlibatan Indonesia dalam operasi perdamaian PBB, 

ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia–Singapura, hingga proses panjang 

perjanjian pertahanan seperti Lombok Treaty menunjukkan bahwa 

hubungan antara Presiden dan DPR tidak selalu bekerja secara ideal atau 

selaras dengan tujuan konstitusi. Ketidaksinkronan antara domain eksekutif 

dan legislatif dalam merumuskan atau mengesahkan perjanjian internasional 

memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas desain tata kelola 

hubungan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, penting untuk mengkaji 

apakah praktik selama ini telah sesuai dengan amanat konstitusi atau justru 

mengindikasikan perlunya reformulasi sistem agar mekanisme persetujuan 

DPR tidak menjadi hambatan, tetapi menjadi instrumen konstitusional yang 

memperkuat legitimasi tindakan luar negeri negara. 

 

Negara dan Keadaan Darurat 
Pemisahan kekuasaan dalam negara modern tidak hanya berbicara mengenai 

mekanisme distribusi kewenangan antara lembaga-lembaga konstitusional, 

tetapi juga menekankan prinsip esensial mengenai ketahanan pemerintahan 

(government continuity) ketika pejabat tertinggi negara berhalangan. Dalam 
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konteks ini, Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan artikulasi ontologis 

tentang bagaimana negara memahami keberlanjutan kekuasaan eksekutif 

sebagai jaminan keberlangsungan negara (continuity of state). Pemikiran 

Hans Kelsen (Hans Kelsen, 1945) mengenai the grundnorm dalam bukunya 

yang berjudul “General Theory of Law and State” memberi fondasi bahwa 

keberadaan norma tertinggi negara harus memastikan negara tidak berhenti 

berfungsi akibat absennya personifikasi jabatan tertinggi. Sementara itu, 

konsep state necessity dari Carl Schmitt (Carl Schmitt, 2005), meskipun sering 

dikritik karena membuka ruang otoritarianisme, menegaskan bahwa negara 

harus selalu memiliki figur yang legitim untuk menjalankan fungsi eksekutif 

demi mencegah kekacauan konstitusional. Ditambah lagi, pemikiran John 

Locke (John Locke, 1988) tentang executive prerogative meletakkan dasar 

bahwa kekuasaan eksekutif memerlukan ruang untuk bertindak dalam 

situasi darurat guna menjaga kehidupan politik, ekonomi, dan keamanan 

kolektif. 

Oleh karena itu, pelaksana tugas kepresidenan bukan sekadar masalah 

prosedural, tetapi merupakan konsekuensi eksistensial dari sifat negara 

sebagai organisasi kekuasaan yang harus terus hidup meski pejabatnya tidak 

dapat menjalankan kewajiban. Dalam kerangka ini, kehadiran tiga menteri—

Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan—sebagai 

pelaksana tugas bersifat bukan hanya administratif, tetapi juga sebuah 

manifestasi ontologis dari struktur negara hukum modern yang 

menyeimbangkan legitimasi konstitusional dan kebutuhan kontinuitas 

pemerintahan. Esensinya adalah bahwa negara tidak boleh vacuum of power; 

sebab kekosongan kekuasaan eksekutif akan mengancam keseluruhan 

struktur kenegaraan, termasuk jalannya pemerintahan, stabilitas ekonomi, 

keamanan nasional, dan posisi Indonesia di mata komunitas internasional. 

Argumentasi filosofis ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme 

suksesi sementara adalah inti dari eksistensi negara, bukan sekadar 

ketentuan teknis transisional. 

Pengaturan pelaksana tugas kepresidenan sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 mencerminkan nilai moral dan etis 

dalam menjaga kesinambungan negara melalui mekanisme yang bersifat 

kolektif dan terukur. Pendekatan ini dapat dibaca melalui kacamata John 

Rawls (John Rawls. 1997), yang menekankan justice as fairness, di mana 

institusi politik harus dirancang untuk memastikan stabilitas, keadilan, dan 

perlindungan bagi warga, terutama dalam kondisi risiko sistemik seperti 

vakum kepresidenan. Distribusi kewenangan kepada tiga menteri 

mencerminkan apa yang dalam teori Rawls dapat dipahami sebagai rational 
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choice under a veil of ignorance, di mana perumus konstitusi pasca-

amandemen mendesain mekanisme suksesi yang tidak bergantung pada 

figur, tetapi pada prinsip kelembagaan demi menghindari konsentrasi 

kekuasaan, potensi kudeta institusional, dan penyalahgunaan otoritas.  

Secara aksiologis, penunjukan Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Keuangan, dan Menteri Pertahanan mengandung nilai stabilitas internal 

(domestic governance), stabilitas fiskal (fiscal sovereignty), dan stabilitas 

pertahanan (national security). Hal ini mengingatkan kembali pada gagasan 

Alexander Hamilton (Alexander Hamilton, 2003) dalam The Federalist Papers 

No. 70, yang menekankan perlunya eksekutif yang kuat dan stabil untuk 

menjaga negara dari ancaman internal dan eksternal. Dengan demikian, 

pengaturan ini bukan hanya prosedural, melainkan menggambarkan 

moralitas publik bahwa nilai keberlangsungan pemerintahan, kepastian 

hukum, dan keamanan nasional adalah bagian integral dari prinsip keadilan 

konstitusional. Urgensinya semakin nyata dalam konteks Indonesia sebagai 

negara berkembang dengan kompleksitas multidimensi yang memerlukan 

kepemimpinan eksekutif yang adaptif namun tetap legitim secara 

konstitusional. 

 

Konteks pada Ketatanegaraan di Amerika Serikat 
Dalam sistem Amerika Serikat, teori suksesi presiden berakar pada kerangka 

Madisonian model of checks and balances di mana stabilitas pemerintahan 

harus dijaga melalui rule-bound succession yang telah dirumuskan dalam 

Article II U.S. Constitution dan 25th Amendment. Konstitusi AS menurut Leon 

P. Badarat (Leon P. Badarat, 1992) secara tegas menetapkan bahwa jika 

Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak 

mampu menjalankan tugas, maka jabatan Presiden secara langsung jatuh 

kepada Speaker of the House, bukan seorang menteri (Secretary). Hal ini 

kemudian diperkuat melalui Presidential Succession Act, yang menurut James 

Madison (James Madison, 2003) menempatkan jajaran kabinet (starting from 

the Secretary of State) setelah Ketua DPR dan Presiden Pro Tempore Senat.  

Dalam era Presiden Barack Obama, praktik relasi kekuasaan 

mencerminkan ketaatan pada prinsip bahwa cabinet members serve at the 

pleasure of the President, tanpa memiliki legitimasi formal untuk 

menggantikan Presiden kecuali sesuai ketentuan hukum suksesi. Obama 

menegaskan prinsip ini dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika 

menjalankan prosedur medis yang memerlukan pendelegasian kewenangan 

sementara kepada Wakil Presiden Joe Biden. Perbandingan ini penting untuk 

menunjukkan bahwa desain konstitusional setiap negara berbeda dalam 
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Penunjukan tiga menteri sebagai pelaksana tugas presiden tidak bersifat 

kebetulan, melainkan refleksi dari tiga pilar kedaulatan: stabilitas domestik, 

stabilitas fiskal, dan keamanan nasional. Mendagri memastikan fungsi 

pemerintahan daerah dan administrasi negara berjalan; Menkeu menjamin 

keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi; Menhan menjaga keamanan, 

pertahanan, dan kemampuan respons strategis negara. Namun, pertanyaan 

konstitusional muncul: apakah ketiganya setara atau terdapat hierarki 

fungsional? Secara teks UUD, ketiganya setara. Tetapi secara fungsional, 

Menhan dapat menjadi dominan dalam keadaan konflik eksternal, sementara 

Menkeu dominan dalam krisis ekonomi. Karena itu, diperlukan aturan teknis 

untuk menetapkan mekanisme koordinasi, batas kewenangan, bentuk 

keputusan kolektif, serta checks and balances terhadap potensi politisasi 

jabatan pelaksana tugas presiden. 

Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan instrumen penting untuk 

memastikan kesinambungan pemerintahan dalam keadaan luar biasa. 

Namun, ketiadaan pengaturan pelaksana mengancam efektivitas pasal 

tersebut. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan pembentukan Undang-

Undang atau Perpres tentang Pelaksanaan Pasal 8 ayat (3), mencakup: (a) 

struktur kerja kolegial tiga menteri; (b) mekanisme pengambilan keputusan; 

(c) batas kewenangan sebagai caretaker; (d) koordinasi dengan TNI, BI, OJK, 

dan pemerintah daerah; (e) protokol transisi menuju Presiden/Wakil 

Presiden definitif oleh MPR. Penguatan pengaturan suksesi sementara ini 

penting untuk meneguhkan sistem presidensial murni berbasis Rule of Law, 

mencegah power vacuum, dan memastikan Indonesia memiliki landasan 

hukum yang kuat untuk menghadapi situasi krisis tata negara di masa depan. 

Dengan demikian, Pasal 8 ayat (3) tidak hanya menjadi norma konstitusional, 

tetapi juga menjadi instrumen tata kelola pemerintahan yang resilient, 

demokratis, dan terukur secara hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelaksana Tugas Kepresidenan oleh Menteri 

 

408 Alip Dian Pratama 

Daftar Pustaka 
A. M. Fatwa, (2009). Potret Konstitusi Pasca Amandemen. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 

_____________, (2008). Satu Dasawarsa Reformasi: Antara Harapan dan 

Kenyataan. Jakarta: Harper Perennial. 5-10. 

Bruce Ackerman, (2000).  The New Separation of Powers. Harvard Law 

Review 113, no. 3. 

Carl Schmitt, (2005). Political Theology: Four Chapters on the Concept of 

Sovereignty, trans. George Schwab. Chicago: University of Chicago Press. 

H.R. Sri Soemantri, (2006). Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi. 

Bandung: Alumni. 

Alexander Hamilton, (2003). The Federalist Papers, No. 78, ed. Clinton 

Rossiter. New York: Signet. 

Hans Kelsen, (1945). General Theory of Law and State. Harvard University 

Press. 

James Madison, (2003). The Federalist Papers, No. 47, ed. Clinton Rossiter. 

New York: Signet. 

Jimly Asshiddiqie, (2005) Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran 

Kekuasaan dalam UUD 1945. Jakarta: FH UI Press. 

_______________, (2008). Hukum Tata Negara Darurat. Jakarta: Rajawali Pers. 

_______________, (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: 

Konstitusi Press. 

John D. Feerick, (1965). From failing hands: the story of presidential succession, 

New York: Fordham University Press. 

John Locke, (1998). Two Treatises of Government. Ed. Peter Laslett. 

Cambridge: Cambridge University Press. 283-284. 

John Rawls, (1997).  A Theory of Justice. Cambridge, Massachuset: Harvard 

UniversityPress. 

Julian E. Zelizer, (2018). Policy Revolution without a Political Transformation, 

link: https://assets.press.princeton.edu/chapters/s11266.pdf 

Leon P. Baradat, (1992). Understanding American Democracy, New York: 

HarperCollins Publishing. 

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988). Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia. Jakarta: Bina Aksara. 



Pelaksana Tugas Kepresidenan oleh Menteri 

 

409 Alip Dian Pratama 

N. W. Barber, (2018). The Principles of Constitutionalism. Oxford: Oxford 

University Press. 

Ni’matul Huda, (2011). Hukum Tata Negara Indonesia, edisi revisi. Jakarta: 

RajaGrafindo Persada. 

R. E. Elson, (2023). Suharto: Sebuah Biografi Politik, Jakarta: Buku Baca. 

Ronald Dworkin, (1986). Law's Empire. Harvard University Press. 

Saldi Isra, (2019). Sistem Pemerintahan Indonesia, Depok: Rajawali Pers. 

Tempo, (2015). Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia, Jakarta: Kepustakaan 

Populer Gramedia. 1-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelaksana Tugas Kepresidenan oleh Menteri 

 

410 Alip Dian Pratama 

PROFIL PENULIS  

Alip Dian Pratama, S.H., M.H.  

merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya yang aktif mengajar dan melakukan 

penelitian di bidang Hukum Tata Negara. Fokus 

pengajarannya mencakup mata kuliah Ilmu Negara, 

Hukum Parlemen, Sistem Politik Indonesia, Ilmu 

Perundang-Undangan, serta Pengantar Ilmu Politik. 

Selain peran akademiknya, ia dikenal sebagai peneliti 

dan pemikir yang produktif dalam isu-isu 

ketatanegaraan, demokrasi, dan dinamika politik kontemporer di Indonesia. 

Kontribusi intelektualnya tercermin melalui berbagai karya tulis, termasuk 

buku Ekokrasi, Hukum, dan Demokrasi (2025), Islam Bergerak: Arus Balik 

Otoritarianisme (2021), serta Gagasan Hukum dan Kenegaraan (2020). 

Ketiga karya tersebut menjadi rujukan dalam diskursus hukum dan politik, 

menegaskan posisinya sebagai akademisi yang organik. 

Alip Dian Pratama memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister 

Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tempat ia kini 

mengabdi sebagai pengajar dan peneliti. Ia berdomisili di Palembang, 

tepatnya di Jl. Macan Kumbang XIX A No. 23, Kecamatan Ilir Barat I, Kelurahan 

Demang Lebar Daun. Ia dapat dihubungi melalui Mobile: +62 813-7774-4651 

atau 

 

Email Penulis : alippratama@fh.unsri.ac.id  

 

 

 

 

 

mailto:alippratama@fh.unsri.ac.id


Keadaan Bahaya dan Kekuasaan Darurat 

 

411 Alip Dian Pratama 

 

 

 

 

 
 

BAB 16 
PERANG, PERDAMAIAN, 

DAN PERJANJIAN 
INTERNASIONAL: RELASI 
PRESIDEN DAN DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT 
DALAM URUSAN LUAR 

NEGERI 
 
 
 
 

Alip Dian Pratama, S.H., M.H. 

Universitas Sriwijaya 

 

 

 

 



Keadaan Bahaya dan Kekuasaan Darurat 

 

412 Alip Dian Pratama 

Relasi antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam urusan 

luar negeri merupakan salah satu dimensi penting dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang menegaskan prinsip checks and balances 

dalam kerangka presidensialisme pasca-Reformasi. Pasal 11 UUD NRI 1945 

secara eksplisit menempatkan urusan perang, perdamaian, dan perjanjian 

internasional sebagai bidang yang tidak dapat dijalankan secara unilateral 

oleh Presiden, tetapi harus memperoleh persetujuan DPR sebagai 

representasi kedaulatan rakyat (Jimly Asshiddiqie, 2005). Pengaturan ini 

menunjukkan bahwa pembuat konstitusi menilai kebijakan luar negeri—

terutama yang menyangkut komitmen negara di tingkat internasional—

harus mendapatkan legitimasi politik dan konstitusional yang bersifat ganda, 

yakni executive legitimacy dari Presiden sebagai kepala negara sekaligus 

kepala pemerintahan, serta democratic legitimacy dari DPR sebagai 

pemegang mandat rakyat (Saldi Isra, 2010). Dengan demikian, Pasal 11 

bukan sekadar norma prosedural, tetapi mekanisme fundamental yang 

mencegah sentralisasi kekuasaan eksekutif sebagaimana pernah terjadi pada 

masa sebelum amandemen konstitusi. 

Lebih jauh, rekonstruksi kewenangan Presiden dan DPR dalam Pasal 11 

menunjukkan pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia dari 

executive-heavy foreign policy ke model shared authority yang menuntut 

kolaborasi institusional. Dalam konteks perang dan perdamaian, persetujuan 

DPR berfungsi sebagai perangkat konstitusional untuk menghindari 

keputusan sepihak yang berpotensi membawa negara pada konflik 

bersenjata tanpa kontrol demokratis (Miriam Budiardjo, 2008). Sementara 

itu, dalam perjanjian internasional, kewajiban memperoleh persetujuan 

DPR—khususnya bagi perjanjian yang berdampak luas atau membebani 

keuangan negara—mewujudkan prinsip bahwa komitmen internasional 

harus sejalan dengan kepentingan nasional dan akuntabilitas domestik 

(Hikmahanto Juwana, 2007). Dengan demikian, relasi Presiden dan DPR 

dalam urusan luar negeri mencerminkan desain konstitusi yang tidak hanya 

mengatur pembagian kewenangan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan 

luar negeri Indonesia berada dalam kerangka negara hukum yang 

demokratis. 

 

Konstruksi Hukum 
Kewenangan Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, dan 

mengadakan perjanjian internasional bersumber langsung dari konstruksi 

konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 UUD NRI 1945. 

Ketentuan tersebut memposisikan presiden sebagai executive authority yang 
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memegang mandat konstitusional untuk bertindak dalam bidang hubungan 

luar negeri, namun dengan syarat persetujuan DPR sebagai wujud checks and 

balances dalam sistem presidensial Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2005). 

Pasal 11 ayat (1) dan (2) membentuk fondasi bahwa urusan luar negeri yang 

mengandung konsekuensi strategis nasional tidak dapat dikerjakan secara 

unilateral oleh Presiden. Dengan demikian, legitimasi tindakan Presiden di 

bidang peperangan, perdamaian, dan perjanjian internasional bersifat ganda: 

mandat konstitusional Presiden dan otorisasi politik-legislatif dari DPR. 

Konstruk ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pasca-

amandemen tidak lagi bertumpu pada dominasi eksekutif, melainkan pada 

mekanisme kolaboratif yang memastikan akuntabilitas dan transparansi 

dalam keputusan strategis negara. 

Landasan konstitusional tersebut dipertegas oleh kerangka perundang-

undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional yang mengatur prosedur perundingan, 

penandatanganan, pengesahan (ratifikasi), hingga pelaksanaan perjanjian 

internasional. UU ini menegaskan bahwa perjanjian yang berdampak luas 

dan mendasar, yang berhubungan dengan masalah politik, pertahanan, 

keamanan, atau yang membebani keuangan negara, wajib mendapatkan 

persetujuan DPR sebelum diratifikasi oleh Presiden (Sefriani, 2016). Dalam 

konteks perang dan perdamaian, kewenangan presiden terikat pula oleh 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang 

menyatakan bahwa pengerahan kekuatan militer dalam rangka operasi 

militer perang harus melalui persetujuan politik DPR (Saldi Isra, 2013). 

Dengan demikian, sistem hukum nasional menegaskan bahwa kewenangan 

presiden bukanlah absolute prerogative, tetapi kewenangan yang dibatasi, 

diawasi, dan diprosedurkan melalui norma legislatif. 

Selain UUD dan undang-undang, perangkat regulasi di bawahnya juga 

memperkuat struktur kewenangan presiden. Didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur 

lebih lanjut dalam Permendagri No. 25 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri, mengatur batas 

kewenangan aktor sub-nasional agar tidak melampaui kewenangan Presiden 

sebagai pemegang otoritas hubungan luar negeri (Ni'matul Huda, 2020). 

Sementara itu, Peraturan Presiden khususnya peraturan terkait prosedur 

ratifikasi perjanjian, pembentukan tim perunding, dan tata kelola kebijakan 

luar negeri berfungsi mengoperasionalkan kewenangan Presiden dalam 

kerangka administratif yang terukur. Salah satu instrumen penting adalah 

Peraturan Presiden tentang Tata Cara Perundingan dan Penandatanganan 
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sehingga menimbulkan perdebatan antara eksekutif dan legislatif mengenai 

batas kewenangan masing-masing. Misalnya, menurut Sefriani (Sefriani, 

2016), perdebatan mengenai apakah Comprehensive Economic Partnership 

Agreements (CEPA) harus diratifikasi dengan undang-undang atau cukup 

dengan Peraturan Presiden menunjukkan adanya kekosongan norma. 

Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme yang 

mensyaratkan kejelasan dan keteraturan dalam pembatasan kekuasaan 

negara. Tanpa standar yang pasti, kewenangan presiden dapat dianggap 

melampaui batas atau DPR dapat dinilai menghambat diplomasi negara. 

Selain itu, hambatan juga terlihat pada kurangnya koordinasi birokratis 

dalam perumusan perjanjian internasional. Presiden sebagai chief diplomat 

sering bergantung pada kementerian teknis untuk merundingkan klausul 

perjanjian, sementara DPR baru terlibat pada tahap pengesahan. Hal ini 

menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara ruang lingkup teknis 

perjanjian dan evaluasi politik DPR. Contohnya, menurut Damos Dumoli 

Agusman (Damos Dumoli Agusman, 2016) dalam pembahasan Lombok 

Treaty (2006), DPR sempat menunda persetujuan karena memerlukan 

klarifikasi mengenai implikasi pertahanan dan keamanan, sementara 

eksekutif telah lebih dulu menyetujui isi perjanjian dengan Australia. Dari 

sudut konstitusionalisme, ketidaksinkronan ini menunjukkan tidak 

optimalnya checks and balances karena DPR tidak terlibat sejak tahap 

negosiasi awal, melainkan hanya pada tahap ratifikasi akhir. 

Untuk memperbaiki hambatan tersebut, diperlukan reformasi sistem 

melalui beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah dan DPR perlu 

membentuk Undang-Undang Perjanjian Internasional yang baru yang 

menggantikan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, 

dengan memperjelas kategori perjanjian yang wajib mendapat persetujuan 

DPR, termasuk perjanjian ekonomi strategis seperti RCEP (Regional 

Comprehensive Economic Partnership) atau CEPA. Kedua, diperlukan 

mekanisme konsultasi awal (early parliamentary involvement) sebelum 

perjanjian internasional ditandatangani, sebagaimana dipraktikkan di Uni 

Eropa dan Australia, agar DPR tidak hanya menjadi lembaga yang menyetujui, 

tetapi juga ikut mengarahkan substansi perjanjian. Ketiga, Presiden dan DPR 

perlu menyusun protokol krisis konstitusional terkait mekanisme 

menyatakan perang atau perdamaian, sehingga Pasal 11 tidak hanya menjadi 

norma deklaratif, tetapi dapat berfungsi secara operasional. Dengan langkah 

tersebut, sistem perjanjian internasional Indonesia akan lebih selaras dengan 

asas konstitusionalisme dan prinsip negara hukum demokratis. 
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Pendahuluan 
Dalam studi ketatanegaraan modern, keberadaan mekanisme keadaan 

darurat merupakan elemen fundamental dalam desain konstitusi yang 

dirancang untuk memastikan keberlangsungan fungsi negara ketika 

dihadapkan pada situasi yang tidak dapat ditangani melalui prosedur hukum 

biasa. Negara pada hakikatnya tidak hanya beroperasi dalam kondisi normal, 

tetapi juga harus dapat merespons keadaan luar biasa, seperti konflik 

internal, terorisme, bencana alam skala besar, krisis kesehatan publik, 

maupun instabilitas politik yang mengancam integritas nasional. Dalam 

kondisi demikian, instrumen hukum dan tata kelola pemerintahan yang 

berlaku pada masa normal sering kali tidak cukup memadai untuk 

memberikan respons yang cepat, efektif, dan terkoordinasi (Ferejohn and 

Pasquino 2004). Oleh karena itu, sistem konstitusional yang modern 

menyediakan mekanisme keadaan darurat yang menempatkan eksekutif 

sebagai aktor dengan kewenangan khusus untuk menjaga stabilitas negara. 

Dalam konteks Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

memberikan fondasi konstitusional bagi presiden sebagai pemegang 

kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tindakan luar biasa dalam 

menghadapi keadaan darurat. Pasal 12 UUD 1945 memberikan kewenangan 

kepada Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya, sedangkan Pasal 22 

UUD 1945 membuka ruang penggunaan peraturan pemerintah pengganti 

undang-undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua 

ketentuan tersebut mencerminkan prinsip bahwa dalam situasi tertentu, 

presiden memerlukan fleksibilitas normatif untuk mengambil keputusan 

cepat demi menjamin keselamatan rakyat dan keutuhan negara. 

Kerangka teoretis mengenai perlunya pemberian kewenangan darurat 

kepada presiden dapat ditelusuri dari berbagai pendekatan pemikiran. 

Pertama, State of Exception Theory yang dikemukakan Carl Schmitt 

menekankan bahwa dalam keadaan yang mengancam eksistensi negara, 

pemegang kedaulatan harus memiliki kemampuan untuk bertindak di luar 

batasan hukum positif demi mempertahankan keberlangsungan negara itu 

sendiri. (Schmitt 2005) Kedua, teori Strong Executive menggarisbawahi 

bahwa eksekutif merupakan organ yang paling mampu memberikan respons 

cepat terhadap keadaan krisis karena sifat kelembagaan yang sentral dan 

operasional (Ackerman 2006). Ketiga, teori Constitutional Dictatorship yang 

dikembangkan oleh Clinton Rossiter menegaskan bahwa dalam sistem 

demokrasi, pemberian kewenangan luar biasa kepada eksekutif dapat 

dibenarkan sepanjang mekanisme tersebut bersifat sementara, legal, dan 

tetap berada dalam pengawasan organ konstitusional lainnya. (Rossiter 

1948) 
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Meskipun berbagai teori tersebut menekankan kebutuhan atas 

kewenangan yang luas bagi presiden dalam keadaan darurat, sejarah 

ketatanegaraan menunjukkan bahwa konsentrasi kekuasaan semacam itu 

rentan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), 

kecenderungan otoritarianisme, serta pelanggaran hak asasi manusia. 

Pengalaman global memperlihatkan bahwa keadaan darurat kerap dijadikan 

legitimasi untuk membatasi kebebasan sipil secara berlebihan atau 

mengabaikan prinsip negara hukum (Gross and Ní Aoláin 2006). Oleh sebab 

itu, pemberian kewenangan darurat harus selalu diimbangi dengan 

pembatasan konstitusional yang ketat dan mekanisme pengawasan yang 

efektif. 

Dalam kerangka hukum Indonesia, prinsip negara hukum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta pengakuan dan perlindungan 

hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945, membentuk landasan normatif 

bahwa tindakan presiden dalam keadaan darurat tetap harus tunduk pada 

prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pengaturan mengenai 

keadaan darurat dengan demikian tidak hanya dirancang untuk memberi 

kapasitas responsif kepada eksekutif, tetapi juga untuk mencegah terjadinya 

tindakan yang sewenang-wenang serta memastikan bahwa pembatasan 

kebebasan yang dilakukan selama masa darurat tetap berada dalam batas-

batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. 

Dengan demikian, kajian mengenai kekuasaan presiden dalam keadaan 

darurat memiliki urgensi akademik dan praksis yang tinggi. Analisis terhadap 

konsep, landasan normatif, batasan kewenangan, mekanisme checks and 

balances, serta implikasinya terhadap penghormatan hak asasi manusia, 

menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme keadaan darurat 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat berjalan secara efektif namun 

tetap konsisten dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. 

 

Kekuasaan Presiden dalam Studi Hukum Tata Negara 

Darurat Indonesia 
Kekuasaan Presiden dalam studi Hukum Tata Negara Darurat Indonesia 

menempati posisi sentral dalam memahami bagaimana konstitusi 

menyediakan mekanisme responsif terhadap keadaan luar biasa yang 

mengancam stabilitas negara. Dalam situasi darurat, presiden tidak hanya 

menjalankan kewenangan eksekutif sebagaimana berlaku pada masa normal, 

tetapi juga memperoleh mandat konstitusional untuk menggunakan 

kewenangan khusus yang bersifat luar biasa guna menjamin keselamatan 

rakyat dan keberlangsungan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 
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militernya menjadi kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Kedua, 

adanya perbedaan prinsipil antara rujukan Keppres tersebut, yang 

terdiri atas Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 

dengan perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945, Undang-

undang No 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, serta Undang-

undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI. Perbedaan-

perbedaan ini sulit untuk saling mendukung ketiga instrumen yang 

menjadi dasar tersebut diimplementasikan secara bersama sebagai 

dasar penerapan status Darurat Militer, karena kandungan konflik 

kepentingan, tafsir, dan tindakan. (KontraS 2006) Adapun pertentangan 

tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut ini (KontraS 2006; 

Sihombing 1996). 

 

Tabel 17.2 Pertentangan-pertentangan prinsipil dari instrumen 

yang menjadis acuan Penerapan Darurat Militer/Sipil di Aceh 

 
Amandemen 
IV UUD NRI 

1945 

UU 
23/Prp/1959 

UU 2/2002 

Dasar 
Hukum 

TAP MPR No 
X/1999 
Tentang 
Penugasan 
Badan Pekerja 
MPR untuk 
melanjutkan 
perubahan 
UUD ‘45 

Undang-undang 
Dasar 1945 
sebelum 
diamandemen 

UUD ’45 setelah 
diamandemen Tap MPR 
No VI/2000 Tentang 
Pemisahan TNI dan Polri, 
Tap MPR No VII/2000 
Tentang Peran TNI dan 
Peran Polri 

Konteks 
Politik 

Reformasi dan 
Transisi 
Politik. 

Pertikaian politik 
antara kabinet 
dan para politisi 
sipil dengan 
militer yang 
merasa berjasa 
dalam perang 
kemerdekaan 
dan ketidak 
percayaan pada 
otoritas sipil 
yang 
memerintah, 
munculnya 
pemberontakan 
militer dimana-
mana pada 
tahun-tahun 
sebelumnya. 

Desakan publik akan 
pemisahan TNI dan Polri 
karena perbedaan peran 
dan fungsi masing-
masing, cita-cita 
mewujudkan polisi yang 
bersifat sipil, dan 
profesional dalam 
memelihara keamanan 
dalam negeri. 
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Substansi Presiden 
menyatakan 
keadaan 
bahaya 
dengan 
syarat-syarat 
yang 
ditetapkan 
undang-
undang (pasal 
12). Bab X A 
Tentang Hak 
Asasi Manusia 
yang 
menyatakan 
jaminan 
pemenuhan 
atas hak hak 
yang tidak 
bisa dikurangi 
dalam kondisi 
apapun. 

Struktur 
pemerintahan 
darurat 
militer/sipil, 
presiden sebagai 
penguasa 
Darurat Militer 
Pusat Hak dan 
wewenang 
penguasa 
darurat 
militer/sipil 
yang sangat luas 
sehingga 
mengancam 
kebebasan sipil. 
Penggunaan cara 
kekerasan untuk 
menormalkan 
keadaan, serta 
memaksa si 
pelanggar untuk 
membayar biaya 
atas tindakan 
yang diambil 
penguasa (pasal 
46) 
Seluruh atau 
sebagian 
peraturan-
peraturan/ 
tindakan-
tindakan 
Penguasa 
Darurat 
Militer/Sipil 
Daerah dapat 
berlaku terus 
selama-lamanya 
enam bulan 
sesudah 
penghapusan 
keadaan darurat 
militer. 

Tugas Pokok Kepolisian: 
a) Memelihara 

keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat; 

b) Menegakkan 
hukum; 

c) Memberikan 
perlindungan, 
pengayoman, dan 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Kontradiksi Memberikan 
keleluasaan 
berdasarkan 
prinsip-
prinsip HAM 
Memberikan 

Memberikan 
keterbatasan 
dengan dasar 
darurat militer/ 
sipil Segala 
bentuk 
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ruang bagi 
parlemen 
untuk 
menjalankan 
fungsi kontrol 
terhadap 
eksekutif 

keputusan dan 
evaluasi terpusat 
pada presiden 
pada tingkat 
pusat dan 
penguasa 
darurat militer 
daerah di 
wilayah. 

Sumber: Laporan KontraS 2006 (KontraS 2006) 

 

Selanjutnya pada tahun 2004, Megawati memutuskan untuk 

menurunkan status darurat militer menjadi darurat sipil, dan 

diberlakukan secara efektif pada tanggal 19 Mei 2004. Meskipun 

demikian, dalam implementasinya tidak menghapuskan seluruh 

kegiatan dan operasi militer di Aceh. Dalam lingkup waktu lebih dari 14 

tahun terakhir, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi 

Aceh, bahkan tidak terhitung banyaknya, dan tergolong sebagai 

pelanggaran HAM berat (extraordinary crimes) dan bukan hanya sekadar 

pidana biasa. (Arinanto 2008) 

Hal ini sebagaimana mencoba kembali menggali mengenai apa yang 

dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu, di mana berat tersebut 

mengacu kepada tiga hal yang bersifat akumulatif, yakni: pertama, 

menunjuk pada seriusnya perbuatan atau tindakan; kedua, akibat yang 

ditimbulkan; serta ketiga, jumlah korban. Pembedaan hak antara hak 

derogable dan non-derogable juga menjadi penting untuk melihat serius 

atau tidaknya pelanggaran yang terjadi. (Marzuki 2011) 

Catatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh 

menyebutkan bahwa dalam periode tahun 2001 warna kekerasan masih 

mengental di daerah Aceh, dan tercatat tidak kurang dari 2.325 kasus 

aksi kekerasan terhadap kemanusiaan yang terjadi. Kasus-kasus 

kekerasan tersebut meliputi 1000 kasus pembunuhan, 683 kasus 

penyiksaan, 107 kasus penghilangan orang secara paksa, dan 535 kasus 

penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. (Arinanto 2008) 

Sekalipun operasi yang dilakukan negara berdasarkan atas penetapan 

keadaan darurat, namun praktik di lapangan jelas melanggar asas-asas 

hukum tata negara darurat, khususnya asas legalitas, asas 

proporsionalitas, asas intangibility, dan asas pengawasan. 

Pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Aceh bukan 

hanya isapan jempol belaka seperti dikemukakan oleh pengamat, 

melainkan memperoleh pengakuan dari pemerintah dan aparat 

keamanan yang pernah bertugas dalam berbagai operasi di Aceh. Sampai 
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Pendahuluan 
Perubahan UUD 1945 pada periode Reformasi menandai titik balik penting 

dalam pembentukan ulang struktur kekuasaan negara. Amandemen tersebut 

tidak sekadar menata ulang hubungan antar lembaga, tetapi juga 

mengokohkan pilihan Indonesia pada model presidensialisme yang lebih 

tegas dan terkontrol. Dalam kerangka teoretik yang berkembang sejak Linz, 

Cheibub, hingga Lijphart, presidensialisme dipahami sebagai sistem yang 

menempatkan presiden pada posisi strategis sebagai pemegang kekuasaan 

eksekutif dengan masa jabatan tetap dan legitimasi elektoral langsung. 

Namun, para pemikir tersebut juga mengingatkan bahwa presidensialisme 

memerlukan mekanisme keseimbangan agar tidak berkembang menjadi 

pemerintahan yang terlalu terkonsentrasi pada satu figur (Lijphart, 1984; 

Linz et al., 2001). 

Gagasan pembatasan kekuasaan ini merupakan bagian dari tradisi 

konstitusionalisme modern. Pemikiran Dicey dan Fuller menekankan bahwa 

kekuasaan negara harus dibatasi oleh prinsip-prinsip yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum (Fuller, 1969; Dicey, 1971). 

Di sisi lain, para filsuf konstitusi seperti Barber dan Waldron menegaskan 

bahwa konstitusi bukan sekadar kumpulan norma, tetapi suatu tatanan yang 

menjamin pertanggungjawaban, rasionalitas, dan kendali terhadap 

kekuasaan publik. Dalam konteks ini, kewenangan Presiden Indonesia untuk 

memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi bukan hanya isu 

administratif, melainkan bagian dari diskursus mendasar tentang batas-

batas kekuasaan eksekutif dalam negara hukum demokratis. 

Pengalaman sejarah Indonesia turut memperkuat urgensi pembatasan 

tersebut. Pada masa Orde Baru, kekuasaan presiden yang nyaris tak 

terkendali memperlihatkan risiko konsentrasi kekuasaan tanpa mekanisme 

pengawasan efektif (Moh. Mahfud M.D., 2020). Reformasi kemudian 

mengoreksi ketidakseimbangan itu dengan empat tahap amendemen UUD 

1945 yang mengatur ulang relasi antar cabang kekuasaan. Penataan ini 

terlihat jelas dalam mekanisme pemberian grasi, yang kini mensyaratkan 

pertimbangan Mahkamah Agung, serta amnesti dan abolisi yang 

membutuhkan persetujuan DPR (Asshiddiqie, 2010; Isra, 2010). Ketentuan 

ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menghindari pola delegative 

democracy sebagaimana dikritik O’Donnell, dengan memperkuat batasan 

konstitusional terhadap kekuasaan eksekutif (O’Donell, 1994). 

Pengaturan tersebut sejalan dengan kecenderungan global. Studi 

perbandingan menunjukkan bahwa banyak negara membatasi kewenangan 

presiden dalam memberikan tindakan pemaafan. Di Prancis, amnesti hanya 
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dapat ditetapkan melalui undang-undang (Bell, 2001). Di Filipina, amnesti 

memerlukan persetujuan Kongres (De Leon, 2014). Analisis komparatif 

Boehm dan Love juga memperlihatkan bahwa kewenangan executive 

clemency di banyak negara ditempatkan dalam suatu kerangka akuntabilitas, 

baik melalui pengawasan legislatif, keterlibatan lembaga yudisial, maupun 

kontrol politik oleh publik. Bahkan dalam bukunya The Federalist Papers, 

Hamilton menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan pardon 

agar tidak merusak legitimasi negara (Hamilton, A., Madison, and Jay, 2003). 

Sejumlah kajian modern, seperti Grossman dan Schleicher, juga 

menggarisbawahi bahwa kewenangan pengampunan yang luas harus 

disertai mekanisme pertanggungjawaban politik. 

Dengan demikian, kewenangan Presiden Indonesia untuk memberikan 

grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi harus dipahami sebagai bagian dari 

desain besar membangun presidensialisme yang demokratis dan 

konstitusional. Perubahan pengaturan setelah reformasi menunjukkan 

bahwa Indonesia tidak hanya memperbaiki struktur kekuasaan, tetapi juga 

berupaya merawat nilai konstitusionalisme yang menuntut pembatasan, 

pengawasan, dan akuntabilitas terhadap tindakan eksekutif. Kajian terhadap 

kewenangan ini tidak hanya penting untuk memahami ruang gerak presiden, 

tetapi juga untuk melihat sejauh mana sistem ketatanegaraan Indonesia 

mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan, 

perlindungan hak warga negara, dan tegaknya prinsip negara hukum. 

 

Perimbangan Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi, 

Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi 
Pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi merupakan kewenangan 

strategis Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sekaligus 

menuntut mekanisme pengawasan agar tidak disalahgunakan. Menurut 

James Madison, konsentrasi kekuasaan pada satu cabang pemerintahan 

berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, sehingga perlu adanya 

mekanisme pengawasan dan perimbangan oleh lembaga lain. Pendekatan 

Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan menegaskan bahwa setiap 

cabang negara harus saling mengawasi demi terciptanya keseimbangan 

pemerintahan. (Sunarto, 2016) 

Dalam konteks Indonesia, Bagir Manan menekankan bahwa kekuasaan 

eksekutif harus dikontrol secara horizontal agar prinsip konstitusionalisme 

dapat dijalankan (Manan, 2006, 2023), sementara Mahfud MD menegaskan 

bahwa keterlibatan DPR dan Mahkamah Agung dalam mekanisme 

pengampunan negara merupakan wujud check and balances, yang 
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memastikan keputusan pengampunan tidak hanya sah secara hukum tetapi 

juga memiliki legitimasi demokratis (Moh. Mahfud M.D., 2012). Subbab ini 

akan mengulas bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan 

dalam praktik pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi, serta 

bagaimana peran lembaga lain menyeimbangkan kekuasaan presiden agar 

tidak terjadi penyalahgunaan. 

1. Sentralisme Kekuasaan Presiden: Latar Belakang Perubahan 

Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 Pascaperubahan 

Sejak awal kemerdekaan, konstruksi kekuasaan presiden di Indonesia 

telah menunjukkan karakter sentralistik, yang kemudian menjadi 

persoalan sistemik dalam praktik ketatanegaraan. UUD 1945 awalnya 

dirancang dengan konsep negara integralistik yang diperkenalkan 

Soepomo, menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus 

kepala pemerintahan dengan legitimasi luas untuk menentukan arah 

kebijakan nasional. Konsekuensinya, praktik pemerintahan menjadi 

executive heavy, di mana presiden memegang hampir seluruh otoritas 

dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam bidang 

legislatif, yudikatif, dan administrasi (Asshiddiqie, 2018; Hadji, K., Anjani 

et al., 2024). 

Fenomena ini terlihat jelas pada era Demokrasi Terpimpin (1959–

1966) di bawah Presiden Soekarno. Melalui Dekrit 5 Juli 1959, Presiden 

menafsirkan UUD 1945 secara luas untuk memperkuat otoritas 

eksekutif. DPR dan Mahkamah Agung, meski ada secara formal, memiliki 

fungsi yang terbatas sebagai lembaga pelengkap, sehingga mekanisme 

check and balances tidak berjalan efektif. Kebijakan strategis negara, 

termasuk ekonomi, politik luar negeri, dan pengangkatan pejabat tinggi 

negara, dikuasai sepenuhnya oleh presiden. Bahkan dalam pemberian 

grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi, eksekutif bertindak sebagai 

otoritas tunggal, sementara peran pengawasan lembaga lain hanya 

bersifat formal (Hoesein, 2020). 

Praktik serupa terjadi pada era Orde Baru (1966–1998) di bawah 

Presiden Soeharto. Struktur politik yang sangat terpusat menempatkan 

presiden sebagai pengendali utama negara, didukung oleh birokrasi yang 

kuat dan pengawasan legislatif yang minimal. DPR lebih banyak berperan 

sebagai legitimasi kebijakan eksekutif daripada pengawas independen, 

sedangkan Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif lainnya memiliki 

kapasitas terbatas untuk menahan penyalahgunaan kekuasaan. 

Dominasi eksekutif ini mencerminkan absolutisme konstitusional dan 

memperkuat kesan bahwa sentralisme kekuasaan presiden merupakan 

masalah struktural yang berakar pada desain awal UUD 1945 (Sunarto, 

2016). 
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pada masa orde baru dan beberapa pembebasan terhadap aktivis HAM 

yang pro-demokrasi di awal transisi politik pasca reformasi. (Maulidyna, 

2020) 

Walaupun demikian, Bagir Manan mengkritik bahwa sesungguhnya 

menempatkan amnesti dan abolisi hanya terbatas kepada kejahatan 

politik merupakan hal yang keliru, dikarenakan amnesti dan abolisi 

dewasa ini tidak selalu terkait tindak pidana politik. (Manan, 2006) Kritik 

Bagir Manan terbukti ketika tren terhadap kejahatan politik mulai 

berangsur-angsur menurun sejalan dengan situasi politik yang stabil dan 

penggunaan instrumen demokrasi yang lebih matang. Dalam konteks 

Indonesia pasca reformasi, setidaknya ada beberapa kasus yang telah 

mematahkan argument mengenai karakterisasi amnesti dan abolisi yang 

selalu dikaitkan dengan kejahatan politik. Misalnya seperti pemberian 

Amnesti kepada Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo melalui Keppres 

No. 24 Tahun 2019. Namun begitu, Bivtri Susanti merespon pemberian 

amnesti ini sebagai bentuk kepentingan politik yang progresif. 

(Maulidyna, 2020) Oleh karena itu, aspek politis dalam pemberian 

amnesti dan abolisi tidak bias dipahami pada kejahatan politik saja, 

namun juga memandang aspek sosiologis yang mempertimbangkan 

kepentingan keadilan masyarakat yang jauh lebih luas. Sehingga DPR 

adalah lembaga yang paling memungkinkan melaksanakan hal tersebut; 

selain dari aspek konstitusional, memang menjadi kewenangan DPR. 

Sekalipun pelaksanaan amnesti dan abolisi dapat diarahkan pada 

kepentingan yang lebih baik berdasarkan konsep hukum progresif, 

kelemahan terhadap pemberian legitimasi yuridis kepada proses yang 

secara objektif dipandang dominan sarat akan kepentingan politik secara 

perlahan telah dibuktikan dan menjadi masalah krusial yang justru 

kontraproduktif dengan esensi negara hukum yang demokratis. 

Penggunaan amnesti dan abolisi ini bahkan menjadi kian berbahaya 

dikarenakan dapat menjadi alat kekuasaan politik untuk Presiden dan 

DPR dalam pelaksanaan pemerintahan. Kita dapat mempelajari 

dinamikanya melalui pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo 

Subianto yang diberikan kepada Thomas Lembong, atau sering disebut 

Tom Lembong, dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto. Kedua-duanya 

adalah tersangka untuk kasus korupsi yang dianggap sebagai kejahatan 

extraordinary crime. Tidak lama berselang, konstelasi politik parlemen 

berubah, di mana PDIP yang dianggap berseberangan dengan koalisi 

pemerintahan perlahan mulai mendekat dan melemahkan bangunan 

oposisi pemerintahan yang dianggap sebagai pilar penting dalam 
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menjaga sistem check and balances dalam sistem pemerintahan. Terlepas 

dari segala kecurigaan tersebut, secara instrumental, pelaksanaan 

kewenangan DPR dalam mengimbangi kekuasaan presiden untuk 

memberikan amnesti dan abolisi perlu diformulasikan ulang, khususnya 

untuk mencegah dominasi politik praksis yang melekat dalam proses 

pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia.  
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Kekuasaan Presiden dalam membuat Perppu 
Indonesia yang menganut sistem presidensial memberikan kewenangan 

Presiden tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala 

pemerintahan. Konsep pembagian kekuasaan memasukkan presiden sebagai 

kekuasaan eksekutif, yang memiliki arti bahwa presiden memiliki 

kewenangan melaksanakan pemerintahan (Prayitno, Ilmu, and Universitas 

2020). Hal ini berarti bahwa utusan presiden lebih banyak berkaitan dengan 

urusan-urusan rumah tangga negara dengan presiden yang mengepalai 

urusan tersebut.  

Pada prinsipnya, apabila merujuk pada konsep trias politica yang murni, 

kewenangan Presiden (atau lembaga kepresidenan) seharusnya terbatas 

pada fungsi pelaksanaan undang-undang, karena cabang eksekutif memang 

dipahami sebagai pelaksana hukum. Namun, perkembangan teori pembagian 

kekuasaan menunjukkan adanya pergeseran melalui penguatan konsep 

checks and balances. Perkembangan ini pada akhirnya membuat praktik trias 

politica di berbagai negara menjadi lebih lentur dan tidak lagi bersifat kaku. 

Dengan adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi 

tersebut, presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tetap dapat 

menjalankan kewenangan lain, termasuk berperan dalam proses 

pembentukan undang-undang fungsi yang pada dasarnya merupakan ranah 

lembaga legislatif sebagai aktor utama dalam pembuatan undang-undang. 

Model trias politica yang mengadopsi prinsip checks and balances ini lebih 

dikenal sebagai distribution of power atau pembagian kekuasaan, yang 

berlawanan dengan konsep separation of powers atau pemisahan kekuasaan 

secara tegas dalam bentuk trias politica yang kaku.  

Selain memegang kekuasaan dalam bidang eksekutif, presiden juga 

memiliki kekuasaan dalam bidang peraturan perundang-undangan, yakni 

membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau yang 

sering disebut dengan Perppu. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, 

Presiden tentu harus mempertimbangkan langkah-langkah rasional untuk 

memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi 

tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan. Dengan kata lain, dalam 

proses pembentukan Perppu, berbagai pertimbangan tambahan akan turut 

memengaruhi keputusan Presiden dalam menetapkan Perppu tersebut. 

Secara aturannya dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

(yang selanjutnya disebut UUD 1945) pembentukan Perppu dengan 

pembatasan kewenangan “Hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Hal ini 

menimbulkan banyak perdebatan mengenai karakteristik genting yang 

memaksa, seperti apakah yang memperbolehkan presiden untuk membentuk 

sebuah Perppu, yang diartikan hal ini sangatlah bersifat subjektif.  
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Konsep “Ihwal kegentingan yang memaksa” dalam Putusan 

MK Nomor 138/PUU-VII/2009 
Konsep “hal ihwal kegentingan yang memaksa” pada awalnya bersumber dari 

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang memberi Presiden kewenangan 

menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) saat 

terjadi keadaan genting. Pada masa awal kemerdekaan, frasa tersebut tidak 

dilengkapi dengan batasan operasional, sehingga dianggap sebagai 

kewenangan yang sangat luas. Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

eksekutif memiliki ruang yang relatif bebas untuk menentukan kapan sebuah 

keadaan dapat disebut genting. Ini membuat konsep tersebut awalnya lebih 

mengarah pada penilaian subjektif. 

Dalam praktik ketatanegaraan masa itu, kondisi politik yang belum 

stabil, konflik internal, serta pergolakan daerah membuat konsep 

kegentingan sering dijadikan dasar untuk mengambil tindakan cepat. Perppu 

dipandang sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan hukum di tengah 

situasi yang berubah cepat. Karena tidak adanya standar objektif, keputusan 

presiden dalam menerbitkan Perppu jarang dipersoalkan secara hukum. Hal 

ini menunjukkan bahwa konsep kegentingan memaksa menjadi produk dari 

kebutuhan praktis, bukan kerangka teoretis yang matang. 

Ketika memasuki masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, konsep 

tersebut masih tetap berada dalam wilayah diskresi presiden. Dalam masa-

masa tersebut, kontrol legislatif terhadap eksekutif sangat terbatas, sehingga 

penerbitan Perppu lebih banyak dipandang sebagai langkah politik daripada 

instrumen konstitusional yang ketat. Kondisi ini membuat penggunaan 

Perppu seringkali tidak mencerminkan keadaan yang benar-benar genting, 

tetapi lebih merupakan bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan 

pemerintah. Secara tidak langsung hal ini memperlebar jarak antara teori 

pemisahan kekuasaan yang ideal dengan praktik konstitusional yang 

berjalan. 

Namun, memasuki era Reformasi, tuntutan transparansi, akuntabilitas, 

dan keseimbangan kekuasaan mulai menguat. Desakan untuk menafsirkan 

kembali konsep kegentingan memaksa semakin besar karena kekhawatiran 

bahwa kewenangan tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang. 

Reformasi politik yang mengedepankan pembatasan kekuasaan eksekutif 

menjadi pemicu munculnya kebutuhan untuk menghadirkan batasan objektif 

terhadap penggunaan Perppu. Konsep checks and balances menjadi landasan 

utama yang mendorong evaluasi ulang terhadap kewenangan tersebut. 

Puncak perubahan konsep ini terjadi ketika Mahkamah Konstitusi 

memutus perkara No. 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, MK 
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kebutuhan eksekutif untuk bertindak cepat dan kewajiban konstitusional 

untuk menjaga akuntabilitas hukum. Perjalanan panjang ini menunjukkan 

bagaimana Perppu menjadi refleksi perkembangan demokrasi dan 

konstitusionalisme Indonesia. 

Pada akhirnya, analisis historis ini menunjukkan bahwa Perppu telah 

berkembang dari alat politik menjadi mekanisme hukum yang memiliki 

standar konstitusional yang ketat. Pandemi COVID-19 merupakan bukti 

bahwa Perppu tetap relevan sebagai perangkat negara ketika menghadapi 

keadaan luar biasa, tetapi sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan 

yudisial dan legislatif. Transformasi inilah yang memperkuat fondasi sistem 

hukum Indonesia, memastikan bahwa tindakan cepat pemerintah tetap 

berada dalam koridor konstitusi. 
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Kerangka Konstitusional Pasal 22A UUD 1945, Pembagian 

Inisiatif RUU, dan Implikasi Konstitusional Legitimasi 

Legislasi 
Pasal 22A UUD 1945 menegaskan perlunya aturan khusus tentang tata cara 

pembentukan undang-undang, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam 

undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan 

ini bertujuan memastikan proses legislasi berjalan sistematis, transparan, 

dan partisipatif. Pasal 22A UUD 1945 berfungsi sebagai dasar konstitusional 

untuk mengatur mekanisme pembentukan undang-undang secara lebih rinci 

melalui undang-undang organik. Implementasinya diwujudkan dalam UU No. 

12 Tahun 2011 beserta perubahannya, yang mengatur tahapan, prinsip, dan 

partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Namun, dalam praktiknya, 

masih ditemukan masalah seperti tumpang tindih regulasi dan kurang 

optimalnya partisipasi publik, sehingga menimbulkan tantangan terhadap 

efektivitas dan legitimasi hukum (Febriani & Wasti, 2023; Utami et al., 2025). 

Setelah amandemen UUD 1945, kekuasaan legislasi utama berada di 

tangan DPR, namun Presiden tetap memiliki hak mengajukan RUU (Pasal 5 

ayat 1). Artinya, baik DPR maupun Presiden dapat menginisiasi RUU, tetapi 

pengesahan undang-undang harus melalui persetujuan bersama. Presiden 

juga memiliki kewenangan mengeluarkan Perppu dalam keadaan genting, 

namun tetap memerlukan persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang 

(Holqi, 2025; Pradijonrika, 2022; Yudlha & Manalu, 2024; Abustan, 2017). 

DPD hanya memiliki kewenangan terbatas untuk mengusulkan dan 

memberikan pertimbangan pada RUU tertentu (2023; Mukhlis et al., 2025). 

Legitimasi legislasi sangat bergantung pada kepatuhan terhadap 

prosedur yang diatur dalam Pasal 22A dan undang-undang turunannya. 

Proses legislasi yang tidak transparan, minim partisipasi publik, atau tidak 

mengikuti prosedur formal dapat menimbulkan cacat formil dan berpotensi 

digugat ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mengancam keabsahan dan 

legitimasi undang-undang tersebut (Febriani & Wasti, 2023; Afkar & 

Mochtar, 2025; Utami et al., 2025). Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 

menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna sebagai 

syarat legitimasi konstitusional legislasi (Febriani & Wasti, 2023; Utami et al., 

2025). Pasal 22A UUD 1945 menegaskan pentingnya aturan pembentukan 

undang-undang yang partisipatif dan transparan. Inisiatif RUU dibagi antara 

DPR dan Presiden, sementara legitimasi legislasi sangat dipengaruhi oleh 

kepatuhan pada prosedur konstitusional dan partisipasi publik yang 

bermakna. 
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Pasal 22A UUD 1945 mengamanatkan tata cara pembentukan undang-

undang yang bertujuan menjaga keseimbangan antara inisiatif eksekutif 

(Presiden) dan pengawasan legislatif (DPR), serta menegaskan pentingnya 

akuntabilitas publik. Namun, dalam praktik, efektivitas jaminan ini masih 

menghadapi tantangan. Setelah amandemen UUD 1945, DPR memperoleh 

peran sentral dalam legislasi, namun Presiden tetap memiliki hak inisiatif 

RUU dan peran penting dalam pembahasan serta pengesahan undang-

undang. Proses legislasi harus melalui persetujuan bersama, sehingga tidak 

ada dominasi mutlak satu pihak (Herlinanur et al., 2024; Fatoni & Rahman, 

2025; Bustamin & Jaya, 2019). Sistem checks and balances diperkuat dengan 

pembagian fungsi dan pengawasan, namun praktik politik koalisi yang 

dominan dan lemahnya oposisi seringkali membuat pengawasan legislatif 

terhadap eksekutif kurang efektif, sehingga potensi kontrol legislatif kadang 

hanya formalitas (Kadir et al., 2025; Bustamin & Jaya, 2019; Hendrik et al., 

2024). 

Secara normatif, Pasal 22A UUD 1945 telah meletakkan fondasi 

keseimbangan antara eksekutif dan legislatif serta akuntabilitas publik. 

Namun, dalam praktik, efektivitas jaminan ini sangat dipengaruhi oleh 

dinamika politik, kualitas partisipasi publik, dan konsistensi pelaksanaan 

prinsip checks and balances. Pasal 22A dan UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan telah mengatur partisipasi masyarakat sebagai bagian 

dari akuntabilitas publik. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan 

pentingnya partisipasi bermakna, bukan sekadar formalitas (Febriani & 

Wasti, 2023). Namun, dalam praktik, partisipasi publik sering belum optimal. 

Proses legislasi kadang berjalan cepat (fast-track) atau dengan minim 

konsultasi, sehingga akuntabilitas dan legitimasi publik dapat terabaikan 

(Febriani & Wasti, 2023; Susilowati, 2024). Over-regulasi dan tumpang tindih 

aturan juga menjadi masalah, memperlemah efektivitas pengawasan dan 

transparansi (Febriani & Wasti, 2023; Hendrik et al., 2024). 

Penggunaan instrumen legislasi seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diatur secara 

ketat dalam UUD 1945 untuk mencegah erosi fungsi pembentukan undang-

undang bersama antara Presiden dan DPR. Batas konstitusional utama adalah 

bahwa Perppu hanya dapat diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang 

memaksa, harus segera diajukan ke DPR untuk persetujuan, dan dapat diuji 

oleh Mahkamah Konstitusi. 

Batas konstitusional Perppu dan PP bertujuan menjaga agar fungsi 

legislasi tetap menjadi kewenangan bersama Presiden dan DPR. Penggunaan 

Perppu di luar syarat konstitusional berisiko menggerus fungsi legislasi DPR, 
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Strategi menggabungkan praktik internasional dengan konteks politik-

konstitusional Indonesia dapat dilakukan dengan mengadopsi praktik 

internasional dalam sistem hukuhukum. a harus mempertimbangkan kultur 

hukum, institusi demokrasi, dan peran partai politik yang khas. Adaptasi yang 

efektif menuntut penyesuaian, bukan sekadar adopsi langsung. Praktik 

internasional, seperti judicial review a posteriori untuk amandemen 

konstitusi, dapat diadopsi dengan menyesuaikan pada nilai-nilai dasar 

Indonesia seperti Pancasila dan sejarah politik nasional. Model ini 

menekankan perlindungan prinsip-prinsip fundamental tanpa mengabaikan 

dinamika politik domestik, seperti potensi manipulasi amandemen oleh elite 

politik (Nggilu et al., 2025; Buana, 2020). 

Mahkamah Konstitusi (MK) sebaiknya mengadopsi model “principled 

instrumentalist court”: mengintegrasikan nilai-nilai universal (HAM, keadilan 

substantif) dengan kehati-hatian institusional dan sensitivitas terhadap 

realitas politik Indonesia, termasuk peran partai dan budaya hukum yang 

masih kuat dipengaruhi politik (Buana, 2020; Roux, 2018). Praktik 

internasional menekankan pentingnya partisipasi publik dan transparansi 

dalam proses legislasi. Di Indonesia, tantangan utama adalah keterbatasan 

akses informasi hukum dan dominasi kelompok kepentingan. Adaptasi harus 

memperkuat mekanisme konsultasi publik dan pengawasan partisipatif agar 

legitimasi hukum meningkat (Rodiyah et al., 2023; Roux, 2018). 

Penggabungan praktik internasional harus dilakukan secara selektif dan 

kontekstual, dengan menyesuaikan pada kultur hukum, dinamika demokrasi, 

dan peran partai di Indonesia. Keseimbangan antara prinsip universal dan 

realitas lokal menjadi kunci agar reformasi hukum tetap relevan dan efektif. 

 

Penutup: Refleksimatif 
Dalam menimbang kembali keseluruhan dinamika pembentukan undang-

undang dan praktik kebijakan hukum terbuka, terlihat bahwa ketegangan 

antara kebutuhan fleksibilitas kebijakan dan tuntutan kepastian hukum 

merupakan isu normatif yang tidak terhindarkan. Fleksibilitas diperlukan 

untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat, 

namun tanpa standar prosedural dan batas kewenangan yang jelas, 

fleksibilitas tersebut dapat berbalik menjadi sumber ketidakpastian dan 

potensi penyalahgunaan kewenangan. Kasus-kasus seperti pembentukan UU 

Cipta Kerja, revisi UU KPK, dan berbagai penggunaan konsep open legal policy 

oleh MK menunjukkan bahwa tanpa rambu-rambu yang tegas, ruang 

kebijakan yang terbuka dapat menjadi justifikasi normatif bagi legislasi yang 

tidak transparan, minim partisipasi publik, dan rawan dipengaruhi 
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kepentingan sempit. Reflexivitas normatif pada titik ini menegaskan 

perlunya keseimbangan yang lebih matang: fleksibilitas tetap dipertahankan, 

tetapi diikat oleh prinsip due process, akuntabilitas, dan kepastian hukum 

yang memadai. 

Untuk mengurangi ketegangan tersebut, bab ini menegaskan perlunya 

reformasi kelembagaan dan prosedural baik di level Mahkamah Konstitusi 

maupun di dalam proses legislasi. MK perlu mempertimbangkan penyusunan 

pedoman kriteria open legal policy yang lebih terukur—misalnya berupa 

parameter operasional seperti batasan ruang kebijakan, syarat pembatasan 

hak konstitusional, standar penilaian terhadap justifikasi kebijakan 

legislator, serta indikator konsistensi dengan prinsip-prinsip negara hukum. 

Tanpa kejelasan kriteria, konsep ini akan tetap ambivalen dan menimbulkan 

inkonsistensi putusan. Di bidang legislasi, proses drafting RUU perlu 

diperkuat melalui asesmen naskah akademik yang ketat, mekanisme 

regulatory impact assessment, serta standardisasi prosedur harmonisasi 

antar-kementerian agar kualitas regulasi meningkat dan tumpang tindih 

aturan dapat dikurangi. Reformasi teknis ini tidak hanya bersifat 

administratif, tetatetapi juga merupakantutan normatif untuk menjaga 

integritas konstitusional proses pembentukan undang-undang. 

Akhirnya, refleksi normatif atas keseluruhan proses menunjukkan 

bahwa partisipasi publik yang bermakna harus diposisikan bukan sebagai 

pelengkap formalitas, tetapi sebagai prasyarat legitimasi konstitusional. 

Prolegnas perlu dibuka lebih luas terhadap masukan publik dengan 

mekanisme yang jelas, aksesibel, dan terdokumentasi; pembahasan RUU 

harus dilakukan secara transparan dengan meminimalisir proses ‘fast-track’ 

kecuali dalam keadaan sangat mendesak; dan DPR–Pemerintah perlu 

menginstitusionalisasi dialog kebijakan dengan masyarakat sipil, akademisi, 

dan kelompok terdampak. Partisipasi publik yang substantif bukan hanya 

mengurangi risiko legislatif capture, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen 

kontrol sosial untuk memastikan agar ruang kebijakan yang terbuka tidak 

digunakan secara arbitrer. Dengan demikian, penguatan pedoman MK, 

perbaikan teknokrasi legislasi, dan revitalisasi partisipasi publik merupakan 

tiga pilar utama untuk mewujudkan proses pembentukan undang-undang 

yang responsif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum 

demokratis. 
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Pendahuluan 
Reformasi konstitusi Indonesia yang dimulai sejak tahun 1999 telah menjadi 

tonggak penting dalam pembentukan tatanan negara hukum yang 

demokratis. Salah satu produk paling fundamental dari agenda reformasi 

tersebut adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, 

melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kehadiran MK dimaksudkan sebagai penjaga 

konstitusi (the guardian of the constitution), pengawal demokrasi (the 

guardian of democracy), sekaligus pelindung hak konstitusional warga 

negara (the protector of citizens’ constitutional rights) (Zulwisman & Diegio, 

2023). Dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai 

politik, memutus perselisihan hasil pemilu, serta memutus pendapat DPR 

terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, MK 

diharapkan menjadi simbol independensi kekuasaan kehakiman dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. 

Pada praktiknya, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu 

pilar utama penegak konstitusionalisme di Indonesia, yang keberadaannya 

lahir dari hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Sebagai lembaga yang berfungsi menjaga kemurnian konstitusi, 

MK dirancang untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi dan 

menyeimbangkan hubungan kekuasaan di antara cabang-cabang 

pemerintahan, khususnya antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Untuk 

itu, dalam hal menjalankan fungsi dan tugasnya, MK memainkan peran 

penting dalam hal menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan isu 

demokrasi. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat 

peningkatan jumlah perkara yang berkaitan dengan isu demokrasi. Data 

menunjukkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2023, jumlah perkara yang 

diajukan ke MK terkait pemilu, kebebasan sipil, dan hak politik naik dari 15 

kasus pada 2018 menjadi 30 kasus pada 2023. Meskipun demikian, proporsi 

putusan yang secara langsung berkontribusi pada penguatan demokrasi 

justru menurun, dari 60% pada 2018 menjadi hanya 35% pada 2023. 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa walaupun MK semakin aktif 

menangani perkara-perkara strategis, efektivitasnya dalam memperkokoh 

prinsip demokrasi masih menimbulkan perdebatan. Sejumlah penelitian 

sebelumnya turut menyoroti hal ini, seperti penelitian yang menemukan 

bahwa implementasi putusan MK sering menghadapi hambatan dari pihak 

eksekutif dan legislatif (Zanibar, 2018; Pradijonrika, 2022; Satrio, 2023). 
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Sementara itu, penelitian lain menekankan adanya tantangan bagi MK dalam 

mempertahankan independensinya dari tekanan politik, terutama dalam 

konteks penyelesaian sengketa pemilihan umum (Isra et al., 2020; Satrio, 

2023; Humaidi et al., 2023). 

Dinamika ini menjadi semakin tampak ketika menelaah kontribusi 

substantif MK dalam menjaga kualitas demokrasi. Sejumlah kajian 

menunjukkan bahwa MK berupaya memperkuat supremasi hukum melalui 

pengujian perkara strategis terkait pemilu dan hak-hak politik (Feulner, 

2024; Mietzner, 2024). Di sisi lain, kewenangan MK dalam mengoreksi 

kebijakan pemerintah juga dilihat sebagai instrumen penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan publik tetap selaras dengan nilai-nilai 

demokrasi konstitusional (Zanibar, 2018; Pradijonrika, 2022; Mz, 2019; Ufen, 

2018). Namun, efektivitas fungsi pengawasan tersebut kerap terbentur 

tantangan struktural, sebagaimana dicatat dalam studi komparatif yang 

menunjukkan bahwa mekanisme checks and balances di Indonesia belum 

berjalan optimal (Syam et al., 2024). Bahkan dalam beberapa kasus, putusan 

MK memiliki implikasi politik yang signifikan dan langsung memengaruhi 

relasi antar-cabang kekuasaan, terutama ketika putusan tersebut menyentuh 

kepentingan strategis eksekutif atau legislatif (Mietzner, 2010). 

Dinamika reformasi Mahkamah Konstitusi dalam dua dekade terakhir 

semakin menegaskan hubungan erat antara meningkatnya perkara 

demokrasi, berbagai temuan akademik, dan arah politik hukum yang 

mengatur MK. Setelah sejumlah studi menunjukkan bahwa efektivitas 

putusan MK sering terhambat oleh tekanan politik serta rendahnya 

komitmen eksekutif-legislatif, pola perubahan regulasi mengenai MK pun 

memperlihatkan kecenderungan serupa. Sejak lahirnya UU No. 24 Tahun 

2003 hingga revisi melalui UU No. 8 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2020, dan 

perubahan pasca-2023, arah reformasi tidak selalu memperkuat 

independensi MK; sebaliknya, beberapa ketentuan justru menandai 

resentralisasi kekuasaan yang berdampak pada desain kelembagaan dan 

ruang gerak pengawasan konstitusional. Perubahan-perubahan ini 

memperlihatkan bahwa relasi antara MK dan cabang kekuasaan politik 

semakin intens, terutama karena banyak putusan MK secara langsung 

memengaruhi rute demokrasi, bentuk kelembagaan, dan konfigurasi 

kekuasaan nasional. Dalam konteks tersebut, sejumlah putusan MK beberapa 

tahun terakhir juga berkaitan langsung dengan arah perjalanan sistem 

demokrasi Indonesia, sebagaimana terlihat dalam perkara-perkara berikut: 
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Tabel 21.1 Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait 

Demokrasi (2018–2024) 

Tahun Putusan MK Implikasi terhadap Demokrasi 

2018 
Judicial review 
UU Pemilu 

Meningkatkan kepastian hukum pemilu dan 
memberikan standar yudisial terhadap 
integritas proses elektoral 

2019 Judicial review 
UU Pemilu 

 

Membatasi alternatif politik dan memperkuat 
dominasi partai besar; menimbulkan kritik 
terkait eksklusivitas demokrasi 

2020 
Putusan terkait 
Presidential 
Threshold 

Memperkuat perlindungan hak konstitusional 
warga negara, tetapi tetap mempertahankan 
pembatasan berdasarkan standar integritas 

2020 
Pengujian UU 
Hak Politik 
Warga Negara 

Menimbulkan kontroversi karena dinilai 
membuka ruang politisasi birokrasi dan 
mengurangi akuntabilitas elektoral 

2021 
Perpanjangan 
Masa Jabatan 
Pejabat Publik 

Memicu distrust terhadap lembaga peradilan 
akibat dinamika politik pascaputusan; 
membuka diskursus tentang kualitas legislasi 

2022 

Pengujian UU 
Kontroversial 
(misal: UU 
Cipta Kerja) 

Menimbulkan kritik luas karena dianggap 
sarat konflik kepentingan; memunculkan 
perdebatan mengenai kesetaraan politik, etika 
konstitusional, serta independensi MK 

2023 
Putusan Batas 
Usia Capres–
Cawapres 

Menimbulkan perdebatan luas mengenai 
kesetaraan politik, netralitas MK, dan 
independensi kekuasaan kehakiman.. 

2024 
Putusan 
Terkait UU 
Pemilu  

Putusan MK yang memisah Pemilu Serentak 
Nasional dengan Pemilu Serentak Lokal, 
dipandang sebagai rekayasa politik 
konstitusional yang memiliki tujuan jauh lebih 
strategis daripada sekadar penataan jadwal 
pemilihan 

Sumber: data diolah penulis 

Deretan putusan Mahkamah Konstitusi dalam periode 2018-2024 

menunjukkan bahwa MK secara konsisten menjadi aktor sentral yang 

membentuk arah perjalanan demokrasi dan konfigurasi kekuasaan negara. 

Melalui kewenangan pengujian undang-undang dan penataan desain pemilu, 

MK tidak hanya memastikan perlindungan hak-hak politik warga negara, 

tetapi juga menentukan struktur kompetisi elektoral, distribusi kekuasaan 

antar-lembaga negara, serta batas-batas kewenangan eksekutif dan legislatif. 

Karena itu, putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa MK bukan sekadar 

lembaga yudisial, melainkan institusi yang mengarahkan arsitektur 

demokrasi Indonesia dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara 

hukum konstitusional. 
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Kajian mengenai efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi 

(MK) telah menjadi perhatian sejumlah penelitian akademik. Pemerintah 

kerap menunjukkan respon yang tidak konsisten terhadap putusan MK, 

sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang menelaah implementasi 

putusan terkait reformasi pemilu, di mana eksekutif beberapa kali menunda 

pelaksanaan ketika putusan dianggap tidak selaras dengan kepentingan 

politik (Esen, 2024). Penelitian lain mengkaji putusan MK mengenai 

perlindungan hak-hak minoritas dan menunjukkan bahwa meskipun putusan 

tersebut menguatkan prinsip hak asasi manusia, implementasinya masih 

terhambat oleh regulasi turunan yang belum diperbarui (Andiani et al., 

2023). Kajian mengenai putusan atas ambang batas pencalonan presiden juga 

menunjukkan bahwa putusan tersebut memengaruhi konfigurasi sistem 

pemilu dan menciptakan dinamika baru dalam proses pencalonan (Sibuea et 

al., 2025). Di sisi lain, beberapa penelitian menilai kontribusi MK dalam 

menjaga keseimbangan kekuasaan antar-lembaga negara, terutama melalui 

pengujian terhadap sejumlah kebijakan legislatif yang memiliki implikasi 

konstitusional signifikan (Feulner, 2024).  

Semakin banyak perkara yang berkaitan dengan pemilu, kepartaian, dan 

hak-hak politik warga negara, semakin berkorelasi pula MK bersinggungan 

dengan kepentingan cabang kekuasaan eksekutif. Situasi ini membuat 

putusan-putusan MK tidak hanya berdampak pada konfigurasi hukum, tetapi 

juga pada stabilitas relasi antarlembaga negara. Dalam konteks tersebut, 

perkembangan reformasi Mahkamah Konstitusi semakin memperjelas 

bahwa dinamika pengujian perkara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari 

hubungan MK dengan kekuasaan eksekutif. Setiap perubahan regulasi 

mengenai MK sejak 2003 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan 

penataan ulang desain kelembagaan yang berdampak pada ruang gerak 

pengawasan konstitusional, di mana beberapa revisi justru memperkuat 

pengaruh eksekutif terhadap struktur dan kemandirian MK. Karena itu, 

pembahasan isu hukum terkini mengenai reformasi MK tidak hanya 

menyangkut kualitas putusan, tetapi juga bagaimana perubahan tersebut 

berimplikasi langsung pada keseimbangan kekuasaan dan potensi 

menggeser posisi MK dari penjaga demokrasi menjadi bagian dari arena 

kontestasi politik eksekutif. 

 

Fitrah Sejati Mahkamah Konstitusi 
Gagasan tentang pengujian kekuasaan melalui mekanisme judicial review 

sesungguhnya tidak lahir secara tiba-tiba dalam sejarah ketatanegaraan 

modern. Mauro Cappelletti mencatat bahwa praktik pengujian norma dapat 
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terhadap legislasi, intervensi politik, dan potensi resentralisasi 

kekuasaan eksekutif. Penguatan kewenangan MK bukan sekadar 

pemberian otoritas formal, tetapi juga mencakup jaminan institusional 

terhadap independensi hakim, mekanisme seleksi yang adil, dan 

perlindungan terhadap tekanan eksternal. Hal ini sejalan dengan prinsip 

supremasi konstitusi, di mana MK berperan sebagai pengawal konstitusi, 

penafsir norma konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, 

dan pelindung hak asasi manusia (Sasmito, 2011). 

Selain itu, penguatan MK akan memastikan bahwa kekuasaan 

kehakiman dapat menjalankan fungsi korektif terhadap legislasi dan 

eksekutif tanpa subordinasi politik, sekaligus menjamin kepastian 

hukum bagi masyarakat. Mekanisme yang memperkuat posisi hakim 

konstitusi secara struktural dan fungsional akan menahan tekanan 

politik, memperkuat konsistensi putusan, dan menjaga kepercayaan 

publik terhadap integritas lembaga. Dengan demikian, independensi MK 

harus dipandang sebagai keseimbangan antara kewenangan formal, 

ketahanan institusional, dan kapasitas hakim untuk bekerja bebas dari 

pengaruh eksternal, sehingga lembaga ini tetap relevan dan efektif dalam 

menjaga supremasi konstitusi serta stabilitas demokrasi di Indonesia. 

 

Penutup 
Reformasi Mahkamah Konstitusi (MK) sejak lahirnya pada 2003 merupakan 

tonggak penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia, menegaskan peran 

MK sebagai penjaga konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, 

dan penyeimbang kekuasaan eksekutif serta legislatif. Kehadiran MK 

memungkinkan mekanisme judicial review, penyelesaian sengketa pemilu, 

pengujian undang-undang kontroversial, serta pengawasan terhadap 

tindakan Presiden dan/atau DPR, sehingga menjadi instrumen strategis 

dalam menjaga demokrasi konstitusional. 

Perkembangan MK dalam dua dekade terakhir menunjukkan adanya 

peningkatan jumlah perkara terkait demokrasi, hak politik, dan kebebasan 

sipil. Namun, efektivitas putusan MK dalam memperkuat prinsip demokrasi 

substantif masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk tekanan politik, 

resistensi eksekutif dan legislatif terhadap implementasi putusan, serta 

keterbatasan mekanisme checks and balances. Sejumlah putusan 

kontroversial, seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, menimbulkan 

paradoks: meskipun putusan bersifat final dan mengikat, prosesnya 

menimbulkan persepsi delegitimasi lembaga akibat dugaan intervensi politik 

dan pelanggaran kode etik hakim. Fenomena ini menyoroti risiko politik yang 
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dapat mengikis kepercayaan publik terhadap independensi yudisial dan 

integritas MK sebagai penjaga konstitusi. Untuk itu, reformasi dan dinamika 

putusan MK menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan sebagai 

pengawas hukum, tetapi juga sebagai aktor strategis yang membentuk 

arsitektur demokrasi Indonesia. Tantangan utama ke depan adalah 

memastikan bahwa MK tetap berdiri sebagai institusi independen dan 

kredibel, mampu menjalankan fungsi korektif terhadap legislasi dan 

kebijakan pemerintah tanpa subordinasi politik, sehingga supremasi 

konstitusi dan stabilitas demokrasi dapat terjaga dalam jangka panjang. 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 merupakan 

tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia pasca-reformasi. 

Sebagai pemilihan presiden langsung keenam sejak 2004, Pilpres 2024 tidak 

hanya menjadi ajang kontestasi politik untuk memilih pemimpin baru, tetapi 

juga menjadi cerminan dinamika politik Indonesia yang terus berkembang. 

Proses demokrasi yang berlangsung pada 14 Februari 2024 menghadirkan 

tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan-

Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar 

Pranowo-Mahfud MD. Kemenangan mutlak pasangan Prabowo-Gibran 

dengan perolehan 58,59 persen suara mengantarkan Indonesia memasuki 

era pemerintahan baru dengan berbagai tantangan dan harapan (Hanan, 

2014). 

Dinamika yang terjadi dalam Pemilu 2024 mencerminkan kompleksitas 

politik Indonesia modern. Berbagai isu strategis mewarnai kontestasi, mulai 

dari netralitas penyelenggara negara, penggunaan teknologi informasi dalam 

pemilu, hingga polarisasi politik yang mempengaruhi kohesi sosial 

masyarakat. Lebih dari itu, proses transisi pemerintahan dari Presiden Joko 

Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi kajian menarik dalam 

memahami bagaimana legitimasi politik dibangun dan diperkuat dalam 

sistem presidensial Indonesia (Asshiddiqie, 2011). 

Legitimasi pemerintahan baru tidak hanya bersumber dari perolehan 

suara mayoritas dalam pemilu, tetapi juga dari kemampuan pemerintah 

dalam mengelola harapan publik, membangun konsensus politik di 

parlemen, dan menjalankan program-program yang responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, masa transisi yang berlangsung 

dari April hingga Oktober 2024 menjadi periode krusial yang menentukan 

arah pemerintahan lima tahun ke depan. Konsolidasi politik yang dilakukan, 

pembentukan kabinet yang inklusif, serta komitmen terhadap keberlanjutan 

pembangunan menjadi indikator penting dalam mengukur legitimasi 

pemerintahan yang baru dilantik (Firmanzah, 2010). 

Kajian terhadap dinamika Pemilu 2024 dan legitimasi pemerintahan 

baru menjadi relevan tidak hanya dari perspektif akademis, tetapi juga 

praktis. Pemahaman mendalam terhadap proses politik ini akan memberikan 

wawasan tentang bagaimana demokrasi Indonesia terus mengalami 

konsolidasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih harus 

diatasi. Bab ini akan menguraikan secara komprehensif dinamika yang 

terjadi dalam Pemilu 2024, proses transisi pemerintahan, serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi legitimasi pemerintahan baru di Indonesia. 
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Konteks Politik Pemilu 2024 
Pemilihan Presiden 2024 berlangsung dalam konteks politik yang berbeda 

dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Setelah dua periode kepemimpinan Joko 

Widodo yang ditandai dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan 

modernisasi birokrasi, Indonesia menghadapi tantangan baru yang lebih 

kompleks. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu akibat dampak pasca-

pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik internasional, dan perubahan 

iklim menjadi faktor eksternal yang turut mempengaruhi wacana politik 

dalam negeri (Tornquist, 2013). 

Di tingkat domestik, polarisasi politik yang telah terjadi sejak Pemilu 

2014 dan 2019 masih menyisakan jejak dalam lanskap politik Indonesia. 

Meskipun tidak sekuat periode sebelumnya, garis pemisah antara kelompok 

pendukung dan penentang pemerintah masih terasa dalam berbagai 

diskursus publik. Penggunaan media sosial sebagai arena pertarungan narasi 

politik semakin intensif, dengan berbagai kelompok berusaha memengaruhi 

opini publik melalui berbagai strategi komunikasi politik yang canggih 

(Ambardi, 2008). 

Salah satu karakteristik menonjol dari Pemilu 2024 adalah keterlibatan 

yang masif dari berbagai elemen masyarakat dalam proses politik. Tingkat 

partisipasi pemilih yang mencapai lebih dari 80 persen menunjukkan bahwa 

kesadaran politik masyarakat Indonesia terus meningkat. Namun, di balik 

angka partisipasi yang tinggi tersebut, terdapat kekhawatiran tentang 

kualitas partisipasi, khususnya terkait dengan politik transaksional dan 

mobilisasi massa yang tidak sehat (Aspinall & Berenschot, 2019). 

Konteks politik juga diwarnai oleh perdebatan tentang netralitas 

aparatur sipil negara dan institusi negara lainnya. Berbagai laporan dan 

kajian menunjukkan adanya indikasi keberpihakan dari beberapa pejabat 

negara terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini menimbulkan pertanyaan 

fundamental tentang integritas proses pemilu dan kualitas demokrasi 

Indonesia. Meskipun secara prosedural pemilu berjalan dengan tertib, 

substansi dari prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, transparansi, dan 

akuntabilitas masih menjadi agenda yang harus terus diperkuat (Butt & 

Lindsey, 2012). 

Sistem multipartai yang berkembang di Indonesia juga memberikan 

warna tersendiri dalam dinamika politik Pemilu 2024. Dengan delapan partai 

politik yang berhasil melampaui parliamentary threshold, koalisi politik 

menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem presidensial Indonesia. Hal ini 

berbeda dengan sistem presidensial klasik yang umumnya didukung oleh 

sistem dua partai. Kondisi ini menuntut presiden terpilih untuk membangun 
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konsensus politik yang luas guna memastikan dukungan legislatif terhadap 

program-program pemerintah (Hanan, 2014). 

 

Dinamika Kontestasi Pemilu Presiden 2024 
1. Pemetaan Kekuatan Politik 

Pemilu 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon yang masing-masing 

membawa visi dan misi berbeda. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran 

Rakabuming Raka diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari Partai 

Gerindra, Partai Golkar, PAN, PBB, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai 

Demokrat, dan PSI. Koalisi ini memiliki kekuatan politik yang signifikan 

di DPR dengan menguasai lebih dari 60 persen kursi parlemen. Narasi 

keberlanjutan pembangunan menjadi tema sentral kampanye mereka, 

dengan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi 

(Mayer, 2012). 

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 

dukungan dari koalisi Partai NasDem, PKB, dan PKS. Dengan basis 

dukungan yang lebih moderat di parlemen, pasangan ini mengusung 

tema perubahan dan transformasi tata kelola pemerintahan. Kritik 

terhadap praktik nepotisme, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah 

menjadi isu utama yang diangkat dalam kampanye mereka. Positioning 

sebagai alternatif bagi pemilih yang menginginkan perubahan 

fundamental menjadi strategi politik yang digunakan (Norris, 2013). 

Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat 

dukungan dari PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 

Legislatif 2024. Meskipun memiliki dukungan dari partai dengan 

perolehan kursi terbanyak di DPR, pasangan ini menghadapi tantangan 

dalam membangun narasi yang membedakan diri dari pemerintahan 

petahana, mengingat Ganjar merupakan kader PDI-P yang selama ini 

mendukung pemerintahan Joko Widodo. Tema kemandirian dan 

akselerasi pembangunan menjadi fokus kampanye mereka (Ramses & 

Bakry, 2009). 

Pemetaan kekuatan politik ini menunjukkan dinamika yang 

menarik dalam sistem multipartai Indonesia. Fragmentasi politik yang 

terjadi tidak hanya di level elite partai, tetapi juga di tingkat akar rumput, 

mencerminkan pluralitas politik Indonesia yang terus berkembang. 

Setiap pasangan calon berusaha membangun koalisi tidak hanya di level 

partai politik, tetapi juga dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, 

kelompok profesi, dan komunitas-komunitas yang memiliki basis massa 

kuat. 
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2. Isu-Isu Strategis dalam Kampanye 

Berbagai isu strategis menjadi fokus perdebatan dalam kampanye 

Pemilu 2024. Isu ekonomi, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, 

lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat, menjadi tema yang paling 

banyak diangkat oleh ketiga pasangan calon. Program makan bergizi 

gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran menjadi salah satu program 

unggulan yang mendapat perhatian luas, meskipun juga menuai berbagai 

kritik terkait dengan kelayakan fiskal dan mekanisme implementasinya 

(Aspinall & Berenschot, 2019). 

Isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga menjadi 

salah satu tema sentral dalam kampanye. Berbagai survei menunjukkan 

bahwa masyarakat Indonesia masih menempatkan korupsi sebagai salah 

satu masalah utama yang harus diatasi oleh pemerintahan baru. 

Komitmen terhadap independensi lembaga penegak hukum, reformasi 

birokrasi, dan transparansi pengelolaan keuangan negara menjadi janji 

politik yang disampaikan oleh ketiga pasangan calon (Alkostar, 2008). 

Netralitas aparatur sipil negara dan institusi negara menjadi isu 

yang kontroversial dalam Pemilu 2024. Berbagai laporan dari lembaga 

pemantau pemilu mencatat adanya indikasi ketidaknetralan dari 

beberapa pejabat negara, termasuk menteri kabinet yang aktif 

berkampanye untuk salah satu pasangan calon. Isu ini tidak hanya 

menjadi perdebatan di kalangan elite politik, tetapi juga menurunkan 

kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilu (Yusuf, 2024). 

Politik identitas, meskipun tidak sekuat dalam pemilu-pemilu 

sebelumnya, masih menjadi salah satu strategi kampanye yang 

digunakan oleh beberapa kelompok pendukung. Penggunaan sentimen 

agama dan etnisitas dalam mobilisasi dukungan menunjukkan bahwa 

tantangan untuk membangun politik yang substantif dan berorientasi 

pada program masih menjadi agenda penting dalam konsolidasi 

demokrasi Indonesia (Basri et al., 2022). 

 

3. Peran Teknologi dan Media Sosial 

Pemilu 2024 menandai era baru dalam pemanfaatan teknologi informasi 

untuk kepentingan politik. Penggunaan media sosial, aplikasi pesan 

instan, dan platform digital lainnya menjadi arena utama pertarungan 

narasi politik. Setiap pasangan calon memiliki tim digital yang bertugas 

mengelola kampanye online, merespons isu-isu yang berkembang, dan 

membangun engagement dengan pemilih, khususnya generasi milenial 

dan Gen Z yang merupakan mayoritas pemilih dalam Pemilu 2024 (Esser 

& Strömbäck, 2014). 
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Isu ini tidak hanya berdampak pada legitimasi pemerintahan di 

mata sebagian masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden 

buruk bagi praktik demokrasi Indonesia. Jika dinasti politik menjadi pola 

yang diterima, hal ini dapat menggerus prinsip meritokrasi dan 

kesetaraan kesempatan dalam politik Indonesia. Pemerintahan baru 

ditantang untuk menunjukkan bahwa merit dan kompetensi, bukan 

koneksi politik atau keluarga, yang menjadi dasar dalam pengisian 

jabatan-jabatan publik (Noer, 2014). 

 

Strategi Penguatan Legitimasi 
1. Komunikasi Politik yang Efektif 

Komunikasi politik yang efektif menjadi salah satu strategi penting 

dalam membangun dan memperkuat legitimasi pemerintahan. 

Pemerintahan baru perlu secara konsisten mengkomunikasikan 

berbagai kebijakan dan program yang dijalankan kepada publik dengan 

bahasa yang mudah dipahami. Transparansi dalam penjelasan kebijakan, 

termasuk tentang rasional di balik keputusan-keputusan yang diambil, 

dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan publik (Firmanzah, 

2007). 

Pemanfaatan berbagai saluran komunikasi, baik media massa 

tradisional maupun media sosial, menjadi penting dalam menjangkau 

berbagai segmen masyarakat. Generasi muda yang merupakan 

mayoritas pemilih lebih banyak mengakses informasi melalui media 

digital, sementara generasi yang lebih tua masih mengandalkan media 

konvensional. Strategi komunikasi yang terintegrasi dapat memastikan 

bahwa pesan pemerintah sampai kepada seluruh lapisan masyarakat 

(Esser & Strömbäck, 2014). 

Namun, komunikasi politik yang efektif tidak hanya tentang 

penyebaran informasi, tetapi juga tentang mendengarkan aspirasi dan 

keluhan masyarakat. Mekanisme dialog antara pemerintah dengan 

masyarakat, baik melalui forum-forum formal maupun informal, dapat 

memperkuat legitimasi pemerintahan dengan menunjukkan bahwa 

pemerintah responsif terhadap kebutuhan rakyat (Hartley et al., 2013). 

 

2. Kinerja Ekonomi yang Inklusif 

Kinerja ekonomi yang kuat dan inklusif menjadi fondasi penting 

legitimasi pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus 

dibarengi dengan distribusi yang adil sehingga manfaatnya dapat 

dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Program-program 
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pengentasan kemiskinan, perluasan akses terhadap pendidikan dan 

kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas menjadi 

prioritas yang harus dilaksanakan (Todaro & Smith, 2009). 

Pembangunan infrastruktur yang merata juga penting untuk 

memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di 

Pulau Jawa atau kota-kota besar. Pengembangan konektivitas antar-

daerah dapat membuka peluang ekonomi baru dan mengurangi 

kesenjangan pembangunan antar-wilayah. Komitmen pemerintahan 

baru untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur perlu dibarengi 

dengan perbaikan kualitas dan keberlanjutan fiskal (World Bank, 1994). 
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Pendahuluan 
Pada bagian dan BAB sebelumnya, kita telah membahas mengenai kekuasaan 

presiden dalam konteks keadaan darurat. Pada BAB kali ini, pembahasan 

mengenai dinamika penggunaan kekuasaan darurat akan dilakukan untuk 

melihat bagaimana preseden serta sejauh mana penggunaan kekuasaan 

darurat diberlakukan di Indonesia. Pembahasan mengenai preseden 

penggunaan kekuasaan darurat di Indonesia merupakan aspek penting 

dalam menilai bagaimana praktik ketatanegaraan darurat terbentuk dan 

berevolusi sejak awal kemerdekaan. Kekuasaan darurat sebagai bentuk 

extraordinary powers merupakan kewenangan istimewa yang diberikan 

kepada Presiden untuk menghadapi ancaman luar biasa terhadap 

keberlangsungan negara. Namun karena sifatnya yang dapat memperluas 

diskresi eksekutif, analisis terhadap praktik penggunaannya harus dilakukan 

secara komprehensif, terutama dalam kerangka supremasi konstitusi dan 

prinsip checks and balances. 

Sejak tahun 1945, Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk 

kedaruratan, mulai dari penetapan keadaan bahaya pada masa revolusi, 

penggunaan staat van oorlog en beleg (SOB) pada masa demokrasi 

parlementer, hingga penerapan Darurat Militer dan Darurat Sipil dalam 

periode-periode berikutnya. Beragam praktik ini membentuk preseden 

penting yang menunjukkan bagaimana negara menafsirkan ancaman dan 

mengatur batas-batas kewenangan darurat, sekaligus menggambarkan 

hubungan kekuasaan antara presiden, legislatif, dan lembaga-lembaga 

pengawas lainnya. 

Dalam kerangka teoretik, kajian mengenai kekuasaan darurat umumnya 

dibangun di atas dua pendekatan besar. Pendekatan pertama adalah 

pendekatan prerogatif eksekutif, sebagaimana dikemukakan Carl Schmitt, 

bahwa “sovereign is he who decides on the exception,” yang menempatkan 

eksekutif sebagai pihak yang berwenang menentukan kapan suatu keadaan 

darurat terjadi. (Schmitt 2005) Pendekatan kedua adalah pendekatan 

konstitusionalisme darurat yang dikembangkan Oren Gross dan Fionnuala Ní 

Aoláin, yang menekankan bahwa tindakan darurat tetap harus berlandaskan 

hukum dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan kekuasaan. (Gross and Ní Aoláin 2006) Kedua pendekatan 

ini menjadi acuan penting dalam menilai praktik kedaruratan yang 

berkembang di Indonesia. 

Dalam konteks Indonesia, analisis terhadap aspek konstitusionalitas 

menjadi sangat krusial mengingat UUD 1945 hanya memberikan pengaturan 

umum mengenai keadaan darurat tanpa menetapkan prosedur detail, 
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batasan waktu, maupun mekanisme akuntabilitas yang spesifik. Kekosongan 

ini menyebabkan undang-undang dan regulasi terkait, khususnya Undang-

Undang Keadaan Bahaya, yang menjadi instrumen utama dalam menentukan 

ruang lingkup kewenangan darurat. Oleh karena itu, kajian terhadap 

pengaturan norma menjadi penting untuk menilai sejauh mana kerangka 

hukum yang ada mampu membatasi atau justru memperluas kewenangan 

eksekutif. 

Di sisi lain, diperlukan pula penilaian terhadap kesesuaian antara norma 

dan praktik. Sepanjang sejarah, sejumlah penerapan kedaruratan di 

Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kerangka normatif 

dan implementasinya. Dalam beberapa kasus, praktik kedaruratan bahkan 

melampaui batas-batas hukum yang tersedia atau justru mengisi kekosongan 

norma melalui penggunaan diskresi eksekutif yang luas. Ketidaksesuaian ini 

memperlihatkan dinamika ketatanegaraan Indonesia dalam merespons 

ancaman yang berkembang. 

Dinamika tersebut semakin kompleks setelah munculnya pandemi 

global COVID-19, yang membentuk preseden baru dalam pemaknaan 

kedaruratan. Tidak seperti kedaruratan tradisional yang didasarkan pada 

ancaman militer atau keamanan, pandemi menghadirkan bentuk 

kedaruratan kesehatan yang berimplikasi luas terhadap ekonomi, sosial, dan 

tata kelola pemerintahan. Kebijakan seperti penetapan kedaruratan 

kesehatan masyarakat, pembatasan sosial, hingga penerbitan Perppu yang 

berdampak pada kebijakan fiskal menunjukkan bagaimana ruang diskresi 

eksekutif dapat berkembang secara signifikan dalam situasi krisis. Kejadian 

ini mempertegas perlunya penguatan pengawasan konstitusional terhadap 

tindakan eksekutif dalam keadaan darurat. (Asshiddiqie 2007; Ayuni 2022) 

Melalui pemahaman yang menggabungkan preseden historis, 

pendekatan teoretik, analisis konstitusionalitas, pengaturan norma, serta 

dinamika baru pascapandemi, bab ini berupaya menguraikan perkembangan 

konsep dan praktik kekuasaan darurat di Indonesia. Kajian ini diharapkan 

memberikan gambaran komprehensif mengenai kecenderungan penguatan 

atau pelemahan prinsip konstitusionalisme dalam penggunaan kewenangan 

darurat, serta menjadi dasar penting bagi pengembangan regulasi 

kedaruratan yang lebih akuntabel di masa mendatang. 

 

Preseden Penggunaan Kekuasaan Darurat di Indonesia 

sejak Revolusi Kemerdekaan hingga Pascareformasi 
Sub-bab ini menguraikan berbagai preseden penggunaan kekuasaan darurat 

yang berkembang di Indonesia sejak masa Revolusi Kemerdekaan hingga era 
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pascareformasi. Setiap periode sejarah menawarkan karakter dan motif 

kedaruratan yang berbeda, mulai dari ancaman militer dan keamanan pada 

awal kemerdekaan, pergolakan politik dan konflik regional pada era 1950–

1960-an, hingga pola penggunaan kewenangan darurat yang lebih terpusat 

pada stabilisasi politik selama Orde Baru. Pascareformasi, dinamika 

kedaruratan berubah seiring menguatnya tuntutan transparansi, 

akuntabilitas, serta munculnya ancaman non-tradisional seperti terorisme 

dan pandemi global. Dengan menelaah preseden-preseden tersebut secara 

kronologis, dapat terlihat bagaimana konstruksi kewenangan darurat 

dibentuk, diubah, dan dipraktikkan dalam lintasan sejarah ketatanegaraan 

Indonesia. Analisis historis ini penting untuk memahami kecenderungan 

penggunaan diskresi eksekutif, perkembangan kerangka hukum dan 

konstitusi, serta sejauh mana mekanisme checks and balances berperan 

dalam mengawasi tindakan darurat negara sepanjang berbagai fase 

perkembangan politik Indonesia. 

1. Periode Pascarevolusi Kemerdekaan 

Sebagaimana layaknya republik baru, yang dianggap masih merdeka 

secara de facto, Indonesia masih diliputi oleh berbagai macam ancaman 

invasi dan agresi dari pihak eksternal, dan bahkan juga menghadapi 

pemberontakan internal yang menyebabkan kekuasaan negara dan 

pemerintahan menjadi tidak stabil serta mengancam integritas negara. 

Beberapa peristiwa yang mengancam keutuhan negara, seperti invasi 

dari Belanda pada Agresi Militer I dan II, serta peristiwa pemberontakan 

Madiun 1946, dan beberapa pemberontakan lainnya yang menyebabkan 

sepanjang periode pasca revolusi kemerdekaan diwarnai oleh keadaan 

darurat negara, meskipun beberapa keadaan darurat negara hanya 

dalam keadaan de facto. 

Pengaturan mengenai kekuasaan untuk menetapkan keadaan 

darurat dalam UUD 1945 sebelum perubahan diatur dalam Pasal 12 UUD 

1945, dengan ketentuan syarat dan akibatnya ditentukan oleh UU. 

Namun, pascarevolusi kemerdekaan, presiden sejak awal memegang 

kendali terhadap kekuasaan pembentukan UU. Selain karena Pasal 5 ayat 

(1) memang memberikan kekuasaan legislasi kepada Presiden, DPR yang 

saat itu belum terbentuk dan semua kekuasaannya dilaksanakan 

sementara oleh Presiden menyebabkan syarat dan akibatnya dapat 

diubah secara subjektif oleh Presiden sendiri. Ini yang disebut oleh 

Giorgio Agamben sebagai plein pouvoir, di mana kekuasaan presiden 

diperluas hingga bidang legislatif. (Agamben 2005) 

Sehingga dalam konteks pemberlakuan kekuasaan darurat, 

presiden pada saat itu memiliki kekuasaan memberlakukan hukum 

materil mengenai keadaan bahaya tanpa limitasi temporal serta tanpa 
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diikuti kendali atau system check and balances yang memadai oleh 

Parlemen. (Baskoro 2017) Meskipun demikian, hal ini dapat diterima 

mengingat kekuasaan dalam masa transisi politik pascarevolusi 

sebenarnya masih dalam keadaan darurat secara de facto karena masih 

menghadapi kemungkinan adanya invasi. Kedua, karena UUD 1945 

sendiri adalah UUD transisional yang bersifat sementara, yang disebut 

Soekarno sebagai revolutie grondwet. (Yamin 1954, 1971) 

Berkaitan dengan hal tersebut, aturan Peralihan dalam UUD 1945 

memberikan landasan konstitusional terhadap beberapa produk hukum 

kolonialisme untuk tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru 

menurut UUD 1945. Secara konstitusional, aturan ini pula yang 

melandasi keberlakuan Staat van Oorlog en Beleg (SOB), yang 

diberlakukan setelah Maklumat X dan Maklumat 10 November 1945 

yang berkonsekuensi terhadap system check and balances yang 

mengurangi karakteristik dictatorial Presiden karena harus 

berkonsultasi dengan KNIP. Selain itu, pergeseran sistem pemerintahan 

ke arah parlementer juga mengurangi dominasi kekuasaan presiden. 

Pada saat itu, berlaku SOB dan juga UU No. 6 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Pemerintah yang Perlu untuk memelihara Keamanan dan 

Ketertiban. (Baskoro 2017) 

Pengaturan dalam SOB dan UU No.6 Tahun 1946 memberikan 

batasan yang cukup sempit terhadap kekuasaan presiden dalam keadaan 

darurat. SOB hanya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk 

menyatakan keadaan darurat dan/atau perang, dan mencabut 

pernyataan darurat dan/atau perang. Sedangkan kendali kekuasaan 

selama keadaan perang dan/atau darurat dipegang oleh supremasi 

militer (militair gezag). Sedangkan UU No. 6 tahun 1946 mengatur bahwa 

pernyataan keadaan bahaya/darurat harus dilakukan melalui UU 

(Baskoro 2017), sehingga secara tidak langsung membatasi kekuasaan 

presiden dalam kekuasaan darurat. Meskipun telah memiliki landasan 

normatif dari pelaksanaan staatnoodrecht atau hukum darurat, praktik 

pelaksanaan kekuasaan darurat jauh berbeda dari yang diatur dalam SOB 

dan UU No.6 tahun 1946.  

Preseden penggunaan kekuasaan darurat pertama pascarevolusi 

dilakukan pada saat invasi Belanda, yang melakukan penahanan 

terhadap Presiden dan Wakil Presiden RI, sehingga dibentuklah suatu 

pemerintahan baru yang disebut sebagai Pemerintahan Darurat 

Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk oleh Sjafrudin Prawiranegara. 

Pembentukan pemerintahan ini juga ditindaklanjuti melalui pemindahan 

ibukota negara yang semula di Yogyakarta ke Bukit Tinggi. Meskipun 
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pembentukan cabinet darurat tidak dilakukan secara formal 

administratif serta tidak diatur di dalam konstitusi, SOB, dan UU No. 6 

Tahun 1946, namun bukan berarti penetapan keadaan darurat yang 

disertai pembentukan cabinet darurat ini kehilangan makna de jure dan 

konstitusionalitasnya. Hal ini dikarenakan proses pembentukan kabinet 

tersebut tetap didasarkan atas mandat yang diberikan oleh Presiden 

Soekarno secara langsung yang merupakan tindakan konstitusional yang 

bersumber dari kewenangan presiden sebagai kepala negara dan 

pemerintahan, meskipun tidak terdapat aturan normatif mengenai 

pembentukan kabinet darurat dalam konstitusi. (Gonggong 1999, 2002) 

Dalam konteks kedaruratan, penyimpangan terhadap UUD secara 

normatif dibenarkan. Terlebih lagi, dilihat dari konteks sejarah 

pembentukan PDRI yang disebabkan oleh invasi asing, maka 

penyimpangan ini dilakukan semata-mata atas prinsip kontinuitas 

negara (state continuity), yang jika dikaitkan dengan hukum 

internasional, untuk memastikan bahwa secara de jure, Indonesia tidak 

pernah kehilangan kedaulatannya. (Kahin 1952) Terlebih, pembentukan 

pemerintahan ini telah memenuhi asas kesementaraan, dikarenakan 

mandat pemerintahan dikembalikan kepada kekuasaan yang 

konstitusional pascapemerintahan menjadi normal kembali 

sebagaimana tujuan pembentukannya. (Hatta 1979) 

Pembentukan PDRI dalam kacamata hukum tata negara darurat 

telah memberikan preseden penggunaan kekuasaan darurat yang 

konstitusional dan dilakukan semata-mata atas dasar kegentingan atas 

kedaulatan negara. Meskipun UUD 1945 pada saat itu tidak memberikan 

batas-batas konstitusional yang jelas, pelaksanaan kekuasaan darurat 

tidak menyimpang dari konsep konstitusionalisme dan berbasis pada 

prinsip sovereign decision on the exception dan konsep extraordinary 

powers model, sebagaimana disampaikan oleh Carl Schmitt dan Oren 

Gross. Bahkan, konsep kedaruratan sejatinya adalah wilayah abu-abu 

hukum yang sangat rawan untuk disalahgunakan (Agamben 2005), 

mengingat hukum darurat memberikan legitimasi konstitusional 

terhadap kekuasaan diktator atau disebut constitutional dictatorship. 

(Rossiter 1948) Namun, PDRI menjadi contoh praktik yang baik atau best 

practice dalam penggunaan kekuasaan darurat karena digunakan bukan 

untuk memperluas kekuasaan melainkan untuk mempertahankan 

legalitas dan konstitusionalitas negara. Meskipun demikian, dalam 

perkembangan di masa yang akan datang, hal ini menjadi jauh berbeda 

dari preseden yang dilahirkan melalui pembentukan PDRI dalam konteks 

penggunaan kekuasaan darurat. 
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Sistem Presidensial dan Kekuasaan Kehakiman 
1. Karakteristik Presidensial dan Kekuasaan Kehakiman: Pemisahan 

Kekuasaan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dan Sistem Checks 

and Balance 

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menetapkan bahwa negara 

ini menggunakan sistem presidensial (sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 4 UUD 1945). Setelah adanya amandemen terhadap konstitusi, 

sistem presidensial Indonesia menjadi lebih murni, yang terlihat jelas 

dari mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung 

oleh rakyat. Penting untuk diketahui bahwa Pendiri Bangsa (Founding 

Fathers) telah memilih sistem ini setelah mempertimbangkan berbagai 

aspek demi kepentingan nasional Indonesia (Retno Saraswati, 2012). 

Penerapan konsep pemisahan kekuasaan adalah praktik yang lazim 

di banyak negara modern, termasuk Indonesia. Selama era Orde Lama 

dan Orde Baru, Indonesia menjalankan pemisahan kekuasaan yang 

menyimpang dari konsep aslinya, karena kekuasaan eksekutif 

ditempatkan pada posisi yang lebih dominan dibandingkan legislatif dan 

yudikatif. Namun, pasca Amandemen Keempat Konstitusi, terjadi 

perubahan signifikan dalam struktur ini, di mana ketiga lembaga negara 

(eksekutif, legislatif, dan yudikatif) kini berada dalam posisi sejajar. 

Selain itu, sistem ini juga mengadopsi prinsip checks and balances. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembagian kekuasaan di Indonesia 

diwujudkan melalui Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang secara spesifik 

mengatur yurisdiksi peradilan. Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan 

oleh Mahkamah Agung (MA) serta lembaga peradilan di bawahnya, yaitu 

Peradilan Umum, Agama, dan Militer. Konstitusi (UUD 1945) 

mengamanatkan fungsi negara dijalankan dengan menggunakan doktrin 

pemisahan kekuasaan (machtsverdeling atau distribution of power), 

yang utamanya berfokus pada pemisahan antar-kekuasaan. Selain itu, 

prinsip Checks and balances juga diterapkan, yang menekankan pada 

adanya hubungan dan organisasi saling dominan di antara lembaga-

lembaga negara yang berbeda, menjamin bahwa kekuasaan negara 

dibagi dan dipisahkan satu sama lain (Fitri Ayuningtiyas, Aynul Khusnah, 

dan Adelia Wahyuningtyas, 2023). 

Selain itu, menurut Sarundajang, pemerintahan eksekutif itu stabil 

karena beroperasi dalam periode waktu yang pasti sesuai konstitusi. 

Namun, kelemahannya adalah setiap kebijakan harus melalui proses 

tawar-menawar antara legislatif dan eksekutif. Ini mencerminkan bahwa 

sistem tersebut lebih mengedepankan sikap elitis perwakilan daripada 

sikap partisipatif rakyat (Ribkha Annisa Octovina, 2018). 
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Dalam sistem presidensial, terjadi pemisahan kekuasaan yang jelas 

antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang seharusnya membuat 

mereka tidak dapat saling mengintervensi. Para menteri bertanggung 

jawab penuh kepada presiden yang mengangkat mereka, bukan kepada 

legislatif. Ini berarti presiden memiliki kekuasaan tunggal untuk 

memberhentikan menteri tanpa memerlukan persetujuan dari badan 

legislatif (Ribkha Annisa Octovina, 2018). 

Gagasan tentang pembatasan kekuasaan melalui Trias Politica 

pertama kali muncul di Eropa pada zaman kegelapan sebagai respons 

terhadap sengketa politik yang sering kali berujung pada perang saudara. 

Sengketa ini melibatkan tiga kekuatan utama: monarki (raja/ratu), 

pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Ketidakstabilan politik tersebut 

memicu munculnya semangat baru di kalangan intelektual Eropa pada 

Abad ke-17 untuk mengkaji ulang filsafat politik dan mengusulkan 

pemisahan kekuasaan. Ajaran Trias Politica kemudian memiliki 

pengaruh yang sangat luas dari abad ke-17 hingga ke-20 di berbagai 

benua. Tokoh yang pertama kali mencetuskan gagasan ini adalah John 

Locke, yang kemudian disempurnakan oleh Montesquieu di Abad ke-17. 

Konsep Montesquieu ini dikenal sebagai teori modern demokrasi Barat 

pertama yang secara jelas memisahkan wewenang dan tugas kekuasaan 

politik. Meskipun demikian, Pendiri Bangsa Indonesia tidak mengadopsi 

konsep Trias Politica mentah-mentah dalam pembagian kekuasaan di 

Indonesia karena adanya perbedaan sejarah peradaban dengan Eropa 

(Umi Salamah, 2017). 

Dalam teori pembagian kekuasaan Montesquieu, kekuasaan 

pemerintahan harus dipilah menjadi tiga cabang yang saling independen 

dalam fungsi maupun pelaksanaannya: legislatif, eksekutif, dan yudisial. 

Emanuel Kant kemudian menamakan konsep ini Trias Politica, yang 

dapat diterjemahkan sebagai tiga poros kekuasaan. Tujuan filosofis dari 

Trias Politica adalah agar tidak ada pihak tunggal yang memegang 

seluruh kewenangan ini, sehingga dapat meminimalisir risiko 

penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga kekuasaan tersebut memiliki fungsi 

yang jelas: legislatif bertugas membuat undang-undang (rule making), 

eksekutif bertugas melaksanakannya (rule application), dan yudisial 

bertugas mengadili pelanggaran (rule adjudication) (Syofyan Hadi, 

2013). 

Secara abstrak dan normatif dalam teori Montesquieu, kekuasaan 

dibagi menjadi tiga fungsi berbeda: sebagai pembuat undang-undang 

(legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan penegak 
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dan keadilan. Kemerdekaan lembaga peradilan ini secara otomatis 

tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai individu pelaku 

kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, jelas bahwa hakim adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan, dan oleh karena itu, 

proses seleksi pengangkatan hakim merupakan faktor penentu 

berjalannya sistem tersebut. Jelaslah, tanpa proses seleksi pengangkatan 

hakim yang merdeka dan mandiri, upaya untuk meningkatkan sistem 

peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan akan sulit terwujud. 

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara pertama dalam 

kekuasaan kehakiman yang awalnya melaksanakan tugas berdasarkan 

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA. Namun, seiring 

waktu, UU tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan 

hakim, dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan 

hukum masyarakat dan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945. 

Oleh karena itu, dilakukan perubahan dengan diterbitkannya UU Nomor 

5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985. 

Selanjutnya, berdasarkan perkembangan pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman di MA, UU tersebut diubah lagi melalui UU Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. 

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjalankan kekuasaan 

kehakiman sebagai lembaga negara yang bertugas menangani perkara 

tertentu di bidang ketatanegaraan. Fungsi utamanya adalah menjaga 

agar konstitusi dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kehadiran MK 

sangat penting karena turut menjamin terselenggaranya pemerintahan 

negara yang stabil. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK 

terikat pada prinsip umum bahwa penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga 

lain dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. 

Pembentukan Komisi Yudisial pada hakikatnya merupakan amanat 

dari konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 

24 B UUD 1945. Pasal 24 Aayat (3) menyatakan, “Calon Hakim Agung 

diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk 

mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim 

agung oleh Presiden.” Selanjutnya Pasal 24 B menyebutkan: “(1) Komisi 

Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan 

hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) 

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan 
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parlemen, akan selalu berusaha mendudukkan kandidat pilihannya 

sebagai hakim agung. Dalam konteks ini, Komisi Yudisial bertugas 

mereduksi, jika tidak mampu menghapuskan sepenuhnya, terjadinya 

intervensi politik tersebut (Agung Setiawan, 2016). 

Selain itu, proses rekrutmen calon hakim agung menjadi 

kewenangan Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan ketentuan Konstitusi 

dan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Pendelegasian 

kewenangan ini kepada KY bertujuan untuk memastikan bahwa hanya 

individu yang berintegritas dan berkualitas yang diajukan sebagai calon 

hakim agung. Selanjutnya, calon tersebut diajukan kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperoleh persetujuan sebelum resmi 

diangkat oleh Presiden. Dengan tersaringnya hakim agung yang memiliki 

integritas dan kompetensi tinggi, harapan untuk mewujudkan peradilan 

yang bersih, bermartabat, dan dipercaya publik semakin mendekati 

kenyataan.  

Namun, upaya untuk memperoleh calon hakim agung yang benar-

benar berintegritas dan berkualitas tampaknya masih menghadapi 

banyak hambatan. Berdasarkan pengamatan penulis, Komisi Yudisial 

mengalami kesulitan dalam menemukan kandidat yang memenuhi 

standar tersebut, baik dari jalur karier maupun non-karier. Hal ini 

terlihat dari masih diajukannya kembali oleh Mahkamah Agung nama-

nama calon dari jalur karier yang sebelumnya telah dinyatakan tidak 

lolos seleksi di Komisi Yudisial maupun di Dewan Perwakilan Rakyat. 

Situasi serupa juga terjadi pada calon dari kalangan akademisi, di mana 

beberapa di antaranya mengikuti proses seleksi berkali-kali. Selain itu, 

pemerintah pun sangat jarang menyampaikan usulan calon hakim agung 

(Ridarson Galingging, 2017). 
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